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BAGIAN PMK 63 Tahun 2021
TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

DAN PENERBITAN, PENANDATANGANAN, SERTA PENGIRIMAN KEPUTUSAN 

DAN DOKUMEN ELEKTRONIK
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PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2021

Dibutuhkan pengaturan lebih lanjut atas amanah

ketentuan Pasal 6 Angka 18 Pasal 63A ayat (6) dan

Pasal 63B ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk

Mendukung Kemudahan Berusaha, yang merupakan

ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta

Kerja).

www.pajak.go.id

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 63/PMK.03/2021 

AMANAH
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Memberikan kemudahan dan meningkatkan pelayanan bagi Wajib Pajak

Meningkatkan kepastian hukum

Menyederhanakan administrasi perpajakan

Dalam rangka simplifikasi regulasi

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 63/PMK.03/2021 

TUJUAN PENGATURAN
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Pelaksanaanhak dan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak secara

elektronik dan nonelektronik1

Kerja sama Menteri dengan Instansi Pemerintah, lembaga, asosiasi, 

dan Pihak Lain untuk menyediakan fasilitas pelaksanaanhak

dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan secaraelektronik

2

Penerbitan keputusan atau ketetapan oleh Menteri dan Direktur

JenderalPajakdalam bentuk elektronik .3

Pelimpahan kewenangan oleh Menteri atau Dirjen Pajak dalam

bentuk delegasi atau mandat4

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 63/PMK.03/2021 

POKOK PENGATURAN



Penyampaian Dokumen Elektronik / Kertas

www.pajak.go.id

Dokumen Elektronik

yg ditandatangani WP

Portal WP

Laman/App lain

Yg terintegrasi DJP

Contact Center

atau

atau

Bukti 

Penerimaan

Sistem administrasi DJP/ system 

yg terintegrasi dengan DJP

Pejabat / pegawai DJP

Pejabat / pegawau K/L Lain

Tindak Lanjut

Dalam kondisi tertentu *) , dapat dilakukan secaratertulis :

a. langsung ke KPP/KP2KP(borderless); atau

b. melalui pos/ekspedisi ke KPPtempat WP terdaftar.

kondisi tertentu *)

- Infrastruktur belum tersedia

- Gangguan saranakomunikasi

- Bencana

Apabila 1 dokumen dikirimkan melalui

beberapa kanal, bukti penerimaan yang diakui

yakni yang pertama terekam sistem DJPPelaksanaanh/k perpajakan secaraelektronik menggunakan Standar WIB

PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

PELAKSANAAN HAK & KEWAJIBAN PERPAJAKAN DAN PENERBITAN, PENANDATANGANAN, SERTA 

PENGIRIMAN KEPUTUSAN & DOK. ELEKTRONIK



Penyampaian Dokumen Elektronik

www.pajak.go.id

Pelaksanaanh/k perpajakan secaraelektronik melalui Portal WP

ÅDirektur Jenderal Pajak menyediakan Akun Wajib Pajak untuk setiap Wajib Pajak

ÅAkun WP dapat digunakan oleh Wajib Pajakdengan melakukan aktivasi Akun Wajib Pajak

Portal WP

KPP / KP2KP

Pengajuanaktivasi Akun

ÅPengajuan aktivasi Akun WP disetujui apabila alamat pos elektronik dan nomor telepon seluler 

WP telah tervalidasi

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 63/PMK.03/2021 

PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
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Manual

Elektronik * TTE tidak Tersertifikasi *)

TTE Tersertifikasi *)

Hak dan 

kewajiban

perpajakan

Sertifikat Elektronik dari

PSrE(yg diperoleh dgn cara

mengajukan permohonan

penerbitan Sertel)

Kode Otorisasi DJP

(yg diterbitkan saat Aktivasi

Akun WP)

PSrEinstansi

untuk WP Instansi

Pemerintah yg

diwakili ASN, TNI 

dan Polri

PSrEnoninstansi

untuk WP selain

Instansi Pemerintah

yg diwakili ASN, TNI 

dan Polri

Note: 

*) opsional

Å Diakui Kominfo ;

Å Ditunjuk menteri

Contact 

Center

dianggap telah ditandatangani setelah WP menjawab pertanyaan validasi

identitas dan menyampaikan afirmasi kpd petugas Contact Center. 

Wajib Pajak

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 63/PMK.03/2021 

PENANDATANGANAN DOKUMEN ELEKTRONIK
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Orang Pribadi Badan, Instansi Pemerintah , WBT

Å WP orang pribadi yang bersangkutan ;

Å wali atau pengampu , bagi anak yang 

belum dewasa atau orang yang berada 

dalam pengampuan; atau

Å orang pribadi yang ditunjuk oleh Wajib

Pajakorang pribadi sesuaiketentuan

peraturan perundang-undangan untuk

menandatangani Dokumen Elektronik.

Å orang pribadi yang merupakan wakil WP ; 

atau

Å orang pribadi selain wakil WP yang 

ditunjuk oleh wakil WP sesuaidengan

ketentuan peraturan perundang-

undangan untuk menandatangani

Dokumen Elektronik. 

WP Penanda tangan

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 63/PMK.03/2021 

PENANDATANGANAN DOKUMEN ELEKTRONIK
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Menteri,

Dirjen Pajak, pejabat

tertentu DJP 

Keputusan, Ketetapan

dan/ atau Dokumen

Elektronik Å TTE Tersertifikasi , 

atau

Å Segel Elektronik

Wajib Pajak

Akun WP

Email WP yg

terdaftar

Å Pembulatan nominal

Rupiah Ą ke bawah

Dolar Ą ke bawah hingga

2 desimal

Å Berkekuatan hukum

sama dgn bentuk kertas

Dalam hal diminta WP/ berdasarkan pertimbangan

Dirjen Pajak, Dirjen Pajak dapat mengirim kertas hasil 

cetakan dari keputusan dalam bentuk elektronik & 

Dokumen Elektronik:

Å secara langsung (tanggal pengiriman = penyampaian);

Å faksimile (tanggal pengiriman sesuaibukti faks); atau

Å melalui pos, ekspedisi , atau kurir (tanggal pengiriman

sesuaibukti pengiriman surat)

Dalam hal melalui lebih dari 1 saluran , maka tanggal

penyampaian yg digunakan adalah:

Å tanggal pengiriman ke Akun WP Ą apabila WP setuju

menggunakan Akun WP sbg saranapengiriman

Å tanggal email/ tgl sesuaipengiriman fisikĄ apabila WP 

belum setuju penggunaan Akun WP sbg sarana

pengiriman

Pelaksanaanh/k perpajakan secaraelektronik menggunakan Standar WIB

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 63/PMK.03/2021 

PENANDATANGANAN DOKUMEN ELEKTRONIK
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Å pemberian NPWP

Å pemberian KSWP

Å penyelenggaraan bupot elektronik

dan Faktur Pajakelektronik

Å penyelenggaraan pembayaran pajak

dan/atau pelaporan SPTelektronik

melalui perjanjian kerja sama atau penunjukan

Menkeudapatmelakukankerja samadgnInstansi

Pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihaklain untuk

menyediakanfasilitaspelaksanaanh/k perpajakan

secaraelektronikmelaluisistemadministrasiyang 

terintegrasidengansistemdi DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 63/PMK.03/2021 

KERJA SAMA MENTERI KEUANGAN
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DELEGASI

Menkeu

Dirjen Pajak

PSrE

ÅPerjanjian Kerja Sama

ÅPenujukan

DELEGASI / 

MANDAT

Menkeu

Å Pejabat / pegawai DJP

Å Menteri/KL lain

penerbitan
Keputusan

Dirjen Pajak

Pejabat / pegawai DJP

DELEGASI / 

MANDAT
Keputusanpenerbitan

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 63/PMK.03/2021 

PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN & DIRJEN PAJAK
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MATERI KETENTUAN

Penggunaan sertifikat elektronik , 

EFIN, dan kode verifikasi (dari DJP) 

oleh WP

Dapat digunakan untuk Masa Pajak s.d. Masa Pajak Desember 2024,

bagian Tahun Pajak yang berakhir pada Desember 2024, atau Tahun

Pajak 2024

Penggunaan TTE tidak

tersertifikasi oleh DJP 

Dapat digunakan untuk Masa Pajak s.d. Masa Pajak Desember 2024,

bagian Tahun Pajak yang berakhir pada Desember 2024, atau Tahun

Pajak 2024

Penggunaan Segel Elektronik pada 

Keputusan DJP
Paling lambat mulai tanggal 1 Januari 2025

Sarana Aktivasi Akun WP, 

penggunaan Sertifikat Elektronik

dan Kode Otorisasi untuk WP

Paling lambat mulai tanggal 1 Januari 2025

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 63/PMK.03/2021 

KETENTUAN PERALIHAN



BAGIAN PENDAFTARAN
TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA

PAJAK, DAN PENDAFTARAN OBJEKPAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

www.pajak.go.id

TAX

REGISTRATION
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PENYESUAIANATAS 

KETENTUAN 

PMK 147/PMK.03/2017

Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Dan 

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak 

Serta Pengukuhan Dan Pencabutan 

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
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Ç Meliputi :
Ç Orang pribadi ;

Ç WarisanBelum Terbagi;

Ç Badan; dan

Ç Instansi Pemerintah.

pada KPP yang wilayah kerjanya

meliputi tempat tinggal Wajib

Pajakatau tempat kedudukan

Wajib Pajak

WP lapor SPT LB 

(Restitusi)
NPWP

memenuhi persyaratan

subjektif dan objektif

WAJIB PAJAK
WAJIB MENDAFTARKAN 

DIRI

diberikan

Á Syarat subjektif : persyaratanyang sesuaidengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam UU PPh.

Á Syarat objektif : subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan

dan/ atau pemungutan sesuaidengan UU PPh.

TEMPAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017 
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Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan :

Ç Tempat tinggal WP OP atau Tempat Kedudukan WP Badan
dalam hal WP OP atau Badan memiliki lebih dari satu tempat tinggal atau tempat kedudukan

Ç Tempat terdaftar bagi WPdengan kriteria tertentu

Ç Tempat pendaftaran tertentu sebagai tempat pendaftaran WP

WAJIB PAJAK

tidak mendaftarkan diri

WP lapor SPT LB 

(Restitusi)

SANKSI SESUAI UU 

KUP

TEMPAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017 
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WP orang pribadi penduduk dan bukan penduduk yang

tidak melakukan kegiatan usaha

atau pekerjaan bebas dan 

menerima atau memperoleh 

penghasilan di atas penghasilan 

tidak kena pajak

WP lapor SPT LB 

(Restitusi)
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

WP ORANG PRIBADI

KPP yang wilayah kerjanya 

meliputi tempat tinggal WP

kepadanya 

diberikan

Termasuk WP Orang Pribadi 

Pengusaha Tertentu

melakukan kegiatan 

usaha atau pekerjaan 

bebas

meliputi

meliputi

NIK yang telah diaktivasi 

sebagai NPWP dalam 

administrasi perpajakan

bagi WP orang pribadi 

Penduduk bagi WP orang pribadi bukan 

Penduduk

nomor dengan format 16 

digit yang dihasilkan oleh 

sistem administrasi DJP 

sebagai NPWP

melaporkan tempat kegiatan 

usahanya ke KPP tempat WP 

orang pribadi terdaftar

NOMOR IDENTITAS TEMPAT 

KEGIATAN UASAHA

diharuskan
untuk 

memperoleh

bagi setiap tempat kegiatan usaha

WAJIB 

MENDAFTARKAN DIRI
pada

Ç hidup berpisah berdasarkanputusan hakim (HB)

Ç menghendaki secaratertulis berdasarkanperjanjian pemisahan penghasilan dan harta (PH)

Ç memilih melaksanakanhak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya (MT)

wanita kawin yang 

dikenai pajak 

secara terpisah

berlaku 

juga 

untuk

PENDAFTARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017 
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Orang pribadi yang:

Ç belum memenuhi persyaratan objektif

sebagai Wajib Pajak

Ç tidak memenuhi persyaratan subjektif

sebagai subjek pajak dalam negeri

Ç tidak termasuk subjek pajak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang -undangan

di bidang Pajak Penghasilan

dapat diberikan nomor identitas perpajakan dalam bentuk Nomor Pokok Wajib Pajakuntuk kepentingan

administrasi perpajakan.

WP lapor SPT LB 

(Restitusi)

KPP yang wilayah kerjanya meliputi 

tempat tinggal orang pribadi tersebut

WP lapor SPT LB 

(Restitusi)

diadministrasikan pada Kantor Pelayanan 

Pajak yang ditetapkan Direktur Jenderal 

Pajak.

mendaftarkan 

diri pada

PENDAFTARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017 
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Ç Paling lama 1 (satu) bulan setelah kegiatan

usahaatau pekerjaan bebas mulai dilakukan

WP Orang Pribadi yang melakukan Kegiatan

Usaha atau Pekerjaan Bebas,
termasuk WP Orang Pribadi PengusahaTertentu

Ç Paling lambat akhir bulan berikutnya setelah

diterimanya penghasilan yang menyebabkan

akumulasi penghasilan pada Tahun Pajak

berjalan sama dengan atau melebihi

penghasilan tidak kena pajak

WP orang pribadi yang tidak melakukan

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan

menerima atau memperoleh penghasilan di

atas penghasilan tidak kena pajak

menerima atau memperoleh

penghasilan dengan akumulasi 

belum melebihi penghasilan tidak 

kena pajak

Penduduk

Bukan 

Penduduk
dan

NIK yang 

tervalidasi

Nomor identitas 

perpajakan 

dengan format 16 

digit

JANGKA WAKTU PENDAFTARAN WP ORANG PRIBADI

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017 
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Ç WP Orang Pribadi Penduduk
mengisi formulir permohonan pendaftaran Wajib Pajak

Ç WP Orang Pribadi Bukan Penduduk, mengisi formulir permohonan

pendaftaran dan dilampiri dokumen:

o Salinanpaspor

o pasfoto berwarna Wajib Pajakyang bersangkutan

o pasfoto berwarna Wajib Pajakyang bersangkutan dengan memegang paspor

Dilakukan 

sesuai 

ketentuan 

Pasal 4

Portal Wajib Pajak

langsung

Laman atau

aplikasi lain yang 

terintegrasi

dengan DJP

Contact Center

pos

DALAM HAL WP TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN

Kepala 

KPP

NOMOR POKOK WAJIB 

PAJAK
menerbitkan

paling lama 1 hari kerja setelah permohonan diterima secara 

lengkap

PERMOHONAN PENDAFTARAN WP ORANG PRIBADI

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017 
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Kepala 
KPP

menerbitkan

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK 
JABATAN

berdasarkan hasil penelitian administrasi sesuai dengan data 
dan/atau informasi yang dimiliki atau diperoleh DJP, termasuk data 

dan/atau informasi yang diperoleh dari kegiatan ekstensifikasi

JangkaWaktu PendaftaranWPOrangPribadi:
Ç Palinglama1 (satu)bulan setelahkegiatanusahaatau

pekerjaanbebasmulaidilakukan
Ç Paling lambat akhir bulan berikutnya setelah

diterimanyapenghasilanyangmenyebabkanakumulasi
penghasilanpada TahunPajakberjalan samadengan
ataumelebihipenghasilantidakkenapajak

tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran ini

PENERBITAN NPWP SECARA JABATAN

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017 
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Kepala KPP dapat melakukan Perubahan Data

Ç BerdasarkanPermohonan WP OP atau secarajabatan

Ç Akibat adanya perbedaan informasi pada administrasi perpajakan dengan keadaan yang

sebenarnya

Ç Dilampiri dengan dokumen yang menunjukkan adanya perubahan data

Ç Setelah melakukan penelitian berdasarkan permohonan perubahan data, Kepala KPP

menerbitkan Keputusan dan memberitahukannya kepada WP OP

Ç Keputusan diterbitkan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara

lengkap

Ç Setelah melakukan penelitian berdasarkan permohonan pemindahan, Kepala KPP menerbitkan

Keputusan dan memberitahukannya kepada WP OP

Ç Keputusan diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejakpermohonan diterima secaralengkap

PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Termasuk Perubahan Data adalah perubahan yang menyebabkan pemindahan wilayah kerja Kantor 

Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar .

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017 
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KepalaKPPdapat menetapkan WP OP sebagai WP Nonaktif

Ç BerdasarkanPermohonan WP OP atau secarajabatan

Ç Memenuhi kriteria sebagai WP Nonaktif

Ç Dilampiri dengan dokumen yang menunjukkan WP OP memenuhi kriteria WP Nonaktif

Ç Setelah melakukan penelitian berdasarkan permohonan penetapan WP OP Nonaktif, Kepala KPP

menerbitkan Keputusan dan memberitahukannya kepada WP OP

Ç Keputusan diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejakpermohonan diterima secaralengkap

Dalam hal Wajib Pajak OP tidak lagi memenuhi kriteria sebagai WP Nonaktif, Kepala

KPPberdasarkan permohonan Wajib Pajak orang pribadi atau secara jabatan dapat

mengaktifkan kembali Wajib PajakNonaktif.

Penetapan Wajib Pajak OP Nonaktif

Pengaktifan Kembali WP OP Nonaktif

PENETAPAN & PENGAKTIFAN KEMBALI WP OP NONAKTIF

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017 
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Penetapan WP Nonaktif dilakukan dalam hal WP Orang Pribadi

Ç melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas namun tidak memenuhi syarat objektif

karena menghentikan usahanya atau pekerjaan bebasnya ;

Ç tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas namun tidak memenuhi syarat

objektif karena belum atau tidak memperoleh penghasilan , atau memiliki penghasilan

di bawah penghasilan tidak kena pajak ;

Ç Warga Negara Indonesia berstatus sebagai Penduduk yang berniat menjadi subjek pajak

luar negeri namun belum memenuhi syarat sebagai subjek pajak luar negeri;

Ç Warga Negara Indonesia berstatus sebagai Penduduk yang tidak lagi memenuhi

persyaratan subjektif dan objektif ;

Ç wanita kawin yang telah memiliki NPWP yang memilih untuk melaksanakan hak dan

memenuhi kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suaminya; atau

Ç memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Direktur JenderalPajak.

KRITERIA WP ORANG PRIBADI NONAKTIF

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017 
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Berdasarkanpermohonan WP OP yang mengajukan permohonan penetapan sebagai Subjek Pajak Luar Negeri, Kepaala

KPPmelakukan penelitian kemudian menerbitkan keputusan:

Ç Penetapan Wajib Pajak Nonaktif sebagai pengganti Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi

Subjek Pajak Luar Negeri dalam hal WP OP memenuhi persyaratan penetapan sebagai Subjek Pajak Luar Negeri;

atau

Ç Penolakan Penetapan Wajib Pajak Nonaktif sebagai pengganti surat penolakan atas permohonan penetapan

status Warga Negara Indonesia sebagai subjek pajak luar negeri dalam hal WP OP tidak memenuhi persyaratan

penetapan sebagai Subjek PajakLuar Negeri

sebagaimanadiatur dalam PMK PelaksanaanUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan.

selain mengenai jangka waktu penyelesaian , dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang PajakPenghasilan, PajakPertambahan Nilai dan PajakPenjualanatas

BarangMewah, serta Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan.

Atas permohonan Penetapan sebagai Subjek Pajak Luar Negeri

Persyaratan dan tata cara penyelesaian permohonan penetapan sebagai subjek pajak luar negeri 

PENETAPAN SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017 
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Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi WNI Penduduk yang berniat menjadi subjek pajak luar

negeri namun belum memenuhi syarat sebagai subjek pajak luar negeri yang telah ditetapkan

sebagai WP Nonaktif

Namun kemudian hari tidak memenuhi persyaratan atau tidak mengajukan permohonan untuk

memperoleh Surat Keterangan Warga Negara Indonesia Memenuhi PersyaratanMenjadi Subjek

PajakLuar Negeri,

Terhadap WP OP tersebut :

Ç penetapan sebagai Wajib Pajak Nonaktif menjadi batal ;

Ç tetap merupakan subjek pajak dalam negeri ; dan

Ç dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang

perpajakan yang berlaku bagi subjek pajak dalam negeri .

PENETAPAN SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI
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KepalaKPPdapat melakukan penghapusan NPWPWP OP

Ç BerdasarkanPermohonan WP OP atau secarajabatan

Ç Terhadap WP Op yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Ç Dilampiri dengan dokumen pendukung yang menunjukkan WP OP tidak lagi memenuhi

persyaratansubjektif dan/atau objektif

Ç Setelah melakukan pemeriksaan berdasarkan permohonan penghapusan NPWP, Kepala KPP

menerbitkan Keputusan

Ç Keputusan diterbitkan paling lama 6 (enam) bulan kerja sejakpermohonan diterima secaralengkap

Apabila Jangka Waktu 6 ( enam) bulan terlampaui dan belum diterbitkan keputusan

permohonan Wajib Pajak orang pribadi dianggap dikabulkan dan Kepala Kantor Pelayanan

Pajakharus menerbitkan surat keputusan PenghapusanNomor Pokok Wajib Pajakpaling lama

1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (4) berakhir.

PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
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Kriteria Penghapusan NPWP WP OP

Ç WP OP telah meninggal dunia dan tidak

meninggalkan warisan;

Ç WP OP:

ü telah meninggalkan Indonesia untuk

selama-lamanya dan berstatus sebagai

Penduduk (bagi orang pribadi yang

semula berstatus sebagai Penduduk) atau

ü telah meninggalkan Indonesia untuk

selama-lamanya , bagi orang pribadi yang

berstatus bukan Penduduk; atau

Ç WP OP memiliki lebih dari 1 (satu) NPWP

Dokumen Pendukung penghapusan NPWP WP OP

Ç Dokumen menunjukkan WP OP telah meninggal dunia dan

Surat Pernyataan tidak mempunyai warisan atau surat

pernyataan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan

ahli waris.

Ç WP OP:

ü dokumen yang menyatakan bahwa WP OP telah

meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya ;

dan/ atau dokumen yang menunjukkan WP OP

Penduduk sebagai WNI sudah tidak berstatus sebagai

Penduduk karena kehilangan kewarganegaraan

Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang kependudukan

ü dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah

meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya .

PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
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KepalaKPPdapat melakukan penghapusan NPWPWP OP secaraJabatan

Ç berdasarkan data dan/atau informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktorat

JenderalPajak.

Ç Setelah melakukan pemeriksaan berdasarkan permohonan penghapusan NPWP, Kepala

KPPmenerbitkan Keputusan

üWP OP telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;

üWP OP memiliki lebih dari 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak; atau

üWP OP pribadi dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Direktur

JenderalPajak.

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi secara Jabatan

Penghapusan NPWP WP OP secara jabatan dapat berdasarkan hasil penelitian administrasi

PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
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PenghapusanNPWPdilakukan sepanjang WP OP memenuhi ketentuan sebagai berikut

Ç Tidak mempunyai utang pajak

Ç Tidak sedang dilakukan tindakan: pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, pemeriksaan bukti

permulaan, penyidikan tindak pidana perpajakan atau penuntutan tindak pidana perpajakan.

Ç tidak sedang dalam proses penyelesaian Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement

Procedure);

Ç tidak sedang dalam proses penyelesaiankesepakatanharga transfer (advancepricing agreement);

Ç Tidak sedang dalam proses penyelesaianUpaya administrative dan Upaya hukum berupa: pembetulan

Pasal 16 UU KUP, pengajuan keberatan, pengurangan PBB,pengurangan atau penghapusan sanksi

administrative, pengurangan denda administrative PBB,pengurangan atau pembatalan SKPyang tidak

benar, pengurangan atau pembatalan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar, pengurangan atau

pembatalan STP yang tidak benar, pembatalan STP PBB yang tidak benar, pembatalan hasil

pemeriksaanpajak atau SKPdari hasil pemeriksaan, gugatan, banding, dan/atau peninjauan Kembali.

Syarat dapat dilakukan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi

PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
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WP Warisan Belum Terbagi

menggunakan NPWP dari WP orang

pribadi yang meninggalkan warisan .

Dalam hal WP orang pribadi tersebut belum memiliki

NPWP, dan dari warisan diperoleh penghasilan, wakil dari

Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi wajib

mendaftarkannya pada KPPuntuk memperoleh NPWP.

Wakil tersebut juga diharuskan untuk melaporkan

tempat kegiatan usaha Warisan Belum Terbagi ke

KPPuntuk memperoleh NITKU.

Wakil meliputi :

a. salahseorang ahli waris;

b. pelaksanawasiat; atau

c. pihak yang mengurus harta peninggalan,

dari WP yang meninggalkan warisan.

Wakil melaksanakan hak dan kewajiban

perpajakan atas WP Warisan Belum Terbagi.

Paling lambat akhir bulan berikutnya setelah WP OP 

meninggal dunia.

Dilakukan dengan mengajukan permohonan.

KepalaKPP menerbitkan paling lama 1 hari kerja

setelah permohonan.

Dalam hal wakil tidak melaksanakan kewajiban,

Kepala KPP dapat menerbitkan NPWP secara

jabatan berdasarkan hasil penelitian administrasi.

www.pajak.go.id

WAJIB PAJAK WARISAN BELUM TERBAGI 
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Wajib PajakWarisanBelum TerbagiςPenghapusanData 

Wajib PajakWarisanBelum TerbagiςPerubahanData 

KepalaKPPdapatmelakukanperubahandata
WPWarisanBelumTerbagi, dalamhal:

a. data dalam administrasiperpajakanberbeda dengan
keadaanyangsebenarnya; dan

b. perubahan data tidak mengakibatkanpemindahan
tempat WP.

SecaraJabatan

PermohonanWP

PermohonansesuaiPasal 4 dan dilampiri
dokumenperubahandata

Penelitian
Permohonan

PenerbitanSurat 
Keputusan

Pemberitahu-
an keWP

KepalaKPPdapatmelakukanpenghapusanNPWPWarisan
Belum Terbagiyang sudah tidak memenuhi persyaratan
subjektif dan/atau objektif, dan dilakukan dalam hal
warisansudahselesaidibagi.

SecaraJabatan

PermohonanWP

PermohonansesuaiPasal 4 dan dilampiri
dokumenbukti warisantelahdibagi

Pemeriksaan
Permohonan

Hasil 
Pemeriksaan

Surat Keputusan Penghapusan
(Paling lama 6 bulan)

Jika terlampaui, 
dianggapdikabulkan

Berdasarkandata yang 
dimiliki DJP

Pemeriksaan

Penelitian
Administrasi

Surat Keputusan 
Penghapusan

Ketentuanpenghapusan:
a. tidakmempunyaiutangpajak;
b. tidak sedang dilakukan tindakan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan,

penyidikan, ataupenuntutan.
c. tidaksedangdalamprosespenyelesaianProsedurPersetujuanBersama;
d. tidaksedangdalamprosespenyelesaiankesepakatanhargatransfer;
e. tidaksedangupayahukum

WAJIB PAJAK WARISAN BELUM TERBAGI 
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WPBadanwajib mendaftarkandiri padaKPP
yang wilayah kerjanya meliputi tempat
kedudukanWP,meliputi WPBadanyang:

a. memilikikewajibanperpajakansebagaipembayarpajak,
pemotongdan/ataupemungutpajak; atau

b. hanyamemilikikewajibanperpajakansebagaipemotong
dan/ataupemungutpajak

WP Badan diharuskan melaporkan tempat
kegiatan usahanya untuk memperoleh
Nomor IdentitasTempatKegiatanUsahabagi
setiaptempat kegiatanusaha.

Badan yang tidak memenuhi persyaratan
subjektif; atau tidak termasuk subjek pajak
sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU PPh,
dapat diberikan NPWP untuk kepentingan
administrasiperpajakan.

WP wajib mendaftarkandiri untuk memperoleh
NPWPpaling lama 1 (satu) bulan setelah saat
didirikanataubertempatkedudukandi Indonesia.

ProsedurPendaftaran

PermohonanPendaftaransesuai
Pasal 4, dilampiridokumen
pendirian/pembentukan

NPWP terbit paling lama 
1 hari kerjasetelah

permohonanlengkap

NPWPSecaraJabatan

DalamhalWP tidakmelaksanakan
kewajibanpendaftaran, KepalaKPP 
dapatmenerbitkanNPWP secara

jabatan

Dilakukanberdasarkanhasil
penelitianadministrasisesuaidata 
dan/atauinformasiyang diperoleh

dari kegiatanekstensifikasi

www.pajak.go.id

WAJIB PAJAK BADAN
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ÇKepalaKPPdapat menerbitkan NPWPsecarajabatan dalam hal WP Instansi
Pemerintahtidakmelaksanakankewajibanmendaftarkandiri

ÇPenerbitan NPWP secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil penelitian
administrasisesuaidata dan/atau informasi yang dimiliki atau diperoleh DJP,
termasukdatadan/atauinformasiyangdiperolehdari kegiatanekstensifikasi

www.pajak.go.id

PENERBITAN NPWP SECARA JABATAN WP INSTANSI PEMERINTAH
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TermasukPerubahanData adalahperubahanyang menyebabkanpemindahanwilayah kerja Kantor 
PelayananPajaktempat Wajib Pajakterdaftar.

Ç Setelahmelakukanpenelitian berdasarkanpermohonanpemindahan, KepalaKPPmenerbitkan Keputusandan
memberitahukannyakepadaWPInstansiPemerintah

Ç Keputusanditerbitkanpalinglama5 (lima)hari kerjasejakpermohonanditerimasecaralengkap

PerubahanData Wajib PajakInstansiPemerintah

KepalaKPPdapatmelakukanPerubahanData

Ç BerdasarkanPermohonanWPInstansiPemerintahatausecarajabatan

Ç Akibatadanyaperbedaaninformasipadaadministrasiperpajakandengankeadaanyangsebenarnya
Ç Dilampiridengandokumenyangmenunjukkanadanyaperubahandata
Ç Setelahmelakukanpenelitian berdasarkanpermohonanperubahandata, KepalaKPPmenerbitkan

KeputusandanmemberitahukannyakepadaWPInstansiPemerintah
Ç Keputusanditerbitkanpalinglama1 (satu) hari kerjasejakpermohonanditerimasecaralengkap

PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK INSTANSI PEMERINTAH
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PenetapanWajib PajakInstansiPemerintahNonaktif

KepalaKPPdapatmenetapkanWPInstansiPemerintahsebagaiWPNonaktif

Ç BerdasarkanPermohonanWPInstansiPemerintahatausecarajabatan

Ç Memenuhikriteria sebagaiWPNonaktif
Ç Dilampiri dengandokumenyangmenunjukkanWP Intansi Pemerintahmemenuhikriteria WP

Nonaktif
Ç Setelahmelakukanpenelitian berdasarkanpermohonan penetapan WP Instansi Pemerintah

Nonaktif, KepalaKPPmenerbitkan Keputusandan memberitahukannyakepada WP Instansi
Pemerintah

Ç Keputusanditerbitkanpalinglama5 (lima)hari kerjasejakpermohonanditerimasecaralengkap

Pengaktifan Kembali WP Instansi Pemerintah Nonaktif

Dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah tidak lagi memenuhi kriteria sebagaiWP
Nonaktif,KepalaKPPberdasarkanpermohonanWajibPajakInstansiPemerintahatausecara
jabatandapatmengaktifkankembaliWajibPajakNonaktif.

PENETAPAN & PENGAKTIFAN KEMBALI WAJIB PAJAK INSTANSI PEMERINTAH NONAKTIF
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PenetapanWPNonaktif dilakukandalamhal WPInstansiPemerintah

Ç tidak memenuhi persyaratansebagaipemotong dan/atau pemungut pajak namun belum
dilakukanPenghapusanNPWP; atau

Çmemenuhikriteria tertentu yangditetapkanolehDirekturJenderalPajak.

KRITERIA WP INSTANSI PEMERINTAH NONAKTIF
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ÇKepalaKPPberdasarkanpermohonanWPatau secarajabatandapatmelakukan
penghapusanNPWP

ÇPermohonan dilampiri dengan dokumen yang menunjukkan WP Instansi
Pemerintahtidak memenuhipersyaratansebagaipemotongdan/ataupemungut
pajak

ÇBerdasarkanhasilpemeriksaan, KepalaKPPmenerbitkanKeputusan
ÇKeputusanditerbitkan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggalpermohonan

WPInstansiPemerintahditerimasecaralengkap
ÇApabila jangka waktu 6 (enam) bulan terlampaui dan Kepala KPP tidak

menerbitkan Keputusan,maka permohonandianggapdikabulkandan Kepala
KPPharus menerbitkan surat KeputusanpenghapusanNPWPpaling lama 1
(satu) bulansetelahjangkawaktumenerbitkanKeputusanterlampaui

PENGHAPUSAN NPWP INSTANSI PEMERINTAH BERDASARKAN PERMOHONAN
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ÇPenghapusanNPWPsecara jabatan dilakukan Kepala KPPberdasarkandata
dan/atauinformasiperpajakanyangdimiliki ataudiperoleholehDJP

ÇPenghapusanNPWPsecarajabatandilakukanberdasarkanhasilpemeriksaan
ÇSelaindilakukanberdasarkanhasil pemeriksaan, Direktur JenderalPajak juga

dapat melakukan penghapusan NPWP secara jabatan melalui penelitian
administrasiterhadap WP Instansi Pemerintahdengan kriteria tertentu yang
ditetapkanolehDJP

ÇPenghapusanNPWPsecara jabatan dilakukan melalui penerbitan Keputusan
PenghapusanNPWP

PENGHAPUSAN NPWP INSTANSI PEMERINTAH SECARA JABATAN
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ÇTidakmemenuhipersyaratansebagaipemotongdan/ataupemungutpajak;
ÇMemiliki lebihdari 1 (satu)NPWP;
ÇTidakmemilikiutangpajak;
ÇTidaksedangdilakukanTindakan:
üPemeriksaandengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajibanperpajakan;
üPemeriksaanbukti permulaan;
üPenyidikantindakpidanadi bidangperpajakan; atau
üPenuntutantindakpidanadi bidangperpajakan;

KRITERIA PENGHAPUSAN NPWP WP INSTANSI PEMERINTAH
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Çtidak sedangdalam prosespenyelesaianUpayaadministratif dan Upaya
hukum,berupa:
üPembetulansebagaimanadiatur dalamPasal16UUKUP;
üPengajuankeberatan;
üPenguranganataupenghapusansanksiadministratif;
üPenguranganataupembatalanSKPyangtidakbenar;
üPenguranganataupembatalanSTPyangtidakbenar;
üPembatalanhasilpemeriksaanpajakatauSKPdari hasilpemeriksaan;
üGugatan;
üBanding; dan/atau
üPeninjauankembali

KRITERIA PENGHAPUSAN NPWP WP INSTANSI PEMERINTAH
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Direktur Jenderal Pajak secara jabatan dapat:

ÇmenerbitkanNPWPterhadapWPOP,WPwarisanbelumterbagi,WPbadan,dan
WPInstansiPemerintahyangtidakmelaksanakankewajibanmendaftarkandiri;

Çmemberikannomor identitasperpajakandalambentukNPWPkepada:
üorangpribadiyangbelummemenuhipersyaratanobjektif sebagaiWP
üorangpribadiyangtidakmemenuhipersyaratansubjektisebagaiSPDN
übadanyangtidakmemenuhipersyaratansubjektifsebagaiSPDN
üorangpribadi/badanyangtidak termasuksubjekpajak; dan

Çmelakukan penghapusanNPWP terhadap WP yang tidak lagi memenuhi
persyaratansubjektifdan/atauobjektif,

untuk memberikan kemudahan dalam administrasi perpajakan

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK SECARA JABATAN
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PerubahanData 
WP Badan

Permohonan*

Jabatan

*sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, serta dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan

Penelitian
Keputusan 

PerubahanData 
oleh KepalaKPP

1 hari kerjasetelah permohonanditerima lengkap

Menyebabkan
perubahanpemindahan 

wilayah kerja KPP 
tempat Wajib Pajak 

terdaftar

Permohonan* Penelitian
Keputusan 

PerubahanData 
oleh KepalaKPP

5 hari kerjasetelah permohonanditerima lengkap

PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK BADAN
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WP Badan Nonaktif

Á tidakmemenuhisyaratsubjektif
dan objektif, dalamproses atau
belumdilakukanPenghapusan
NPWP

Á memenuhikriteria tertentu yang 
ditetapkanoleh DirjenPajak

Permohonan*

Jabatan

*sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, serta dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan

5 hari kerjasetelah permohonanditerima lengkap

Penelitian

Keputusan Wajib
PajakNonaktif

oleh KepalaKPP

Wajib Pajak dapat diaktifkan
kembali secara jabatan oleh
KepalaKPPapabila sudah tidak
memenuhikriteria

PENETAPAN WAJIB PAJAK BADAN NONAKTIF
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*sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, serta dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan

Penghapusan
WP Badan*

(tidakmemenuhi
persyaratansubjektif
dan/atauobjektif)

ÅWP Badan dilikuidasi
ataudibubarkan

Å BUT menghentikan
kegiatanusahanyadi 
Indonesia

Åmemilikilebihdari1 
NPWP

Permohonan

Jabatan

Pemeriksaan

Keputusan 
Penghapusan

WajibPajakBadan 
oleh KepalaKPP

12 bulansetelah permohonanditerima lengkap Å apabilaterlampauimakapermohonan
penghapusanWajibPajakdianggap
dikabulkan

Å KepalaKPP harusmenerbitkansurat
Keputusan paling lama 1 bulansetelah
jangkawaktuberakhir

Penelitian
AdministrasiWP 
Badan kriteria

tertentu

Pemeriksaan Keputusan 
Penghapusan

WajibPajakBadan 
oleh KepalaKPP

PENGHAPUSAN WAJIB PAJAK BADAN
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PenghapusanNomorPokokWajib PajakWajib PajakBadandilakukansepanjang:

tidak mempunyai utang pajak

tidak sedang dilakukan tindakan: 

1.Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan; 

2.pemeriksaan bukti permulaan; 

3.penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; atau 

4.penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan; 

tidak sedang dalam proses penyelesaian Prosedur 
Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure); 

tidak sedang dalam proses penyelesaian kesepakatan 
harga transfer (advance pricing agreement); dan

tidak sedang dalam proses penyelesaian upaya 
administratif dan upaya hukum, berupa: 

1.pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

2.pengajuan keberatan;

3.pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;

4.pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;

5.pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan;

6.pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar;

7.pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidakbenar;

8.pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;

9.pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar;

10.pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan;

11.gugatan; 

12.banding; dan/atau 

13.peninjauan kembali.

PENGHAPUSAN WAJIB PAJAK BADAN
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Wajib Pajak
Instansi

Pemerintah

Å Wajib mendaftarkan diri
pada KPP tempat
kedudukanWPIP

Å dilakukan paling lama
sebelum melakukan
pemotongan dan/atau
pemungutanpajak

Å harus melaporkan subunit
organisasinya ke KPP
tempat WP IP terdaftar
untuk memperoleh NITKU
bagi setiap subunit
organisasinya

Permohonan*

Dokumen:

Å dokumen yang menunjukkanbahwa WP IP merupakansatuan kerja yang bertindak
selakupenggunaAPBNyang memiliki tugas dan wewenanguntuk menyusundaftar
isian pelaksanaananggaranserta wajib menyelenggarakanakuntansidan menyusun
laporan keuangandenganstandar akuntansipemerintahansesuaidenganketentuan
peraturanperundang-undangandi bidangkeuangannegara,untuk InstansiPemerintah
Pusat;

Å dokumenyangmenunjukkanbahwaWPIPmerupakansatuankerja perangkatdaerah
provinsi dan kabupaten/kota yang bertindak selaku penggunaAPBDyang memiliki
tugas dan wewenanguntuk menyusundokumen pelaksanaananggaranserta wajib
menyelenggarakanakuntansi dan menyusun laporan keuangan dengan standar
akuntansipemerintahansesuaidenganketentuan peraturan perundang-undangandi
bidangkeuangannegara,untuk InstansiPemerintahDaerah;

Å dokumenyangmenunjukkanbahwaWPIPmerupakanunit kerjayangmenerapkanpola
pengelolaankeuanganBLU, untuk InstansiPemerintahPusatberbentukBLU;

Å dokumenyangmenunjukkanbahwaWPIPmerupakanunit kerjayangmenerapkanpola
pengelolaankeuanganBLUD, untuk InstansiPemerintahDaerahberbentukBLUD; atau

Å dokumenyangmenunjukkanbahwaWP IP merupakanunit organisasipenyelenggara
pemerintahandesayangbertindakselakupenggunaAnggaranPendapatandanBelanja
Desa, untuk InstansiPemerintahDesa.

Dilakukanoleh:

Å kepala IP Pusat,KPA,kepala
BLU atau pejabat yang
melaksanakan fungsi tata
usaha keuangan pada IP
Pusat-> InstansiPemerintah
Pusat;

Å kepalaIPDaerah,PA, kepala
BLUD atau pejabat yang
melaksanakan fungsi tata
usahakeuanganpadasatuan
kerja perangkat daerah ->
InstansiPemerintahDaerah;

Å Kades atau perangkat desa
yang melaksanakan
pengelolaan keuangan desa
berdasarkan keputusan
kepala desa -> Instansi
PemerintahDesa

KepalaKPP 
menerbitkan

NPWP

1 hari kerjasetelah permohonan
diterima lengkap

*sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, serta dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan

KEWAJIBAN PENDAFTARAN WAJIB PAJAK INSTANSI PEMERINTAH
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Pengusaha yang melakukan
penyerahan dan/atau ekspor
sebagaimana diatur dalam
UUPPN

Pengusaha kecil yang memilih, 
kecualiyang diwajibkan

Pengusaha yang sejaksemula
bermaksuduntuk melakukan
penyerahandan/atauekspor

WAJIBmelaporkanusahanya
untuk dikukuhkansebagaiPKP

KECUALI

Pengusaha kecil, yang
batasannya ditetapkan
Menkeu

DAPATmelaporkanusahanya
untuk dikukuhkansebagaiPKP

Jangkawaktu (batas) 
pelaporanusahasesuai
PMK 164 Tahun2023

Tidakmelaksanakan
kewajiban, dikenakan
sanksisesuaiUU KUP

Tempatpelaporan
usaha

KPP terdaftar

FTZ

tempat tinggal
tempat kedudukan

Wilayah di luar FTZ

Pengusahaharusmenentukansatutempat di luar
KawasanFTZsebagaitempat pelaporanusaha

TATA CARA PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
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WP lapor SPT LB 
(Restitusi)
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PengusahaJasa 
Penyedia

Kantor Virtual

telah dikukuhkan
sebagaiPengusaha
KenaPajak

menyediakan ruangan fisik untuk
tempat melakukan kegiatan usaha bagi
Pengusaha yang akan dikukuhkan
sebagaiPKP

secara nyata melakukan kegiatan
layananpendukungkantor

PengusahaJasa PenyediaKantor Virtual juga harusmemiliki:

dokumen yang menunjukkan adanya kontrak, 
perjanjian, atau dokumen sejenis yang masih 

berlaku antara Pengusaha yang menyediakan jasa 
Kantor Virtual dan Pengusaha

dokumen yang menunjukkan adanya pemberian 
izin, keterangan usaha, atau keterangan kegiatan 
dari pejabat atau instansi yang berwenang, yaitu 
nomor induk berusaha atau dokumen lain yang 

sejenis

Berlakujuga bagiPengusaha Badan berada di FTZdan memilih untuk 
menggunakan tempat kegiatan usaha berupa Kantor Virtual di luar 

kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas 

KETENTUAN VIRTUAL OFFICE SEBAGAI TEMPAT PELAPORAN USAHA
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Portal Wajib Pajak

menyampaikan permohonan pengukuhan PKP

pernyataan tentang kegiatan usaha dan tempat
kegiatan usaha yang sebenarnya (bila
menggunakanKantorVirtual)

langsung

dilakukansesuaiketentuanPasal 4 

Lamanatau
aplikasilain yang 

terintegrasi
denganDJP

Contact Center

pos

DALAM HAL WP TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN

Surat Keterangan
PermohonanPengukuhan

PengusahaKena Pajak
(1 Hari Kerja)

Penelitian
(10 Hari Kerja)

Penelitian

a. kelengkapandata dan/ataudokumenyangterkait denganidentitas,
pendirian,dan/ataukegiatanusaha

b. kesesuaiankegiatan usahadi tempat tinggal, tempat kedudukan,
dan/atau tempat kegiatan usaha Pengusahadengan kelengkapan
datadan/ataudokumen

c. penelitian atas ketentuan penggunaan Kantor Virtual sebagai
tempat pelaporan usaha dan pernyataan Pengusahamengenai
kegiatanusahasertatempatkegiatanusahayangsebenarnya,dalam
halPengusahamenggunakanjasaKantorVirtual

www.pajak.go.id

TATA CARA PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017 



Ç KelebihanPembayaranPajak
Ç ImbalanBunga
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MEKANISME Penelitian terhadap data dan/atau dokumen atas identitas, 
pendirian, dan/atau kegiatan usaha

meneliti data dan/atau dokumen yang
tersediadalamsistemadministrasiDirektorat
JenderalPajak,meliputi

untuk Pengusaha orang pribadi dapat berupa data dan/atau dokumen 
identitas diri Pengusaha untuk Warga Negara Indonesia maupun Warga 

Negara Asing

untuk PengusahaBadandapatberupa:
1. data dan/atau dokumen yang menunjukkan pendirian atau

pembentukanBadandanperubahannya; dan
2. data dan/atau dokumen yang menunjukkan identitas diri seluruh

pengurusataupenanggungjawabPengusaha.

Å menerima permohonan untuk
dikukuhkansebagaiPKP

Å diberikan akses pembuatan
Faktur Pajak sejak tanggal
dimulainya kewajiban sebagai
PKP sebagaimana tercantum
dalamSPPKP

Å menolakpermohonanuntuk
dikukuhkansebagaiPKP

TATA CARA PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
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klarifikasiditerima
atauberdasarkan
data dan informasi
tidak memenuhi

kriteria penonaktifan
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1. Pengusaha Kena Pajak yang terindikasi

menyalahgunakanatau menggunakan tanpa hak

pengukuhanPengusahaKenaPajak; dan/atau

2. PengusahaKenaPajakselainpadaangka1 yangtidak

melaksanakankewajiban sesuai dengan ketentuan

peraturanperundang-undangandi bidangperpajakan

sesuaidengankriteria yang ditetapkan oleh Direktur

JenderalPajak

Pengusaha Kena Pajak dapat 
menyampaikan klarifikasi 

kepada Direktur Jenderal Pajak

Akses pembuatan Faktur
Pajakdiaktifkankembali

tidak menyampaikanklarifikasi
dalam jangka waktu 30 hari
sejak penonaktifan akses
pembuatan Faktur Pajak atau
klarifikasiPengusahaKenaPajak
ditolak

PKP 
DICABUT

dapatdikukuhkankembalisebagaiPKP sepanjangtelah
melakukanklarifikasidan diterima

PENONAKTIFAN AKSES PEMBUATAN FAKTUR PAJAK
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PENGUKUHAN PKP SECARA JABATAN

PENGUKUHAN 
SECARAJABATAN

dalamhalpengusahatidak
melaksanakankewajiban
pelaporanusahauntuk
dikukuhkansebagaiPKP

HASIL 
PEMERIKSAAN

HASIL PENELITIAN 
ADM

diberikanSPPKP dan akses
pembuatanFakturPajak

PENCABUTAN PKP

JabatanPermohonan

Portal Wajib Pajak

langsung

dilakukansesuaiketentuanPasal 4 

Lamanatau
aplikasilain yang 

terintegrasi
denganDJP

Contact Center

pos

DALAM HAL WP TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN

PEMERIKSAAN
maksimal6 bln

terlampaui

dianggapdikabulkan, terbit Surat
PencabutanPKP 1 bln setelah
jangkawaktu terlampaui

HASIL 
PEMERIKSAAN

HASIL 
PENELITIAN 

ADMINISTRASI

TATA CARA PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
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a. PengusahaKenaPajakdenganstatusWajibPajakNonaktif;

b. PengusahaKenaPajaktelah dinonaktifkanaksespembuatanFakturPajakdan tidak

melakukanklarifikasidalamjangkawaktu 30 (tigapuluh)hari sejakpenonaktifanatau

klarifikasinyaditolak;

c. PengusahaKenaPajakmenyalahgunakanatau menggunakantanpa hak pengukuhan

PengusahaKenaPajakyangtelahmendapatkanputusanpengadilanyangberkekuatan

hukumtetap;

d. PengusahaKenaPajakorang pribadi telah meninggaldunia dan tidak meninggalkan

warisan;

e. PengusahaKena Pajakbentuk usaha tetap telah menghentikankegiatan usaha di

Indonesia; dan/atau

f. PengusahaKena Pajak dengan keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Direktur

JenderalPajak.

Surat Pencabutan
PengukuhanPKP

Kemudahan
administratif:

DirjenPajaksecara 
jabatan dapat 

melakukan 
Pencabutan 

Pengukuhan PKP 
terhadap PKP yang 

tidak lagi memenuhi 
persyaratan 

KRITERIA PENCABUTAN PKP SECARA JABATAN MELALUI PENELITIAN ADMINISTRASI
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Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang
diterbitkan NPWPdan/ataudikukuhkansebagai
PKPberdasarkanpermohonanWajib Pajakatau
secarajabatan dimulai sejak saat Wajib Pajak
memenuhi persyaratan subjektif dan objektif
sesuaidenganketentuanperaturanperundang-
undangan perpajakan, paling lama 5 (lima)
tahun sebelumditerbitkannyaNPWPdan/atau
dikukuhkansebagaiPKP.

1
Direktur Jenderal Pajak dapat
menerbitkan SKPdan/atau STPuntuk
Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau
Tahun Pajak sebelum Wajib Pajak
diberikan atau diterbitkan NPWP
dan/ataudikukuhkansebagaiPKP, dalam
hal diperoleh data dan/atau informasi
yang menunjukkan adanya kewajiban
perpajakan yang belum dipenuhi oleh
WajibPajak

2
Direktur Jenderal Pajak dapat
menerbitkan SKP dan/atau STP untuk
Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau
Tahun Pajak sebelum dan/atau setelah
Penghapusan NPWP atau Pencabutan
Pengukuhan PKP, dalam hal setelah
Penghapusan NPWP atau Pencabutan
PengukuhanPKP, diperolehdata dan/atau
informasi yang menunjukkan adanya
kewajiban perpajakan yang belum
dipenuhiolehWajibPajak.

3

LAIN-LAIN

PenerbitanSKPdan/atau STPyang terkait dengankewajibanperpajakanberupa
PPN, Pengusahatidak perlu dikukuhkansebagaiPKP

4

kecuali, dalamhal perhitunganPPNyangtercantumdalamSKPKBatau SKPKBTmenerapkanpedomanpengkreditanPajak
Masukansebagaimanadiatur dalam Pasal9 ayat (9a) Undang-UndangPPN, Pengusahaharus dikukuhkansebagaiPKP
terlebih dahulu

5

TATA CARA PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
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PenghapusanNPWPdan/atau PencabutanPKPdimaksudkanuntuk kepentinganadministrasi
perpajakanserta tidak menghilangkanhakdan kewajibanperpajakanyangharusdilaksanakan
olehWajibPajakdan/atauPKPyangbersangkutan

6

LAIN-LAIN

TATA CARA PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
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a. pendaftaran Wajib Pajak dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, perubahan data, pemindahan Wajib

Pajak,penetapan Wajib PajakNonaktif dan PenghapusanNomor Pokok Wajib Pajak.

b. pelaporan usaha,pengukuhan PengusahaKenaPajak,dan aksespembuatan Faktur Pajak.

c. kegiatan ekstensifikasi untuk pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan PengusahaKena

Pajak.

d. penentuan tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.

e. kriteria PengusahaKenaPajakyang aksespembuatan Faktur Pajaknyadinonaktifkan .

f. Pencabutan Pengukuhan PengusahaKena Pajak secara jabatan terhadap PengusahaKena Pajak yang tidak

lagi memenuhi persyaratansebagai PengusahaKenaPajak.

ditetapkanoleh Direktur JenderalPajak.

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN:

KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN SIAP
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1. Permohonan pendaftaran, perubahan data, pemindahan, penetapan Wajib Pajak nonefektif, dan
penghapusanNPWPyangbelumdiselesaikan, dilaksanakansesuaiketentuanlama(PMK-147/PMK.03/2017)

2. PermohonanpengukuhanPKPdan PencabutanPKPyangbelum disesaikan, dilaksanakansesuaiketentuan
lama(PMK-147/PMK.03/2017)

3. TerhadappenonaktifansementarasertelPKPkarenatidakmenyampaikanSPTMasaPPNberdasarkanPMK-

147/PMK.03/2017diberikanaksespembuatanFakturPajakberdasarkanPeraturanMenteri ini

KETENTUAN PERALIHAN
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peraturanpelaksanaandari PeraturanMenteri KeuanganNomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata
CaraPendaftaranWajib Pajakdan PenghapusanNomor PokokWajib PajaksertaPengukuhandan
PencabutanPengukuhanPengusahaKenaPajak(Berita NegaraRepublikIndonesiaTahun2017
Nomor 1516) dinyatakanmasih tetap berlaku sepanjangtidak bertentangandengan
ketentuandalamPeraturanMenteri ini.

1. PMKNomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata CaraPendaftaranWajib Pajakdan PenghapusanNomor

PokokWajibPajaksertaPengukuhandanPencabutanPengukuhanPengusahaKenaPajak;

2. Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 dan Pasal 23 PMK Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara

Pendaftarandan PenghapusanNomor Pokok Wajib Pajak,Pengukuhandan PencabutanPengukuhan

PengusahaKenaPajak,sertaPemotongandan/atauPemungutan,Penyetoran,dan PelaporanPajakbagi

InstansiPemerintahs.t.d. PMKNomor59/PMK.03/2022 DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

TETAP BERLAKU

KETENTUAN PERALIHAN

PENDAFTARAN WP & PENGHAPUSAN NPWP - PENGUKUHAN & PENCABUTAN PKP
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PENYESUAIANATAS 

KETENTUAN 

PMK 48/PMK.03/2017

Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan 

Pendataan Objek Pajak Pajak Bumi dan 

Bangunan



Pemenuhan PersyaratanSubjektif

Ç tanggal izin usaha perkebunan yang diterbitkan oleh
pemerintah daerahatau LembagaOSS,atau tanggalhak guna
usaha yang diterbitkan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertanahanĄObjekPajakPBBsektorperkebunan;

Ç tanggal penugasanatau tanggal izin usaha yang diterbitkan
oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kehutanan atau Lembaga OSSĄ
ObjekPajaksektorperhutanan;

Ç tanggal efektif berlakunya Kontrak Kerja Sama yang
ditandatanganioleh pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja
Samaatau tanggal Kontrak Kerja Samaditandatangani dalam
hal tidak terdapat tanggalefektif berlakunyakontrakĄ Objek
PajakPBBsektorpertambanganminyakdangasbumi;

Ç tanggal izin, kuasa, atau penugasan, yang diterbitkan oleh kementerian
yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang energi dan
sumber daya mineral atau Lembaga OSS, atau tanggal kontrak
ditandatangani Ą Objek Pajak PBB sektor pertambangan untuk
pengusahaanpanasbumi;

Ç tanggal izin yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral,
pemerintah daerah atau Lembaga OSS, atau tanggal kontrak atau
perjanjian Ą Objek Pajak PBB sektor pertambangan mineral atau
batubara; atau

Ç tanggal izin usaha perikanan yang diterbitkan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan
perikananatau LembagaOSS,atau tanggalizin perairanyangditerbitkan
oleh kementerian yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di
bidangperhubunganĄObjekPajakPBBsektor lainnya.

Saat/TanggalTerpenuhi

SetiapWajib Pajakwajib melakukanpendaftaran pada KPPtempat Wajib Pajakterdaftar paling lama 1 (satu) bulan setelah saat terpenuhinya
persyaratansubjektif dan diberikan SuratKeteranganTerdaftarObjekPajakPBB yangmemuat identitas ObjekPajakberupaNomor ObjekPajak
(NOP).

Saatterpenuhinyapersyaratansubjektif meliputi:

PEMENUHAN PERSYARATAN

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 48/PMK.03/2017 
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Permohonan oleh 
Wajib Pajak

Kelengkapan 
dokumen Objek 

Pajak

Penelitian 
administrasi oleh 

Kepala Kantor 
Pelayanan Pajak

Keputusan
(paling lama 
10 hari kerja 

setelah 
permohonan 

diterima secara 
lengkap)

Menerima permohonan dengan 
menerbitkan Surat Keterangan 

Terdaftar Objek Pajak Pajak Bumi 
dan Bangunan

Menolak permohonan dengan 
menerbitkan surat penolakan 

permohonan pendaftaran Objek 
Pajak

Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak menerbitkan keputusan dalam jangka 
waktu 10 hari kerja, permohonan dianggap dikabulkan dan Kepala Kantor Pelayanan 
Pajak menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak PajakBumi dan Bangunan 
paling lama 1 (satu) hari kerja setelah jangka waktu pemberian keputusan berakhir.

Wajib Pajak tidak 
melaksanakan 

kewajiban 
pendaftaran

Pemeriksaan atau 
penelitian administrasi 

oleh Kepala Kantor 
Pelayanan Pajak

Kepala Kantor Pelayanan Pajak 
menerbitkan Surat Keterangan 

Terdaftar Objek Pajak PajakBumi 
dan Bangunan berdasarkan 
kewenangan secara jabatan.

Secarajabatan

Permohonan

Dikirimkan kepada Wajib Pajak 
paling lama 3 (tiga) hari kerja 

terhitung sejak tanggal penerbitan.

SKEMA PENDAFTARAN
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PerubahanData ObjekPajakPBB

Kepala KPP dapat melakukan perubahan data objek pajak PBB yang
tercantumdalamSKTObjekPajakPBBberdasarkan:

Kepala KPPdapat melakukan pencabutan SKTObjek Pajak PBBterhadap Objek Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan
subjektif sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangandi bidangPBB

PencabutanSKT ObjekPajakPBB

Ç Permohonanperubahandataoleh WP
Ç Kewenangansecarajabatan

Permohonan
WP

Data dan/atau informasi
perpajakanyangdimiliki

atau diperolehDJP

Menerima
terbit surat keputusan pencabutan 

SKT Objek PajakPBB

Dokumen yang sudah 
berakhir dan tidak 

dilakukan perpanjangan 
masa berlakunya.

SecaraJabatan

pemeriksaanatau
penelitianadministrasi

Menolak
Terbit surat penolakan 

pencabutan SKT ObjekPajakPBB.

Keputusan terbit
dalamjangka
waktu6 bulan

Jika dalam jangka waktu 6 bulan Kepala KPP tidak
menerbitkan keputusan, permohonan WP dianggap
dikabulkan dan harus menerbitkan surat keputusan
pencabutanSKTObjek Pajak PBBpaling lama 1 (satu)
bulansetelahjangkawaktu 6 bulan

Menerbitkan/ tidak
menerbitkansurat

keputusan
Pencabutan

pemeriksaanatau
penelitianadministrasi

www.pajak.go.id

PERUBAHAN DATA DAN PENCABUTAN SKT OBJEK PAJAK PBB
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PenerbitanSPPT dan/atau SKP PBB

SPPT dan SKP PBB dapat diterbitkan dalamjangkawaktu 5 tahun oleh Direktorat JenderalPajak

SebelumWP diberikanatau
diterbitkan SKT ObjekPBB

Surat PemberitahuanPajakTerutang
dan/atauSurat KetetapanPajak

PajakBumidan Bangunan

...apabiladiperolehdata dan/atau
informasiyang menunjukkanadanya

kewajibanperpajakanPajakBumi
dan Bangunanyang belumdipenuhi

WajibPajak.

Sebelumdan/atau Setelah 
PencabutanSKT ObjekPBB

Surat PemberitahuanPajakTerutang, 
Surat KetetapanPajakPajakBumidan 

Bangunandan/atauSurat TagihanPajak
PajakBumidan Bangunan

www.pajak.go.id

SPPT & SKP PBB
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Direktorat JenderalPajak 
menyampaikanSurat 
PemberitahuanObjek
Pajak kepadaWajib Pajak

Tanggal1 FebruariTahunPajak PajakBumi dan Bangunanterutang, untuk:
- SEKTOR PERKEBUNAN;
- SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI; dan
- SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PENGUSAHAAN PANAS BUMI.

Tanggal31 Maret TahunPajak PajakBumi dan Bangunanterutang, untuk:
- SEKTOR PERHUTANAN;
- SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL ATAU BATUBARA; dan
- SEKTOR LAINNYA.

TanggalObjekPajak terdaftar sebagaimanatercantumdalamSurat Keterangan
TerdaftarObjekPajak PajakBumi dan Bangunan, dalamhal:
- diterbitkanSKT PBB setelah1 Februariatau31 Maret; dan
- terpenuhikondisisaatterutangpada tanggal1 Januari TahunPajak PajakBumi dan 

Bangunanterutang

SPOP
SPOP

Eletronik

Disampaikan
melalui

Akun Wajib Pajak

Wajib Pajak
menyampaikanSurat 
PemberitahuanObjek
Pajak Elektronik kepada
DirektoratJenderalPajak melalui

Portal Wajib Pajak; atau

lamanatauaplikasilain yang terintegrasi

SPOP wajibdiisidan 
denganjelas, benar, dan 

lengkapserta
ditandatangani

Disampaikanpaling 
lama 30 hari setelah
tanggalditerimanya

Jelas = tidak menimbulkan
salah tafsir.

Benar= sesuaidengan
keadaanyang sebenarnya.

Lengkap= memuatsemua
unsuryang harusdilaporkan
dan dilampiridokumen
pendukungisian.

pada

PELAPORAN OBJEK PAJAK PBB
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Surat pemberitahuan penundaan penyampaian SPOP

DisampaikanWajibPajak
dalamhal jangkawaktu
30 hari penyampaian
tidak dapat terpenuhi.

Harus diterimasebelum
jangkawaktu 30 hari
penyampaianberakhir.

Penundaandilakukan
paling lama 7 hari setelah
jangkawaktu 30 hari
penyampaianberakhir.

1

2

3

SPOP belumdisampaikanoleh WP setelah
jangkawaktu30 hari penyampaian
berakhir, dan tidak disampaikansurat
pemberitahuanpenundaan.

SPOP belum disampaikan oleh WP 

setelah jangka waktu 7 hari penundaan

berakhir.

setelahtanggalditerimanyasurat teguran

Surat teguran
Kepala Kantor 

Pelayanan Pajak 
menerbitkan 

surat teguran dan 
menyampaikan 
kepada Wajib 
Pajak melalui 

Akun Wajib Pajak

Wajib Pajak wajibmenyampaikanSurat 
PemberitahuanObjekPajak dalamjangka
waktupaling lama 7 (tujuh) hari

Tanggalditerimanya
surat teguran

Tanggaldikirimnya
surat teguranke Akun 

Wajib Pajak

Kantor PelayananPajak membuatanalisisrisikountuk usulanPemeriksaan, 
dalamhalWajib Pajak tidak menyampaikanSPOP.

PENUNDAAN PENYAMPAIAN SPOP | SURAT TEGURAN
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PERKEBUNAN

dokumenizinusahaperkebunanyang diterbitkanoleh pemerintahdaerahatau
Lembaga OSSdan/atauhakgunausahayang diterbitkanoleh kementerianyang 

menyelenggarakanurusanpemerintahandi bidangpertanahan; dan

PERHUTANAN

laporanperkembanganusahaperkebunandan peta tahun tanamtahun terakhir
sebelumTahunPajak PajakBumi dan Bangunanterutangdalamformat tertentu.

dokumenizinataupenugasanyang diterbitkanoleh kementerianyang 
menyelenggarakanurusanpemerintahandi bidangkehutananatauLembaga OSS;

rencanakerjausahaTahunPajak PajakBumi dan Bangunanterutang; dan

rencanakerjatahunanbesertapetakerjaTahunPajak PajakBumi dan Bangunan
terutangatautahun terakhirsebelumTahunPajak PajakBumi dan Bangunan
terutangdalamformat tertentu.

tidak harusdilampirkanjika sudahdilampirkanpada saatpendaftaranatau sudahdilaporkanpada saatpelaporanTahunPajak sebelumnya.

tidak harusdilampirkanpada Surat PemberitahuanObjekPajak jika tidak adaperubahan.

DOKUMEN PENDUKUNG ISIAN SPOP
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PERTAMBANGAN 
MINYAK DAN GAS BUMI

dokumenKontrakKerjaSama yang ditandatanganioleh pemerintahdan 
KontraktorKontrakKerjaSama;

PERTAMBANGAN 
UNTUK PENGUSAHAAN 

PANAS BUMI

petawilayah kerjaminyakdan gas bumi dalamformat tertentu;

dokumenizin, kuasa, ataupenugasanyang diterbitkanoleh kementerianyang 
menyelenggarakanurusanpemerintahandi bidangenergidan sumberdaya
mineral atauLembaga OSS, ataudokumenkontrak;

petawilayah kerjapanasbumi dalamformat tertentu; dan

rencanakerjadan anggaranbiayaTahunPajak PajakBumi dan Bangunanterutang.

authorization for expenditure, dan financial quarterly reporttriwulan IV tahun
terakhirsebelumTahunPajak PajakBumi dan Bangunanterutang; dan

dokumenkontrakatauperjanjianjual beli gas untuk pertambangangas bumi
tahun terakhirsebelumTahunPajak PajakBumi dan Bangunanterutang.

tidak harusdilampirkanjika sudahdilampirkanpada saatpendaftaranatau sudahdilaporkanpada saatpelaporanTahunPajak sebelumnya.

tidak harusdilampirkanpada Surat PemberitahuanObjekPajak jika tidak adaperubahan.

DOKUMEN PENDUKUNG ISIAN SPOP
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PERTAMBANGAN 
MINERAL ATAU 

BATUBARA

dokumenizinyang diterbitkanoleh kementerianyang menyelenggarakanurusan
pemerintahandi bidangenergidan sumberdayamineral ataupemerintahdaerah
atauLembaga OSS, dokumenkontrakatauperjanjian; dan

LAINNYA

dokumenizinyang diterbitkanoleh kementerianyang menyelenggarakanurusan
pemerintahandi bidangkelautandan perikananatauLembaga Online Single 
Submission, ataubidangperhubungan; dan

dokumenlain yang menjadidasarpengisianSurat PemberitahuanObjekPajak.

rencanakerjadan anggaranbiayatahun terakhirsebelumTahunPajak PajakBumi 
dan Bangunanterutang.

tidak harusdilampirkanjika sudahdilampirkanpada saatpendaftaranatau sudahdilaporkanpada saatpelaporanTahunPajak sebelumnya.

tidak harusdilampirkanpada Surat PemberitahuanObjekPajak jika tidak adaperubahan.

DOKUMEN PENDUKUNG ISIAN SPOP
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menyatakanakanmenyampaikandokumendimaksudpaling lama 30 (tiga puluh) 
hari sejak:
- berakhirnyajangkawaktu30 hari penyampaian;
- SPOP disampaikanoleh Wajib Pajak melaluipenundaan; atau
- disampaikanoleh Wajib Pajak setelahditerbitkansuratteguran.

Dalam hal terdapat
dokumenyang belum
dapatdilampirkan, SPOP 
dianggaplengkap
sepanjangWajib Pajak 
melampirkanpernyataan
tertulis.

ditandatanganioleh Wajib Pajak;

mencantumkanjenisdokumenyang belumdapatdilampirkan;

menjelaskanalasanbelumdapatdilampirkannyadokumendimaksud; dan

DOKUMEN PENDUKUNG ISIAN SPOP
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KPP melakukan
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a) kelengkapan pengisian Surat
PemberitahuanObjekPajak;

b) Surat Pemberitahuan Objek
Pajakyangditandatanganioleh
Wajib Pajakatau kuasaWajib
Pajak;

c) Dilengkapi dengan dokumen
pendukung isian Surat
Pemberitahuan Objek Pajak
sebagaimanadimaksud dalam
Pasal84; dan

d) Surat Pemberitahuan Objek
Pajak yang disampaikanoleh
Wajib Pajak dalam jangka
waktuyangditentukan

SPOP
Penelitian

Formal
Bukti Penerimaan

Elektronikditerbitkan

terpenuhi

Tidakterpenuhi

Surat PemberitahuanObjekPajak
dianggaptidak disampaikan

SPOP yang telah dilakukan
penelitian formal

Jika terdapat indikasi kewajiban
perpajakan dalam pengisian
Surat Pemberitahuan Objek
Pajak tidak sesuai dengan
ketentuanperaturanperundang-
undangan

Surat Permintaan
Klarifikasi

Wajib
Pajak

Surat tanggapanatassurat
permintaanklarifikasi

PembetulanSurat 
PemberitahuanObjekPajak

Penelitian
material

LaporanPelaksanaan
Klarifikasi

a) WajibPajaktidak membuatsurattanggapanatassuratpermintaanklarifikasi;
b) WajibPajaktidak melakukanpembetulanSuratPemberitahuanObjekPajak;
c) Wajib PajakmelakukanpembetulanSuratPemberitahuanObjek Pajaktetapi tidak sesuaidengansurat

permintaanklarifikasi

bahananalisis
risikousulan
Pemeriksaan

PENELITIAN FORMAL DAN MATERIAL
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Surat PemberitahuanObjekPajakPembetulan
atasSPOP yang sudahdisampaikan

disampaikan paling lama 15 
hari setelah berakhirnya 

jangka waktu 30 hari setelah
diterimanyaSPOP

Surat Permintaan
KlarifikasikepadaWP 

Surat PemberitahuanObjekPajak
pembetulan

disampaikan paling lama 7 
(tujuh) hari sejak tanggal 

diterimanya surat permintaan 
klarifikasi*

* tanggaldikirimnyasurat
permintaanklarifikasike
AkunWajibPajak

Jika setelah
jangka
waktu

berakhir

Surat PemberitahuanObjek Pajak pembetulan yang disampaikanWajib Pajak melewati
jangkawaktu di atas, makaSuratPemberitahuanObjekPajakpembetulandianggaptidak
disampaikan.

PEMBETULAN SPOP
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TIMELINE SPOP
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Pendataan

a. PengumpulanData

Å Pengumpulan data yang dilaporkan dalam Surat
PemberitahuanObjekPajak; dan

Å pengolahan data Objek Pajak yang bersumber dari
Instansi Pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangantentang pemberian dan penghimpunandata
dan informasiyangberkaitandenganperpajakan.

b. Pemetaan

Pengkonversianpeta ObjekPajak:
Å transformasiantar sistemproyeksi; dan/atau
Å digitasipeta analogke peta digital

PendataanKantor

Direktur JenderalPajakberwenangmelakukanPendataanterhadap Objek Pajakyang telah terdaftar yang dilakukan oleh
petugasPendataandenganHasilPendataanyangdilaporkandalambentuk laporanHasilPendataan.

Dilakukandengancaramengolahdata ObjekPajakyang dilaporkanoleh WP melaluiSPOP dan/atau mengolahdata dan 
informasiyang terdapat dalamsistemadministrasiDJP

Ç PendataanKantor; dan/atau
Ç Pendataanlapangan

Ruang LingkupPendataanKantor

PENDATAAN OBJEK PAJAK TERDAFTAR
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PendataanLapangan

1. PengumpulanData
Kegiatanpengumpulandata ObjekPajakyangtidak atau belum
dilaporkandalamSuratPemberitahuanObjekPajak.

2. Pemetaan
Dilakukanmelalui pengukuranObjekPajak, yangmeliputi:
Å pengukuran menggunakan sistem pengukuran berbasis

satelit;
Å pengukuran dengan bantuan data penginderaan jauh;

dan/atau
Å pengukurandenganalat ukur manual

Dilakukandengancara melakukanpeninjauan pada lokasi fisik Objek Pajakdan/atau lokasi lain di luar lokasi fisik Objek
Pajak, atasdata ObjekPajakyangseharusnyadilaporkandalamSuratPemberitahuanObjekPajak

Ruang LingkupPendataanLapangan

Menandatangani surat pernyataan penolakan Pendataan. Petugas Pendataan tetap melakukan
Pendataanberdasarkandata dan/atau
informasi yang dimiliki dan/atau
diperoleh DJPdan dilaporkan dalam
LaporanHasilPendataan

WP lapor SPT LB
(Restitusi)

WP Menolak
Pendataan
Lapangan Menolak tanda tangan 

surat pernyataan 
penolakan Pendataan.

Petugas Pendataan membuat berita 
acara penolakan Pendataan yang 

ditandatangani oleh Petugas Pendataan

LaporanHasilPendataandapat digunakansebagaibahanpenelitianmaterial yangdimaksuddalamPasal86 ayat (1); atau bahananalisisrisikountuk
usulanPemeriksaan

www.pajak.go.id

PENDATAAN OBJEK PAJAK TERDAFTAR

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 48/PMK.03/2017 



BAGIAN PEMBAYARAN
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK, PENGEMBALIAN ATAS

KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG,

IMBALAN BUNGA, SERTAPENGEMBALIAN KELEBIHANPEMBAYARAN PAJAK

www.pajak.go.id

TAX
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PENYESUAIANATAS 

KETENTUAN 

PMK 242/PMK.03/2014

Tata Cara Pembayarandan 

Penyetoran Pajak



JATUH TEMPO PEMBAYARAN

SARANA PEMBAYARAN PAJAK

DEPOSIT PAJAK

PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN 

PEMBAYARAN PAJAK

PEMBAYARAN MATA UANG ASING

PEMINDAHBUKUAN

POKOK-

POKOK 

PERUBAHAN

www.pajak.go.id
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Paling Lama Jenis Setoran

Tanggal 15 bulan 

berikutnya

PPh Pasal 4 ayat (2)

PPh Pasal 15

PPh Pasal 21

PPh Pasal 22

PPh Pasal 23

PPhPasal 25

PPhPasal 26

PPhminyak bumi dan/atau gas bumi dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi 

yang dibayarkan setiap Masa Pajak

PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak 

dari luar Daerah Pabean

PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri

Bea Meterai yang dipungut oleh pemungut Bea Meterai

Pajak Penjualan

Pajak Karbon yang dipungut oleh pemungut Pajak Karbon

Aturan sebelumnya *dibayarkan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya

www.pajak.go.id
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POKOK PERUBAHAN > PASAL 94 (JATUH TEMPO PEMBAYARAN) 



Disetor Paling Lama Jenis Setoran

tanggal 15 (lima belas) bulan 

berikutnya setelah berakhirnya Masa 

Pajak terakhir

PPh Pasal 25 bagi WP dengan kriteria tertentu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) UU KUP
sebelumnya : Pada akhir masa pajak terakhir

sesuai dengan batas waktu untuk 

masing-masing jenis pajak;

Pembayaran masa selain Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib 

Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf 

b

1 (satu) bulan setelah saat terutangnya 

tambahan Pajak Penghasilan

Tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri yang dipungut 

oleh emiten

akhir bulan berikutnya setelah Masa 

Pajak berakhir dan sebelum SPT Masa 

Pajak PPN disampaikan

PPN atau PPN dan PPnBMyang terutang dalam satu Masa Pajak 

PPN atau PPN dan PPnBMyang dipungut oleh Pemungut PPN dan 

Pihak Lain

Disetor Paling Lama Jenis Setoran

sebelum SPT Tahunandisampaikan 

tetapi tidak melebihi batas waktu 

penyampaian SPT Tahunan

Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT 

Tahunanuntuk PPhdan Pajak Karbon
*sebelumnya tidak ada pengaturan PajakKarbon

www.pajak.go.id
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POKOK PERUBAHAN > PASAL 94 & PASAL 95 (JATUH TEMPO PEMBAYARAN & KEKURANGAN PEMBAYARAN) 

PASAL 94

PASAL 95



STP, SKPKB, SKPKBT, SK Keberatan, SK Pembetulan, SK Keputusan Bersama 

Putusan Banding, & Putusan PK
(sebelumnya tidak diatur terkait SK Keputusan Bersama)

Atas SKP yang tidak disetujui wajib dilunasi

1 bulan sejak tanggal diterbitkan

Wajib Pajak tidak 

mengajukan 

keberatan

Wajib Pajak mengajukan 

keberatan dan tidak 

mengajukan 

permohonan banding

Wajib Pajak 

mengajukan 

permohonan 

banding

Wajib Pajakmenyetujui 

seluruh jumlah pajak 

yang masih harus dibayar 

dalam Pembahasan Akhir 

Hasil Pemeriksaan, 

pelunasan atas jumlah 

pajak yang masih harus 

dibayar dilakukan paling 

lama 1 (satu) bulan sejak

tanggal diterbitkan

www.pajak.go.id
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Wajib Pajak badan usaha kecil :

1. Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap ; dan

2. menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan

dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800 .000 .000 ,00

(empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak

Aturan sebelumnya ;

penghasilan dari jasasehubungan dengan pekerjaan bebas masuk dalam kriteria Wajib Pajakbadan usahakecil

Wajib Pajak

usaha kecil dan

di daerah

tertentu

Jangka waktu pelunasan 1 bulan dan

dapat diperpanjang menjadi paling

lama 2 (dua) bulan sejak tanggal

penerbitan

www.pajak.go.id
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BATAS WAKTU PEMBAYARAN STP, KETETAPAN DAN KEPUTUSAN



menggunakan NPWP Wajib Pajak pihak

yang Wajib melakukan pembayaran atau

penyetoran yang telah dipungut atau

dipotong , dengan

a. Surat Setoran Pajak;

b. Meterai, untuk pembayaran Bea

Meterai ; atau

c. sarana administrasi lain yang

disamakan dengan Surat Setoran

Pajak.

*sebelumnya tidak diatur untuk bea

meterai

Meliputi :

a. Pajak Penghasilan

b. Pajak Pertambahan Nilai

c. Pajak Penjualan atas Barang

Mewah,

d. Bea Meterai

e. Pajak Bumi Bangunan

f. Pajak Penjualan , dan

g. Pajak Karbon .

*sebelumnya tidak diatur terkait

Pajak Karbon

sarana administrasi lain ;

a. Bukti Penerimaan Negara

b. Surat Setoran Pabean,

Cukai, dan Pajak

c. Bukti Pemindahbukuan

d. surat perintah pencairan

dana (SP2D); dan

e. bukti penerimaan pajak

lainnya

*sebelumnya tidak diatur terkait

SP2D

Pembayaran d isetorkan ke Kas Negara melalui :

Layanan atau kanal pembayaran yang disediakan Collecting Agent sesuai ketentuan peraturan 

perundang -undangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik

www.pajak.go.id
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POKOK PERUBAHAN > PASAL 101 & PASAL 102



Bukti 
Penerimaa
n Negara

Surat Setoran

Pabean, Cukai,

dan Pajak
Bukti Pbk

surat perintah

pencairan dana

(SP2D);

bukti

penerimaan

pajak lainnya

Sarana administrasi lain

Sah apabiladi validasidengan
NTPN

sah apablia
ditandatangan
oleh pejabat 
berwenang

sah apabliadivalidasi
sistem

perbendaharaandan 
anggarannegara

sah apabliadivalidasi
sistemataupejabat

berwenang

Aturan sebelumnya;

Tidak mengatur terkait SP2D sebagai saranaadministrasi lain

www.pajak.go.id
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SARANA ADMINISTRASI LAIN



tanggal bayar yang tertera 

pada Bukti Penerimaan 

Negara;

tanggal pembubuhan

Meterai sesuai UU Meterai

tanggal bayar yang tertera

pada Bukti Pbk

tanggal terbit SP2D untuk

pembayaran dalam rangka

pelaksanaan APBN

tanggal terbit SKPKPP untuk pelunasan

Utang Pajak melalui perhitungan kelebihan

pembayaran pajak ; atau

Tanggal yang di akui saat pembayaran dan penyetoran pajak

tanggal bayar berdasarkan

validasi pada sarana

administrasi lain

1

2

3

4

5

6

www.pajak.go.id
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Pembayaran dan penyetoran

pajak menggunakan Deposit 

dilakukan melalui

Pemindahbukuan

DEPOSIT PAJAK Pbk

TanggalPengisian
Deposit

BPN

DEPOSIT PAJAK

Pengisian

Pbk

SPN

Sisa kelebihan pajak
atau sisa imblan

bunga

Sistem Penerimaan
Negara secara elektronik

Tanggal bayar
pada BPN

Tanggal Bukti 
Pbk

Tanggal terbit
SKPKPP

www.pajak.go.id
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PASAL BARU > DEPOSIT PAJAK



Surat 
Setoran

Pajak

Single

Multiple

JenisPajak

Masa Pajak, 
Bagian Tahun

Pajak, atauTahun
Pajak

STP, SKPKB, SKPKBT, SKPPBB, 
STPPBB, SPT Terutang, SK 

Pembetulan, SK Keberatan, SK 
PersetujuanBersama, 

PutusanBanding, PutusanPK

Aturan sebelumnya;

Satu SSP hanya untuk satu transaksipembayaran pajak

www.pajak.go.id
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SURAT SETORAN PAJAK



kurs yang digunakan:

kurs Keputusan Menteri Keuangan yang 

berlaku pada tanggal:

a. diterbitkannya ketetapan;

b. diterbitkannya keputusan; atau 

c. diterimanya putusan oleh kantor DJP

yang berwenang melaksanakan putusa

Dalam hal pembayaran ketetapan , 

keputusan , atau tagihan pajak

WP telah mendapat izin

menyelenggarakan pembukuan

dalam Bahasa Inggris dan mata

uang dolar Amerika Serikat

Pihak Lain

- bertempat tinggal atau

bertempat kedudukan di luar

daerah pabean

- memilih untuk melaksanakan

kewajiban pembayaran dan 

pelaporan PPN PMSE dengan

mata uang dolar Amerika 

Serikat

PPh Pasal 25

PPh Pasal 29

STP, SKPKB, SKPKBT, SKPPBB, 
STPPBB, SPT Terutang, SK 
Pembetulan, SK Keberatan, SK 
PersetujuanBersama, Putusan
Banding, PutusanPK

Deposit Pajak

PPN PMSE

Dolar Amerika Serikat

www.pajak.go.id
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WAJIB PAJAK YANG DAPAT MEMBAYAR DAN MENYETOR DENGAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT



1. Deposit Pajak;

2. PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah

dan/atau bangunan yang belum dilakukan penelitian untuk

penerbitan surat keterangan penelitian formal bukti

pemenuhan kewajiban penyetoran PajakPenghasilan

3. penyetoran di muka Bea Meterai yang belum digunakan

untuk menambah saldo deposit pada mesin teraan meterai

digital ; dan

4. jumlah pembayaran yang lebih besar daripada pajak yang

terutang.

1. Bukti Pbk yang terdapat kesalahandalam penerbitan;

2. berdasarkandata dan informasi perlu dilakukan Pemindahbukuan;

3. Deposit Pajakuntuk melunasi utang pajak yang masih tersisa pada

saat dilakukan penghapusan NPWP;

4. Deposit Pajak Wajib Pajak yang dilakukan penghapusan NPWP

karena penggabungan usaha ke Wajib Pajak hasil penggabungan

usaha;

5. pembayaran dan/atau penyetoran pajak yang terdapat perbaikan

data penerimaan dari Direktorat JenderalPerbendaharaan; dan

6. pembayaran dan/atau penyetoran pajak sebagai tindak lanjut atas

pelaksanaanpenyitaan oleh juru sita.

Permohonan 

Wajib Pajak

secara jabatan

Pbk Tax Office

Aturan sebelumnya;  Tidak ada Pbk secarajabatan
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PEMINDAHBUKUAN



pembayaran pajak yang sudah diperhitungkan dengan pajak terutang dalam STP, SKPKB, 

SKPKBT, SKPPBB, STPPBB, SPT PajakTerutang, dan SK Pembetulan, SK Keberatan, SK 

PersetujuanBersama, PutusanBanding, serta PutusanPeninjauanKembali yang 

menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. 

hanya dapat dilakukan antar

pembayaran pajak dalam mata uang

yang sama

pembayaran melalui SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, yang tidak

dapat dikreditkan berdasarkanketentuan Pasal9 ayat (8) UU PPN

pembayaran atas atau untuk penyetoran Bea Meterai untuk dalam rangka:

1. pendistribusian meterai elektronik kepada badan usahayang bekerja samadengan

Perusahaan Umum (Perum) PercetakanUang Republik Indonesia untuk melaksanakan

pendistribusian meterai elektronik ; dan

2. penjualan meterai tempel yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero).

pembayaran pajak yang kode billing -nya diterbitkan oleh sistem billing selain yang 

diadministrasikan DJP

pembayaran pajak yang dianggap sebagai penyampaian SPT Masa

pembayaran pajak sebagai satu kesatuan dengan penyampaian SPT; atau

Pbk

1

2

3

4

5

6
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KRITERIA PEMINDAHBUKUAN YANG TIDAK DAPAT DILAKUKAN
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Wajib Pajak yang 

memiliki izin

pembuatan MTMD

2. Mengajukan permohonan penambahan saldo deposit pada

MTMD dengan ketentuan:

a. mencantumkan nomor seri mesin yang akan dilakukan

penambahan saldo deposit; dan

b. nilai nominal penambahan saldo deposit sebesar

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau kelipatannya .

1. Melakukan penyetoran di muka BeaMeterai

WP akan memperoleh:

1. tambahan saldo deposit

pada MTMD; atau

2. kode yang harus diinput

untuk menambah saldo

deposit pada MTMD.

*) permohonan penambahan saldo deposit pada MTMD yang tidak sesuai dengan ketentuan mengakibatkan sistemmeterai

teraan gagal menghasilkan tambahan saldo deposit atau kode yang harus diinput.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 242/PMK.03/2014 

PERMOHONAN PENAMBAHAN SALDO DEPOSIT PADA MESIN TERAAN METERAI DIGITAL (MTMD)



Aturan sebelumnya

Persayaratan

Pasal 21 : surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajakatau kuasa, mencantumkan jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk 

diangsur/ditunda, masa angsuran, dan besarnya angsuran, atau jangka waktu penundaan.

Pasal 22 : WP memberikan jaminan  berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, 

sertifikat tanah, atau sertifikat deposito.

Wajib Pajak mengalami

kesulitan likuiditas

Permohonan pengangsuran / 

pendundaan pembayaran

KETENTUAN a. Wajib Pajak telah menyampaikan :

1. SPTTahunanPPhuntuk 2 (dua) Tahun Pajakterakhir; dan

2. SPTMasa PajakPPNuntuk 3 (tiga) Masa Pajakterakhir,

b. surat permohonan mencantumkan :

1. alasanpengajuan permohonan karena kesulitan likuiditas; dan

2. jumlah kekurangan pembayaran pajak yang pembayarannya

dimohonkan untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran

atau jumlah kekurangan pembayaran pajak yang pembayarannya

dimohonkan untuk ditunda dan jangka waktu penundaan;

c. surat permohonan dilampiri dokumen berupa:

1. laporan keuangan interim atau laporan keuangan untuk Wajib Pajak

yang menyelenggarakan Pembukuan ; atau

2. catatan tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau Penghasilan

Bruto untuk Wajib Pajakyang melakukan pencatatan,

untuk Tahun Pajakyang diajukan pengangsuran atau penundaan; dan

d. Wajib Pajak memberikan jaminan berupa dokumen aset berwujud ,

dengan kriteria:

1. merupakan milik Wajib Pajak pemohon yang dibuktikan dengan bukti

kepemilikan atas aset berwujud tersebut; dan

2. tidak sedang dijadikan jaminan atas utang.
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KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK YANG TERUTANG BERDASARKAN SPT TAHUNAN PPh



Aturan sebelumnya

Persayaratan

Pasal 21 : surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajakatau kuasa, mencantumkan jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk 

diangsur/ditunda, masa angsuran, dan besarnya angsuran, atau jangka waktu penundaan.

Pasal 22 : WP memberikan jaminan  berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, 

sertifikat tanah, atau sertifikat deposito.

Wajib Pajakmengalami

keadaan di luar 

kekuasaannya (force

majeur)

Permohonan pengangsuran / 

pendundaan pembayaran

KETENTUAN a. Wajib Pajak telah menyampaikan :

1. SPTTahunanPPhuntuk 2 (dua) Tahun Pajakterakhir; dan

2. SPTMasa PajakPPNuntuk 3 (tiga) Masa Pajakterakhir,

b. surat permohonan mencantumkan :

1. alasan pengajuan permohonan karena keadaan di luar kekuasaannya

(force majeur); dan

2. jumlah kekurangan pembayaran pajak yang pembayarannya

dimohonkan untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran

atau jumlah kekurangan pembayaran pajak yang pembayarannya

dimohonkan untuk ditunda dan jangka waktu penundaan;

c. surat permohonan dilampiri dokumen berupa surat keterangan bahwa

Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya(force majeur) dari

pihak yang berwenang;

d. Wajib Pajak memberikan jaminan berupa dokumen aset berwujud ,

dengan kriteria:

1. merupakan milik Wajib Pajak pemohon yang dibuktikan dengan bukti

kepemilikan atas aset berwujud tersebut; dan

2. tidak sedang dijadikan jaminan atas utang.
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KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK YANG TERUTANG BERDASARKAN SPT TAHUNAN PPh



Aturan sebelumnya

Permohonan Wajib Pajak harus diajukan secara tertulis menggunakan surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak atau 

surat permohonan penundaan pembayaran pajak paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran .

Permohonan pengangsuran / 

pendundaan pembayaran

PPh Pasal 29

disampaikan paling lama sebelum batas waktu penyampaian Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan sebelum Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan .

Tata cara penyampaian permohonan pengangsuran dan penundaan

kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan

kewajiban perpajakan sebagaimanadimaksud dalam Pasal4.

BATAS WAKTU
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PENGANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PPh PASAL 29



a. Surat permohonan mencantumkan :

1. alasanpengajuan permohonan karena kesulitan likuiditas; dan

2. jumlah pajak yang masih harus dibayar atau kewajiban

pelunasan yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur,

masa angsuran, dan besarnya angsuran atau jumlah pajak

yang masih harus dibayar atau kewajiban pelunasan yang

pembayarannya dimohonkan untuk ditunda dan jangka waktu

penundaan;

b. Surat permohonan dilampiri dokumen berupa:

1. surat pernyataan Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas;

dan

2. rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir; dan

c. Wajib Pajakmemberikan jaminan aset berwujud :

1. minimal sebesar pajak yang masih harus dibayar atau

kewajiban pelunasan yang diajukan permohonan

pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak yang

dibuktikan dengan dokumen yang menyatakan nilai dari aset

tersebut;

2. merupakan milik Penanggung Pajak pemohon yang

dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas aset berwujud

tersebut; dan

3. tidak sedang dijadikan jaminan atas utang.

Aturan sebelumnya

Persayaratan

Pasal 21 : surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajakatau kuasa, mencantumkan 

jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur/ditunda, masa

angsuran, dan besarnya angsuran, atau jangka waktu penundaan.

Pasal 22 : WP memberikan jaminan  berupa garansi bank, surat/dokumen bukti 

kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, 

atau sertifikat deposito.

Wajib Pajak mengalami

kesulitan likuiditas

Permohonan pengangsuran / 

pendundaan pembayaran

KETENTUAN
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PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR (PASAL 97 AYAT (3)) & KEWAJIBAN PELUNASAN (PASAL 98 AYAT (1))



Aturan sebelumnya

Persayaratan

Pasal 21 : surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajakatau kuasa, 

mencantumkan jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk 

diangsur/ditunda, masa angsuran, dan besarnya angsuran, atau jangka waktu 

penundaan.

Pasal 22 : WP memberikan jaminan  berupa garansi bank, surat/dokumen bukti 

kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat 

tanah, atau sertifikat deposito.

Wajib Pajakmengalami

keadaan di luar 

kekuasaannya (force

majeur)

Permohonan pengangsuran / 

pendundaan pembayaran

KETENTUAN a. Surat permohonan mencantumkan :

1. alasan pengajuan permohonan karena keadaan di luar

kekuasaannya(force majeur);

2. jumlah pajak yang masih harus dibayar atau kewajiban

pelunasan yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur,

masa angsuran, dan besarnya angsuran atau jumlah pajak yang

masih harus dibayar atau kewajiban pelunasan yang

pembayarannya dimohonkan untuk ditunda dan jangka waktu

penundaan;

b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dilampiri dokumen berupa surat keterangan bahwa Wajib Pajak

mengalami keadaan di luar kekuasaannya(force majeur) dari pihak

yang berwenang; dan

c. Wajib Pajakmemberikan jaminan aset berwujud :

1. minimal sebesarpajak yang masih harus dibayar atau kewajiban

pelunasan yang diajukan permohonan pengangsuran atau

penundaan pembayaran pajak yang dibuktikan dengan

dokumen yang menyatakan nilai dari aset tersebut;

2. merupakan milik Penanggung Pajak pemohon yang dibuktikan

dengan bukti kepemilikan atas aset berwujud tersebut; dan

3. tidak sedang dijadikan jaminan atas utang.
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PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR (PASAL 97 AYAT (3)) & KEWAJIBAN PELUNASAN (PASAL 98 AYAT (1))



(4) Dalam hal permohonan diajukan atas pajak yang masih harus dibayar atau kewajiban

pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b terkait dengan Pajak Bumi dan

Bangunan, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

juga harus dilampiri salinan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang

dimohonkan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak .

(5) Dalam hal dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah tersedia

dan tervalidasi dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dokumen dimaksud

tidak harus dilampirkan sebagai lampiran permohonan.

Aturan sebelumnya

Pasal 21: dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran PBB yang masih harus dibayar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5, selain memenuhi persyaratan huruf a dan b, Wajib Pajak harus tidak memiliki tunggakan PBB tahun -tahun sebelumnya 

dan permohonan dimaksud juga harus dilampiri fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak PBB, atau Surat Tagihan 

Pajak PBB yang dimohonkan pengangsuran atau penundaan .
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POKOK PERUBAHAN > PASAL 115 AYAT (4) & (5)



a. Wajib Pajak menyetujui seluruh nilai pajak yang masih harus

dibayar dalam PembahasanAkhir Hasil Pemeriksaan;

b. terdapat nilai yang tidak disetujui dalam PembahasanAkhir Hasil

Pemeriksaan dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan

keberatan sampai dengan jatuh tempo pengajuan keberatan;

atau

c. Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan tetapi tidak

mengajukan banding.

Jaminan aset berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

c dan ayat (3) huruf c diserahkan kepada Direktur Jenderal Pajak

paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan disampaikan.

Aturan sebelumnya

Belum diatur

Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar

Surat Ketetapan

PajakKurang Bayar 

Tambahan

Dalam hal permohonan diajukan atas:
KETENTUAN
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POKOK PERUBAHAN > PASAL 115 AYAT (6) & (7)



(8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama

sebelum permohonan lelang atas barang sitaan untuk pelunasan utang pajak berupa pajak yang masih

harus dibayar atau kewajiban pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b diajukan secara

tertulis oleh pejabat untuk penagihan pajak pusat kepada Instansi Pemerintah yang berwenang

menyelenggarakan lelang.

(9) Dalam hal pejabat untuk penagihan pajak pusat telah mengajukan permohonan lelang atas barang sitaan

dan setelah dilakukan pelaksanaan lelang untuk pelunasan utang pajak berupa pajak yang masih

harus dibayar atau kewajiban pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal113 huruf b masih terdapat

sisautang pajak, Wajib Pajakdapat mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan atas sisautang

pajak tersebut.

(10)Tata cara penyampaian permohonan pengangsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal4.

Aturan sebelumnya

Belum diatur
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POKOK PERUBAHAN > PASAL 115 AYAT (8), (9), & (10)



Direktur JenderalPajakmemberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama :

Aturan sebelumnya

Pasal 23, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterima permohonan

3

setelah bukti penerimaan diterbitkan

untuk permohonan pengangsuran atau

penundaan pembayaran pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal114

ayat (1)

7
hari kerja hari kerja

setelah bukti penerimaan diterbitkan untuk

permohonan pengangsuran atau penundaan

pembayaran pajak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal115 ayat (1).

Keputusan dapat berupa persetujuan atau penolakan permohonan
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JANGKA WAKTU PEMBERIAN KEPUTUSAN PENGANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK



Ç Persetujuan berupa surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak dapat diberikan untuk jangka waktu

paling lama :

Aturan sebelumnya

Pasal25, Pengangsuran/penundaan dapat diberikan untuk:

Paling lama sampai dengan bulan terakhir Tahun Pajak berikutnya dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk permohonan

atas kekurangan pembayaran pajak berdasarkanSPTTahunan.

Paling lama 12 bulan dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk permohonan atas utang pajak berupa pajak yang terutang.

Paling lama 12 bulan dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk permohonan atas utang pajak berupa pajak yang masih harus

dibayar.

Sampai dengan batas waktu penyampaian

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak berikutnya ,

untuk keputusan atas permohonan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal114

24 bulan sejak diterbitkannya surat persetujuan

pengangsuran atau penundaan untuk keputusan atas

permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

115.

atau

Ç Besarnyapembayaran atas angsuran pembayaran pajak dalam surat keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jumlah yang sama besar untuk setiap angsuran per bulan .

Ç Besarnya pelunasan atas penundaan pembayaran pajak dalam surat keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sejumlah pembayaran pajak yang ditunda pelunasannya.

24

bulan
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POKOK PERUBAHAN > PASAL 117 AYAT (4)



(7) Apabila jangka waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Direktur JenderalPajaktidak

memberikan keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, dan keputusan

persetujuan pengangsuran pembayaran pajak atau keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak

harus diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah jangka waktu tersebut berakhir .

(8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wajib Pajak sesuai dengan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Aturan sebelumnya

Pasal 23 (5), Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak 

menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, dan keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran 

pajak atau keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) 

hari kerja tersebut berakhir .

Ketentuan penyampaian kepada WP tidak diatur sebelumnya.
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POKOK PERUBAHAN > PASAL 117 AYAT (7) & (8)



Surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan  pembayaran pajak atas 

permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 menjadi tidak berlaku dan dilakukan 

tindakan penagihan pajak dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi pembayaran pajak 

berdasarkan:

Aturan sebelumnya

Belum diatur

surat keputusan persetujuan 

pengangsuran paling banyak 2 (dua) 

kali

surat keputusan persetujuan 

penundaan sesuai lamanya penundaan.
atau

www.pajak.go.id
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POKOK PERUBAHAN > PASAL 118



(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari saat jatuh tempo Surat Tagihan

Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) sampai dengan tanggal

pelunasan atas pengangsuran atau penundaan.

(4) Pengenaandenda administratif sebagaimanadimaksud pada ayat (2) tidak melampaui jangka waktu paling

lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak jatuh tempo Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat

Ketetapan PajakPajakBumi dan Bangunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal97 ayat (1) dan ayat (2).

(5) Sanksiadministratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan denda administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) yang timbul akibat diterbitkan :

a. surat keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran pajak dihitung berdasarkan saldo pajak yang

masih harus dibayar atau kewajiban pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b yang

diajukan permohonan pengangsuran pada setiap periode pembayaran angsuran; atau

b. surat keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak dihitung berdasarkan jumlah pajak yang

masih harus dibayar atau kewajiban pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b yang

diajukan permohonan penundaan.

Aturan sebelumnya

Belum diatur

www.pajak.go.id
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POKOK PERUBAHAN > PASAL 121 AYAT (3), (4), & (5)



(6) Pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk penghitungan denda

administratif Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan terutang yang masih

harus dibayar dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan

Bangunan.

(7) Sanksiadministratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditagih dengan menerbitkan Surat

Tagihan Pajak.

(8) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak

PajakBumi dan Bangunan.

(9) Sanksiadministratif berupa bunga sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan terhadap angsuran

atau penundaan atas Surat Tagihan Pajak.

(10) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan terhadap angsuran atau

penundaan atas pembayaran Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang hanya memuat denda

administratif.

Aturan sebelumnya

Belum diatur

www.pajak.go.id

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 242/PMK.03/2014 

POKOK PERUBAHAN > PASAL 121 AYAT (6) s.d. (10)
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PENYESUAIANATAS 

KETENTUAN 

PMK 187/PMK.03/2015

Tata Cara Pengembalian Atas 

Kelebihan Pembayaran Pajak 

Yang Seharusnya Tidak Terutang



PMK-187/PMK.03/2015

Pasal 17 ayat (2) Undang -Undang KUP

òBerdasarkanpermohonan Wajib Pajak, Direktur JenderalPajak, setelah meneliti kebenaran pembayaran

pajak, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila terdapat pembayaran pajak yang

seharusnya tidak terutang , yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri

Keuanganó

merupakan Pengganti PMK Nomor 187/PMK.03/2015 dg poin perubahan sbb:
- Penegasanbasis lebih bayar karena kesalahandalam pembuatan bukti potong /pungut .

- Pemohon sebelumnya dapat diajukan oleh pemotong /pemungut atau pihak yang dipotong /dipungut menjadi

default oleh pemotong /pemungut .

- Pengecualianpemohon oleh pihak yang dipotong /dipungut dalam kasustertentu , misal PNABI,penerima fasilitas,

atau pemotong /pemungut terlikuidasi/ tidak dapat ditemukan.

www.pajak.go.id
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OBJEK YANG DAPAT DIAJUKAN

ÁPajakPenghasilan; 

ÁPajakPertambahan Nilai; 

ÁPajakPenjualanatas Barang

Mewah; 

ÁPajakBumi dan Bangunan; 

ÁBea Meterai; 

ÁPajakPenjualan; dan 

ÁPajakKarbon.

Deposit Pajak
yang tidak digunakan untuk 

pelunasan pajak yang terutang

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015 
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RUANG LINGKUP

terdapat pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang 

terutang atau yang seharusnya tidak terutang

RUANG LINGKUP

PENGEMBALIAN

1

terdapat kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang terkait 

dengan pajak dalam rangka impor
2

terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak 

yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya 

dipotong atau dipungut

3

terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang:4

terdapat kelebihan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan 

terkait penerapan P3B bagi Subjek Pajak Luar Negeri
5

bukan merupakan objek pajak

objek pajak dan/atau subjek pajak yang mendapatkan fasilitas perpajakan

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015 
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TATA CARA PENELITIAN ATAS PERMOHONAN

WP mengajukan 

permohonan ke KPP 

tempat WP terdaftar

KPPmelakukan 

penelitian atas 

permohonan

dilampiri dokumen 

yang dipersyaratkan

penelitian dilakukan atas

pemenuhan kriteria

dan menghasilkan laporan 

hasil penelitian

KPP menerbitkan 

SKPLB atau 

pemberitahuan 

penolakan

paling lama

3 bulan setelah 

diterimanya permohonan

*Apabila sampai dengan batas waktu 3 bulan tersebut KPPtidak memberikan SKPLBatau pemberitahuan penolakan, permohonan

Wajib Pajakdianggap dikabulkan dan Direktur JenderalPajakmenerbitkan SKPLB dalam jangka waktu 5 hari kerja sejak 

berakhirnya batas waktu 3 bulan tersebut.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015 



pembayaran pajak yang seharusnya tidak 

dibayar

c

pembayaran pajak atas transaksi yang 

dibatalkan

b

pembayaran PPh yang bersifat final atas 

penghasilan dari usaha yang diterima atau 

diperoleh Wajib Pajak yang memiliki 

peredaran bruto tertentu sesuai PP-55/2022

d

penyetoran di muka Bea Meterai yang belum 

digunakan dan/atau masih tersisa

e

pembayaran pajak yang lebih besar dari pajak 

yang terutang

a

Ámasih terdapat kelebihan pembayaran pajak setelah 

terdapat Kep penghentian penyidikan;

Átidak diakui sebagai pertimbangan untuk dituntut 

tanpa disertai penjatuhan pidana penjara; 

Átidak diakui sebagai pembayaran pidana denda yang 

dibebankan kepada terdakwa; dan/atau

Ámenggunakan NPWP selain NPWP tersangka setelah 

dilakukan penetapan tersangka sepanjang belum 

dilakukan penyerahan tanggung jawab atas tersangka 

dan barang bukti ke penuntut umum.

pembayaran pajak dalam rangka pelunasan

sesuai Pasal 44B UU KUP yang:

f

www.pajak.go.id

RUANG LINGKUP PEMBAYARAN PAJAK YANG BUKAN OBJEK PAJAK TERUTANG/SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015 
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PERMOHONAN PENGEMBALIAN DIAJUKAN OLEH PIHAK PEMBAYAR

meliputi :

WP OP

WP Badan 

termasuk 

Instansi 

Pemerintah

melampirkan:
a. penghitunganpajakyang seharusnyatidak

terutang; dan/atau
b. alasanpermohonanpengembalian

Lampiran tambahanterkait pembayaranpajakdalamrangkapelunasan
Pasal 44B UU KUP: 

a. surat keterangan dari penyidik dan surat pemberitahuan
penghentianpenyidikan;

b. surat keterangan dari penyidik dan putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap untuk permohonan pengembalian
pembayaranpajak; dan/atau

c. surat keterangan dari penyidik yang menyatakanbahwa telah
terjadi kesalahanpembayarandan belum dilakukan penyerahan
tanggung jawab atas tersangkadan barang bukti ke penuntut
umumuntuk permohonanpengembalianpembayaranpajak.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015 



pajak yang seharusnya 

tidak terutang 

telah dibayar ke Kas 

Negara

pajak yang seharusnya 

tidak terutang dan telah 

dibayar tidak dikreditkan 

dalam SPT

www.pajak.go.id

KRITERIA PENELITIAN
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SPKPBM, SPTNP, atau SPP yang telah diterbitkan

keputusan keberatan dan putusan banding

PPhPasal 22 impor, PPN impor, dan/atau PPnimpor yang telah dibayar yang menyebabkan terjadinya 

kelebihan pembayaran pajakyang tercantum dalam

c

Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea 

Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak 

dalam rangka impor (SPKPBM), SPTNP, atau Surat 

Penetapan Pabean (SPP) yang telah diterbitkan 

keputusan keberatan

b

SPKPBM, SPTNP, atau SPP yang telah diterbitkan 

keputusan keberatan, putusan banding, dan putusan 

peninjauan kembali

d

SPKTNP yang telah diterbitkan putusan banding

e

Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) 

atau Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai 

Pabean (SPKTNP)

a

SPKTNP yang telah diterbitkan putusan banding dan 

putusan peninjauan kembali

f

dokumen yang berisi pembatalan impor yang telah

disetujui oleh pejabat yang berwenang

g

www.pajak.go.id

KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK OLEH WP YANG TERKAIT DENGAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015 



meliputi :

WP OP

WP Badan 

termasuk 

Instansi 

Pemerintah

melampirkan:
a. salinan bukti pembayaran pajak berupa SSPCP atau sarana 

administrasi lain yang disamakan dengan SSPCP;

b. salinan SPTNP, SPKTNP, SPKPBM, SPP, atau dokumen yang 

berisi pembatalan impor yang telah disetujui oleh pejabat 

yang berwenang;

c. salinan keputusan keberatan, putusan banding, dan/atau 

putusan peninjauan kembali yang terkait dengan SPTNP, 

SPKTNP, SPKPBM, dan/atau SPP;

d. penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; dan

e. alasan permohonan pengembalian atas kelebihan 

pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang 

Permohonan Pengembalian diajukan oleh Wajib Pajak Bersangkutan

www.pajak.go.id

PERMOHONAN PENGEMBALIAN
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pajak yang seharusnya tidak 

terutang 

telah dibayar ke Kas 

Negara

pajak yang seharusnya tidak 

terutang dan telah dibayar 

tidak dikreditkan dalam SPT

Á PPh Pasal 22 impor: tidak dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh

Á PPN impor: tidak dikreditkan dalam SPT Masa PPN, tidak 

dibebankan sebagai biaya dalam SPT Tahunan PPh, atau tidak 

dikapitalisasi dalam harga perolehan

Á PPn BM impor: tidak dibebankan sebagai biaya dalam SPT 

Tahunan PPh atau tidak dikapitalisasi dalam harga perolehan

www.pajak.go.id
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Ruang lingkup kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang 

dipotong atau dipungut lebih besar daripada yang seharusnya.

pemungutan PPN yang lebih besar daripada 

pajak yang seharusnya dipungut

c

pemotongan atau pemungutan PPh atas 

penghasilan yang diterima oleh bukan subjek 

pajak

b

pemungutan PPnBM yang lebih besar 

daripada pajak yang seharusnya dipungut

d

pemungutan Bea Meterai yang lebih besar 

daripada Bea Meterai yang seharusnya 

dipungut

e

pemotongan atau pemungutan PPh yang 

mengakibatkan PPh yang dipotong atau 

dipungut lebih besar daripada PPh yang 

seharusnya dipotong atau dipungut

a

www.pajak.go.id

KESALAHAN PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN
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Ruang lingkup kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek

pajak atau objek pajak dan/atau subjek pajak yang mendapatkan fasilitas perpajakan

Á diberikan pembebasan atau pengecualian PPnBM atas impor atau penyerahan BKP 

yang tergolong mewah; atau

Á ekspor BKP yang tergolong mewah yang PPnBM atas perolehannya telah dibayar

pemungutan PPnBM yang seharusnya tidak dipungut,

termasuk

c

pemungutan PPN yang seharusnya tidak dipungut

b

pemotongan atau pemungutan PPh yang seharusnya tidak dipotong 

atau tidak dipungut

a

www.pajak.go.id

KESALAHAN PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN
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pihak yg 

dipotong/ 

dipungut

WP

Pemungut /

Pemotong

melampirkan:
a. penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang;
b. alasanpermohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran 

pajak yang seharusnya tidak terutang; 
c. bukti pemotongan atau pemungutan pajak atau dokumen lain 

yang dipersamakan;
d. surat kuasa dari pihak yang dipotong atau dipungut dalam hal 

permohonan diajukan oleh pemotong atau pemungut pajak; dan
e. surat pernyataan SPLN bahwa pajak yang dimintakan 

pengembalian belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang 
di luar negeri dan/atau belum dibebankan sebagai biaya dalam 
penghitungan penghasilan kena pajak di luar negeri, dalam hal 
kesalahan pemotongan pemungutan dilakukan SPLN.

* Dokumen yang disyaratkan tidak harus dilampirkan sebagai lampiran permohonan jika 
telah tersedia dan tervalidasi dalam sistem administrasi DJP.

dalam hal WP Pemungut/Pemotong:
- tidak ditemukan (mis pembubaran)
- tidak dapat membetulkan SPT

diajukan oleh:

www.pajak.go.id

PERMOHONAN PENGEMBALIAN KESALAHAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh
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pihak terpungut Pihak Lain

pihak yang 

menerima 

perolehan

dianggap telah 

diminta 

kembali oleh 

pihak 

terpungut

diajukan oleh:

- belum dikreditkan sbg PM;

- belum dibebankan sbg biaya;

- belum dikapitalisasi dalam 

harga perolehan; dan 

- SPT Masa PPN sudah tidak 

dapat dibetulkan,

dipungut oleh Pihak Lain pemungutan thd PNABI 

serta pejabatnya

yg dibebaskan dr  PPN

- telah dikreditkan sbg PM; atau

- telah diperhitungkan dg PK 

oleh Pemungut yg merupakan 

PKP

www.pajak.go.id

PERMOHONAN PENGEMBALIAN KESALAHAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPN
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pihak yang 

melakukan 

penyerahan

pihak yang 

menerima 

perolehan

pihak yang 

melakukan 

ekspor

diajukan oleh:

www.pajak.go.id

PERMOHONAN PENGEMBALIAN KESALAHAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPnBM
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melampirkan:
a. penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang;
b. alasanpermohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak 

yang seharusnya tidak terutang; 
c. Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang dipersamakan;
d. dokumen ekspor dalam hal ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong 

mewah; dan
e. dokumen lain sesuai ketentuan PPN.

* Dokumenyangdisyaratkantidak harusdilampirkansebagailampiranpermohonanjika telah tersedia
dantervalidasidalamsistemadministrasiDJP.

www.pajak.go.id

PERMOHONAN PENGEMBALIAN KESALAHAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPN & PPnBM

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015 



pajak yang seharusnya tidak 

terutang 

telah dibayar ke Kas Negara

pajak yang dipotong/ 

dipungut telah 

dilaporkan dalam SPT

Masa pemotong/ 

pemungut pajak

pajak yang dipotong/ 

dipungut tidak diajukan 

keberatan oleh WP yang 

dipotong/dipungut

Å dalam hal PPh final,tidak dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh WP yg dipotong/dipungut

Å dalam hal pihak yg dipotong/dipungut SPLN, tidak diperhitungkan dengan pajak SPLN yang terutang di luar negeri 

dan tidak dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak SPLN di luar negeri

dan

www.pajak.go.id

KRITERIA PENELITIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KESALAHAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH
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pajak yang seharusnya tidak 

terutang 

telah dibayar ke Kas Negara

pajak yang dipungut 

telah dilaporkan dalam 

SPTMasa PKP, 

Pemungut PPN, atau 

Pihak Lain

pajak yang dipungut 

tidak diajukan 

keberatan oleh WP yang 

dipungut

Å tidak dikreditkan dalam SPT 

Masa PPN,

Å tidak dibebankan sbg biaya 

dalam SPT Tahunan PPh, dan

Å tidak dikapitalisasi dalam 

harga perolehan

dan

memenuhi ketentuan 

mengenai pembebasan 

PPN tidak dipungut atau 

dibebaskan dari 

pengenaan PPN

www.pajak.go.id
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pajak yang seharusnya 

tidak terutang 

telah dibayar ke Kas 

Negara

pajak yang dipungut 

telah dilaporkan oleh

PKP dalam SPT Masa 

PPN PKP

pajak yang dipungut 

tidak diajukan 

keberatan oleh WP yang 

dipungut

Å tidak dibiayakan dalam SPT 

Tahunan PPh WP yg dipungut, 

dan

Å tidak dikapitalisasi dalam 

harga perolehan

dan

memenuhi ketentuan 

mengenai pembebasan 

atau pengecualian 

PPnBM

www.pajak.go.id
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Persetujuan Bersama

c

keterlambatan pemenuhan persyaratan administratif untuk 

menerapkan P3B setelah terjadi pemotongan atau pemungutan

b

kesalahan penerapan P3B
a

www.pajak.go.id

RUANG LINGKUP KELEBIHAN POT/PUT PPh PENERAPAN P3B BAGI SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI
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SPLN

WP

Pemungut/

Pemotong

melampirkan:
a. penghitunganpajakyang seharusnyatidak terutang;
b. alasanpermohonanpengembalianataskelebihanpembayaranpajak

yang seharusnyatidak terutang; 
c. bukti pemotonganataupemungutanpajakataudokumenlain yang 

dipersamakan;
d. suratkuasadari SPLN yang dipotongataudipungutdalamhal

permohonandiajukanoleh pemotongataupemungutpajak;
e. suratpernyataanSPLN bahwapajakyang dimintakanpengembalian

belumdiperhitungkandenganpajakyang terutangdi luar negeri 
dan/ataubelumdibebankansebagaibiayadalampenghitungan
penghasilankenapajakdi luar negeri;

f. Surat KeteranganDomisiliWPLN;
g. salinanSK PersetujuanBersama, dalamhalkelebihanpemotongan

ataupemungutandisebabkanadanyaPersetujuanBersama; dan
h. dokumenpendukungbagiSPLN yang menerimaataumemperoleh

penghasilanterkait denganP3B.

dalam hal WP Pemungut/Pemotong:
- tidak ditemukan (pembubaran)
- tidak dapat membetulkan SPT

www.pajak.go.id

PENGAJUAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN
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pajak yang seharusnya tidak 

terutang 

telah dibayar ke Kas Negara

pajak yang dipotong atau 

dipungut telah 

dilaporkan dalam SPT

Masa pemotong atau 

pemungut pajak

tidak ditemukan adanya

penyalahgunaan P3B

oleh SPLN

Å tidak diperhitungkan 

dengan pajak SPLN yang 

terutang di luar negeri

Å tidak dibebankan sebagai 

biaya dalam penghitungan 

penghasilan kena pajak SPLN 

di luar negeri

dan

www.pajak.go.id

KRITERIA PENELITIAN KELEBIHAN POT/PUT PPh TERKAIT PENERAPAN P3B BAGI SPLN
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PENYESUAIANATAS 

KETENTUAN 

PMK 18/PMK.03/2021

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di 

Bidang PPh, PPN & PPnBM, serta KUP
- bagian IMBALAN BUNGA



RUANG LINGKUP PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
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PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 18/PMK.03/2021 (TERKAIT IMBALAN BUNGA)

Keterlambatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal11 ayat (3) UU KUP

RUANG LINGKUP 

PEMBERIAN 

IMBALAN BUNGA

1

Keterlambatan penerbitan SKPLB

Pasal17B ayat (3) UU KUP2

Keterlambatan penerbitan SKPLB ðterkait proses pidana

Pasal17B ayat (4) UU KUP
3

Kelebihan Pembayaran Pajak karena : Permohonan Keberatan , Banding , PK 

Dikabulkan Sebagian/ Seluruhnya

Pasal27B ayat (1) UU KUP

4

Kelebihan Pembayaran Pajak karena : SK Pembetulan , SK 

Pengurangan / Pembatalan SKP atau SK Pengurangan / Pembatalan STP, yang 

Mengabulkan Sebagian/ Seluruhnya Permohonan WP 

Pasal27B ayat (3) UU KUP

5



MEKANISME PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
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Permohonan Imbalan 

Bunga WP

penelitian

memenuhi 

ketentuan

tidak memenuhi 

ketentuan

SKPIB

Pemberitahuan SKPIB 

tidak diterbitkan

SKPKPP SPMIB

SP2D

Pengaturan sebelumnya Ą tindak lanjut dari SKPIB adalah SKPPIB
dalam jangka waktu 1 bulan

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 18/PMK.03/2021 (TERKAIT IMBALAN BUNGA)



www.pajak.go.id

PENYESUAIANATAS 

KETENTUAN 

PMK 244/PMK.03/2014

Tata Cara Penghitungan dan 

Pengembalian Kelebihan 

Pembayaran Pajak



www.pajak.go.id

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 244/PMK.03/2014 

Kelebihan Pembayaran Pajak

HASILPENELITIAN/PEMERIKSAAN

Ç Pasal17 ayat (1) KUP
PemeriksaandenganhasilPajakterutang>kredit pajak

Ç Pasal17 ayat (2) KUP
PenelitianatasPajakyangseharusnyatidak terutang
(PMKNomor187/PMK.03/2015)

Ç Pasal17BUUKUP

Ç Pasal17Cdan Pasal17D KUP,Pasal9 ayat (4c)
PPN
PengembalianPendahuluanKelebihanPembayaranPajak

Ç PPN(VAT)Refund
AtasPPNdibayarSPLNyangakanmeninggalkanRI(Pasal17EKUPdan
Pasal16EPPN)ĄPMKNomor120/PMK. 03/2019

KEPUTUSANATASUPAYAHUKUM

Ç SKKeberatan
(PPh, PPN,PPnBM, PBB)

Ç SKPasal36 (1) a, b, c,d KUP
(PPh, PPN,PPnBM, PBB)

Ç SKPasal19dan20PBB

Ç SKPembetulanPasal16KUP
(PPh, PPN,PPnBM, PBB)

Ç Put. Banding dan Put. Peninjauan
Kembali
(PPh, PPN,PPnBM, PBB)

Ç SKPersetujuanBersama
(Pasal27CUUKUP)

ImbalanBunga

Ç SKPIB(SuratKeputusanPemberianImbalanBunga)

Ç SKPembetulanSKPIB

RUANG LINGKUP



PERBANDINGAN PASAL 17B, PASAL 17 (1), PASAL 17 (2) KUP

www.pajak.go.id

WP lapor SPT
Á Status KB
Á Status Nihil
Á Status LB (tidak restitusi
Á Status RTLB

WP lapor SPT LB 
(Restitusi)

SKPLBPasal17BKUP SKPLBPasal17(2) KUPSKPLBPasal17(1) KUP

WP lapor SPT LB 
(Restitusi)

SKPLB

Wajib dilakukan pemeriksaan

Dasar pengembalian

WP lapor SPT
Á Status KB
Á Status Nihil
Á Status LB (tanpa 

permohonan restitusi)

SKPLB

dilakukan pemeriksaan

WP mengajukan permohonan 
restitusi atas SKPLB 

WP lapor SPT LB 
(Restitusi)

Permohonan pengembalian 
pajak yang seharusnya tidak 

terutang

SKPLB

dilakukan penelitian

Dasar pengembalian

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 244/PMK.03/2014 



ALUR PENGEMBALIAN
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SKPLB

SKPPKP

SK atau Putusan

SKPKPP SPMKP/SPMIB SP2D

SKPKPPditerbitkan paling lama 1 bulan, terhitung sejak

Diterbitkan Diterima

Permohonanpengembalian 
kelebihan pajak terkait 
SKPLB Pasal 17 (1) KUP

Á SKPLB Pasal 17(2) KUP
Á SKPLB Pasal 17B KUP
Á SKPPKP Pasal 17C KUP,

Pasal 17D KUP, & Pasal
9(4c) PPN

Á SK Keberatan
Á SK Pembetulan

Putusan Banding dan 
Putusan Peninjauan 

Kembali oleh KPP yang
melaksanakan Putusan

Diterima permohonan

JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN

Á SK Pasal 36 (1) a, b, c, d
Á SK Persetujuan Bersama
Á SK Pasal 19 dan Pasal 20 

PBB
Á SKPIB

SPMKPditerbitkanpaling lama 1 bulan, terhitungsejak

Á Diterbitkan SKPKPP dengan nomor rekening
Á WP menyampaikan nomor rekening untuk SKPKPP tanpa 

nomor rekening

DianggapsahĄmendapatkannomor SP2D

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 244/PMK.03/2014 



MEKANISME PENGEMBALIAN
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berdasarkan persetujuan Wajib Pajak,
dapat digunakan untuk:

a. membayar Utang Pajak a.n. WP lain; dan/atau

b. mengisi Deposit Pajak atas nama WP

Diperhitungkan terlebih dahulu dengan UTANG PAJAK 
(Pasal 54 ayat (1) PMK PSIAP)

Ç KelebihanPembayaranPajak
Ç ImbalanBunga

Ç KelebihanPembayaranPajak
Ç ImbalanBunga

Diperhitungkan terlebih dahulu dengan UTANG PAJAK 
(Pasal 54 ayat (1) PMK PSIAP)

berdasarkan persetujuan Wajib Pajak,
dapat digunakan untuk:

a. membayar Utang Pajak a.n. WP lain; dan/atau

b. mengisi Deposit Pajak atas nama WP

apabila masih ada sisa

DJPmengirimkan permintaan konfirmasi
kompensasi 

Persetujuan WP disampaikanpaling lama:

a. 7 hari sejak permintaan konfirmasi 
disampaikan; atau

b. 1 hari sebelum JT penerbitan SKPKPP,

tergantung peristiwa yang terjadi terlebih 
dahulu.

Dalam hal WP tidak menyampaikan,
sisa kelebihan pembayaran pajak
dikembalikankepadaWP.

Persetujuan Wajib Pajak

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 244/PMK.03/2014 



UTANG PAJAK

www.pajak.go.id

1. STP, kecualiSTPyangterkait denganjumlahpajakdalamSKP

yang tidak disetujui dalam PAHPdan diajukan keberatan

dan/ataubandings.d. diterbitkan SKKeberatandan/atauPut

Banding;

2. SKPKBatau SKPKBT, atasjumlahyangdisetujui

3. SKPKBatau SKPKBT, atasjumlahyangtidakdisetujuiyang:

Á tidakdiajukankeberatan;

Á diajukankeberatandenganhasilmengabulkansebagian,

menolak, atau menambahjumlah pajak terutang dan

tidakdiajukanbanding; atau

Á diajukan keberatan dan diajukan banding tetapi Put

Banding mengabulkan sebagian, menolak, atau

menambahjumlahpajakterutang;

4. SPPT

5. STPPBB

6. SKPPBB

7. SK Keberatan yang menyebabkanjumlah pajak

yang masih harus dibayar bertambah tetapi tidak

diajukanbanding;

8. SKPembetulan yang menyebabkanjumlah pajak

yangmasihharusdibayarbertambah;

9. SK Persetujuan Bersama yang menyebabkan

jumlah pajak yangmasih harus dibayar bertambah;

dan/atau

10.Put Bandingatau Put PeninjauanKembaliyang

menyebabkanjumlahpajakyangmasihharusdibayar

bertambah.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 244/PMK.03/2014 



NOMOR REKENING PENGEMBALIAN
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Pengembaliankelebihanpajakdilakukanmenggunakannomor rekeningdalam negeri a.n. WP yangtersedia
padaprofil WajibPajakdalambasisdataperpajakan

PENGECUALIAN:

JENIS PENGEMBALIAN REKENING YANG DIGUNAKAN

PPN VAT Refund rekening luar negeri a.n. Turis Asing

pengembalian kepada PNABI atau pejabatnya rekening luar negeri a.n. PNABIatau pejabatnya

pengembalian kepada SPLN yang pemotong/pemungut tidak 
dapat ditemukan atau diajukan sendiri oleh SPLN

rekening luar negeri a.n. SPLN yang berkenaan/rekening dalam negeri OP atau 
Badan yang ditunjuk

pengembalian kepada WP penggabungan usaha atau 
peleburan usaha

rekening dalam negeri a.n. entitas yang menerima penggabungan usaha atau 
entitas baru hasil peleburan usaha

pengembalian kepada penanggung pajak atas pembayaran 
yang tidak seharusnya dibayar rekening dalam negeri a.n. penanggung pajak

pengembalian kepada WP yang dinyatakan pailit rekening dalam negeri a.n. kurator

pengembalian kepada WP yang dalam pembubaran rekening dalam negeri a.n. orang atau Badan yang ditugasi untuk melakukan 
pemberesan

pengembalian kepada WP yang dilikuidasi rekening dalam negeri a.n. likuidator

pengembalian kepada WP WBT rekening dalam negeri a.n. salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya, atau 
yang mengurusi harta peninggalannya

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 244/PMK.03/2014 



BAGIAN PELAPORAN
TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENGOLAHAN SURATPEMBERITAHUAN

www.pajak.go.id

TAX
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PENYESUAIANATAS 

KETENTUAN 

PMK 243/PMK.03/2014

Surat Pemberitahuan 

(SPT) 



KEWAJIBAN MENGISI SPT

WAJIB 

PAJAK

Mengisi

Menandatangani

Menyampaikan

Å Benar

Å Lengkap

Å Jelas

Å WP

Å Wakil WP

Å Kuasa WP

Å Tempat Terdaftar

Å Tempat Dikukuhkan

Å Tempat Lain yang 

ditetapkan Dirjen Pajak

Å bahasaIndonesia

Å huruf Latin

Å angka Arab

Å Rupiah*

www.pajak.go.id
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MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

WP Badan yang diizinkan untuk menyelenggarakan

Pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan

satuan mata uang dolar Amerika Serikat , wajib

menyampaikan SPTPPhWP Badan beserta lampirannya dalam

bahasa Indonesia kecuali lampiran berupa laporan keuangan ,

dan menggunakan satuan mata uang dolar Amerika Serikat

WP yang ditunjuk sebagai Pihak Lain yang bertempat tinggal

atau bertempat kedudukan di luar Daerah Pabean dan

memilih melaksanakan kewajiban pembayaran dan

pelaporan atas PPN PMSEmenggunakan mata uang dolar

Amerika Serikat , wajib mengisi SPTMasa PPNmenggunakan

satuan mata uang dolar Amerika Serikat

www.pajak.go.id
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JENIS SPT

SPT

Tahunan

Masa*

Å PPhPasal 21 dan/atau Pasal 26

Å PPhUnifikasi (15, 22, 23/26, dan 4(2))

Å PPhFinal Pengungkapan Harta Bersih (PAS Final)

Å PPhFinal dalam rangka Program Pengungkapan

Sukarela(PPS)

Å Laporan PenerimaanNegara dari Kegiatan Usaha 

Hulu Migas

------------------------------------------------------------

Å PPN bagi PKP

Å PPN bagi PKP yang Menggunakan Pedoman

Pengkreditan PM

Å PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang bukan

PKP

Å PPN bagi Pemungut PPN PMSE

------------------------------------------------------------

Å Bea Meterai

Å PajakKarbon

Å PPhuntuk Tahun Pajak**

Å PPhuntuk Bagian Tahun Pajak**

Å PajakKarbon*

Surat Pemberitahuan

Objek Pajak (SPOP)*

www.pajak.go.id
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SPT TAHUNAN PPh**

Kriteria Wajib Pajak yang Wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh

dalam bentuk Dokumen Elektronik :

VWajib PajakBadan

V SPTTahunan PPhLebih Bayar
V Telah menyampaikan SPTMasa dalam bentuk Dokumen Elektronik
V Pernahmenyampaikan SPTTahunan dalam bentuk Dokumen Elektronik

V Terdaftar di KPPselain KPPPratama

V Menggunakan jasakonsultan Pajakdalam pengisian SPT

V Laporan keuangannya diaudir oleh akuntan public.

Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Wajib Pajak tertentu untuk menyampaikan SPT dalam bentuk

Dokumen Elektronik atau dalam bentuk formulir kertas (hardcopy )

www.pajak.go.id
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BENTUK SPT

Dokumen Elektronik

Formulir Kertas

(Hardcopy )

Kantor Pelayanan Pajak

atau tempat lain yang 

ditetapkan Dirjen Pajak

Portal Wajib Pajak

atau laman/aplikasi lain 

yang terintegrasi

diaksesatau diunduh

diambil secaralangsung

www.pajak.go.id
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BAGIAN TAHUN PAJAK

SPT Tahunan 2026 SPT  Bagian Tahun Pajak 2027 SPT Tahunan 2027

1 November

2025

31 Oktober

2026

1 April

2027

31 Maret

2028

Bagian Tahun Pajak (5 Bulan)

Tahun Buku Lama Tahun Buku Baru

a. menggunakan tahun kalender, dalam hal Bagian Tahun Pajakmeliputi 1 (satu) tahun kalender;

b. menggunakan tahun kalender yang di dalamnya memuat jumlah bulan yang lebih banyak, dalam hal Bagian Tahun Pajak

meliputi 2 (dua) tahun kalender yang berbeda; atau

c. menggunakan tahun kalender pertama, dalam hal Bagian Tahun Pajak meliputi 2 (dua) tahun kalender dengan jumlah bulan

yang samapada masing-masing tahun kalender.

Penyebutan Bagian Tahun Pajak:

1 November

2026
31 Maret

2027

www.pajak.go.id
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KELENGKAPAN SPT

SPT terdiri dari SPT induk dan lampiran

yang merupakan satu kesatuan yang 

tidak terpisahkan

SPT harus dilampiri dengan keterangan dan/ atau

dokumen sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan

www.pajak.go.id
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KELENGKAPAN SPT

SPT TahunanPPhbagi WP yang menyelenggarakan Pembukuan harus dilampiri dengan

laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi, serta keterangan lain yang diperlukan

dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik , harus

melampirkan yang telah diaudit

dalam hal SPT TahunanPPhdisampaikan secara elektronik , laporan keuangan disampaikan

dalam bentuk elektronik sesuaidengan format dan saranayang ditetapkan atau disediakan

dalam hal WP merupakan perusahaan induk , selain menyampaikan laporan

keuangan WP juga harus melampirkan laporan keuangan konsolidasi

www.pajak.go.id
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PENANDATANGANAN SPT

Pihak yang Menandatangani SPT

* Dalam hal Wajib Pajakmenunjuk seorang kuasa, surat kuasakhusus harus dilampirkan pada SPT.

dengan cara:

Å Wajib Pajak

Å Kuasa Wajib Pajak*

Å Tanda tangan biasa

Å Tanda Tangan Elektronik

(SPT disampaikan secaraelektronik)

www.pajak.go.id
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CARA PENYAMPAIAN SPT

Cara 

Penyampaian

Elektronik

Kirim

Langsung

melalui Portal Wajib Pajak atau aplikasi lain yang 

terintegrasi dengan sistem administrasi DJP

WP yang wajib SPT Elektronik sebagaimana dimaksuddalam Pasal 

163 wajib menyampaikan SPT secara elektronik.

---- Dalam hal WP yang wajib SPT Elektronik menyampaikan dengan

cara lain, maka tidak diberikan bukti penerimaan dan dianggap

tidak menyampaikan SPT 

Å KPP

Å KP2KP

Å Tempat lain yang ditetapkan Dirjen Pajak

melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa 

kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat 

WP terdaftar dan tempat lain yang ditetapkan oleh 

Dirjen Pajak

www.pajak.go.id
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BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT

JT

Å3 bulan setelah akhir Tahun Pajak

Å3 bulan setelah akhir Bagian Tahun Pajak
PPh Orang Pribadi

SPT Masa PPN***

SPT 

TAHUNAN

4 bulan setelah akhir tahun kalender

PPh Badan

Pajak Karbon

Å4 bulan setelah akhir Tahun Pajak

Å4 bulan setelah akhir Bagian Tahun Pajak

SPOP
30 hari setelah tanggal 

diterimanya SPOP

Tanggal diterimanya SPOP oleh WP:

a. 1 Februari Tahun PajakPBB terutang untuk Perkebunan, Migas, dan Panas

Bumi.

b. 31 Maret Tahun Pajak PBB terutang untuk Perhutanan, Minerba, dan Sektor 

lainnya.

c. Tanggal objek PBB terdaftar sebagaimana tercantum dalam SKT PBB, dalam 

hal objek PBB terdaftar setelah kondisi huruf a atau b.

www.pajak.go.id
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BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT

SPT  Bagian Tahun Pajak 2025

Januari
2025

Juni
2025

September
2025

Oktober
2025

3 Bulan(OP)

4 Bulan(Badan)

a. palinglama3 (tiga)bulansetelahakhirBagianTahunPajak,bagiWajibPajakorangpribadi.

b. palinglama4 (empat)bulansetelahakhirBagianTahunPajak,bagiWajibPajakbadan.

BATAS AKHIR PELAPORAN SPT BAGIAN TAHUN PAJAK

www.pajak.go.id
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JT

PPh Pasal 21/26*

20 hari setelah Masa Pajakberakhir

Laporan Penerimaan Negara

SPT MASA

PPh Unifikasi
Pasal 15, 22***, 23/26, 4(2)****

PPh Pasal 25** 20 hari setelah Masa Pajakberakhir

20 hari setelah Masa Pajakberakhir

Pajak Karbon 20 hari setelah Masa Pajakberakhir

20 hari setelah Masa Pajakberakhir

Bea Meterai

PPN***** akhir bulan berikutnya

15 hari setelah Masa Pajakberakhir

www.pajak.go.id

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT
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* PPh Pasal 21/ 26 wajib dilaporkan:

- sepanjang terdapat pembayaran penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa,atau kegiatan orang pribadi untuk Masa Pajak

selain Masa PajakTerakhir; dan

- Masa Pajak Terakhir (yaitu masa Desember, Masa Pajak tertentu yang terdapat pegawai tetap berhenti bekerja, atau Masa Pajak

tertentu yang terdapat pensiunan berhenti menerima uang terkait pensiun).

** PPh Pasal 25:

- yang telah dibayarkan dan telah mendapatkan validasi, dianggap telah lapor dengan tanggal sesuaidengan tanggal pembayaran.

- Kewajiban pelaporan PPhPasal25 tidak berlaku bagi WP dengan angsuran PPhPasal25 nihil.

*** PPh Pasal 22:

kewajiban untuk melaporkan PPh Pasal22 yang dipungut tidak berlaku untuk pemungutan PPh Pasal22 atas impor barang atau

ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, oleh Bank Devisadan Ditjen Beadan Cukai.

**** PPh Pasal 4 ayat (2):

- Yang telah mendapat validasi pembayaran pajak atas:

a. penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau

bangunan beserta perubahannya; dan

b. penghasilan dari pengalihan RealEstatdalam skema Kontrak InvestasiKolektif tertentu ,

dianggap telah memenuhi kewajiban pelaporan sesuaidengan tanggal pembayaran.

- yang telah melakukan penyetoran sendiri PPhPasal4 ayat (2) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang

memiliki peredaran bruto tertentu dan telah mendapatkan validasi pembayaran pajak, dianggap telah memenuhi kewajiban

pelaporan sesuaidengan tanggal pembayaran.

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT
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PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

akhir bulan berikutnyaSPT Masa PPN*** **

PengusahaKena Pajak SPT Masa PPN bagi PKP

SPT Masa PPN bagi PKP yang menggunakan pedoman

penghitungan pengkreditan PM

Pemungut PPN dan Pihak

Lain DN

(non PKP)

SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang 

bukan PKP

Pihak Lain LN SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN PMSE

Pemungut PPN dan Pihak

Lain DN

(sebagai PKP)

www.pajak.go.id
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PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

akhir bulan berikutnyaSPT Masa PPN*** **

Kegiatan

Membangun

Sendiri (KMS)

OP dan Badan

non PKP

Pemanfaatan

BKP Tidak

Berwujud dan 

JKP dari luar

daerah pabean

- Wajib lapor akhir bulan berikutnya

setelah Masa PajakBerakhir

- PembayaranPPN terutang yang telah

mendapat validasi dianggap telah lapor

sesuaitanggal pembayaran

www.pajak.go.id
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BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT

BATAS WAKTU BERTEPATAN 

DENGAN HARI LIBUR

(khusus SPT Masa)

Hari libur: hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, 
hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan 

Pemilihan Umum, dan cuti bersama secara nasional.

Pelaporan dapat dilakukan paling lambat pada hari 
kerja berikutnya 

(tidak berlaku untuk SPT Tahunan)

www.pajak.go.id
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PERPANJANGAN PENYAMPAIAN SPT

Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT

Tahunan Pajak Penghasilan

V Untuk paling lama 2 bulan sejakbatas waktu penyampaian SPTTahunan

V Dengan menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan Pajak Penghasilan

dalam bentuk Dokumen Elektronik atau dalam bentuk fomulir kertas (hardcopy )

V Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan Pajak Penghasilan harus disampaikan sebelum batas

waktu penyampaian SPTTahunanPajakPenghasilanberakhir

Dilampiri:

- Penghitungan sementarapajak terutang;

- Penghitungan sementaraPPhPasal26 untuk Wajib PajakBentuk UsahaTetap (BUT);

- Laporan Keuangansementara;

- SSPatau Bukti PenerimaanNegara (dalam hal terdapat kekurangan pembayaran pajak);

- Surat pernyataan dari akuntan publik yang menyatakan audit laporan keuangan belum selesai,

dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik .

www.pajak.go.id
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PERPANJANGAN PENYAMPAIAN SPT

Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT

Tahunan Pajak Karbon

V Untuk paling lama 2 bulan sejakbatas waktu penyampaian SPTTahunan

V Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan Pajak Karbon harus disampaikan sebelum batas waktu

penyampaian SPTTahunanPajakKarbon berakhir

Dilampiri:

- Penghitungan sementarapajak terutang

- Laporan emisi karbon sementara

- SSPatau Bukti PenerimaanNegara (dalam hal terdapat kekurangan pembayaran pajak)

- Surat pernyataan dari verifikator independen yang menyatakan proses verifikasi laporan emisi

karbon belum selesai

V Dengan menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan Pajak Karbon dalam

bentuk Dokumen Elektronik

www.pajak.go.id

PENYESUAIANKETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014



SANKSI ADMINISTRASI TELAT/TIDAK LAPOR 

SPT

Sanksi Administratif berupa Denda sesuai Pasal 7 

ayat (1) UU KUP

Rp500.000,- Rp100.000,- Rp100.000,- Rp1.000.000,-

dikecualikan dari pengenaan sanksi administratif

SPT Masa PPh Final 

pengungkapan harta bersih

SPT Masa PPh Final dalam rangka

program pengungkapan sukarela

Surat Pemberitahuan Objek Pajak

(SPOP)

SPT Masa PPN
SPT Tahunan

WP OP

SPT Tahunan

WP Badan
SPT Masa lainnya

www.pajak.go.id
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SANKSI ADMINISTRASI TELAT/TIDAK LAPOR 

SPT

Pengenaan sanksi administratif berupa denda tidak dilakukan terhadap :

V Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan

yang belum terbagi;

V Wajib Pajakorang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usahaatau pekerjaan bebas;

V Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai Warga Negara Asing yang tidak tinggal lagi di

Indonesia dan/atau tidak berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan;

V bentuk usahatetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;

V Wajib Pajak Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

V Instansi Pemerintah yang tidak melakukan pembayaran lagi;

V Wajib Pajakyang terkena bencana,yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri ; atau;

V Wajib Pajaklain.

www.pajak.go.id
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SANKSI ADMINISTRASI TELAT/TIDAK LAPOR 

SPT

Wajib Pajak lain adalah Wajib Pajak yang tidak dapat menyampaikan SPTkarena:

V kerusuhan massal;

V kebakaran;

V ledakan bom atau aksi terorisme;

V perang antarsuku;

V kegagalan sistem administrasi penerimaan negara atau perpajakan;

V keadaan lain berdasarkanpertimbangan Direktur JenderalPajak.

Yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan adalah Wajib Pajak Pajak Penghasilan

tertentu yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Direktur JenderalPajak

www.pajak.go.id
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PEMBETULAN SPT

WP dapat membetulkan SPT 

dengan menyampaikan

pernyataan tertulis

Syarat, belum dilakukan:

o Pemeriksaan; atau

o Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, 

pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak

rugi atau lebih bayar YATIDAK

sampai 

daluwarsa

paling lama 2 (dua) tahun 

sebelum daluwarsa

Beri tanda di SPT

ṉ

www.pajak.go.id
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SANKSI KARENA PEMBETULAN SPT

WP membetulkan SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar

dikenai sanksi administrasi berupa bunga Pasal 8 UU KUP

SANKSI = Pajak Kurang Bayar Tarif bunga per bulan * Jumlah bulanx x

* tarif bungaper bulan= sukubungaacuan+ 5%

12

www.pajak.go.id
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PEMBETULAN SPTKARENA MENERIMA 

KETETAPAN, KEPUTUSAN, ATAU PUTUSAN

jangkawaktu3 bulansejak 
tanggal 

×stempel pos pengiriman
×diterima secara langsung

atas Tahun Pajak sebelumnya
atau beberapa Tahun Pajak
sebelumnya

Dirjen Pajak menghitung 
kembali kompensasi 

kerugian dalam SPT secara 
jabatan

WP membetulkanSPT

yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal 
yangtelah dikompensasikandalam SPT Tahunan 

WP menerima:

SKP

SKPembetulan

SK Keberatan

Putusan Banding

PutusanPK

WPtidak membetulkanSPT

Syarat:
Belum dilakukanpemeriksaan

www.pajak.go.id
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PENELITIAN SURAT PEMBERITAHUAN

Atas penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan , dilakukan penelitian

dengan ketentuan :

V SPTditandatangani oleh Wajib Pajaksebagaimanadiatur dalam Pasal3 ayat (1) UU KUP)

V SPTdisampaikan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain

rupiah, terhadap Wajib Pajak yang telah mendapatkan izin Menteri untuk menyelenggarakan

Pembukuan dengan menggunakan bahasaasing dan dengan mata uang selain rupiah

V SPTsepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal3

ayat (6) UU KUP

V SPTlebih bayar disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya Masa

Pajak, Tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajakdan telah ditegur secaratertulis

V SPTdisampaikan sebelum Direktur JenderalPajakmelakukan Pemeriksaan, pemeriksaan bukti

permulaan secaraterbuka, atau menerbitkan SKP

www.pajak.go.id
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PENELITIAN SURAT PEMBERITAHUAN

WP menyampaikan SPT secara

Elektronik

WP menyampaikan SPT secaralangsung

ke KPP, KP2KP atau tempat lain

Memenuhi Ketentuan

Penelitian

Bukti Penerimaan

Surat Pemberitahuan

Memenuhi Ketentuan

Penelitian

YATIDAK

Bukti Penerimaan

Surat Pemberitahuan
Dikembalikan

WP menyampaikan SPT melalui pos atau 

perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir

Memenuhi Ketentuan

Penelitian

YATIDAK

tanda bukti dan 

tanggal

pengiriman surat

dianggap sebagai

tanda bukti dan 

tanggal

penyampaian

dianggap tidak

disampaikan

Surat Pemberitahuan

SPT dianggap tidak

disampaikan

www.pajak.go.id
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PENELITIAN SURAT PEMBERITAHUAN

Ketentuan tambahan atas SPTyang disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa

ekspedisi atau jasa kurir , dianggap tidak disampaikan dalam hal

V Nomor Pokok Wajib Pajaktidak valid;

V Surat Pemberitahuan sudah disampaikan sebelumnya;

V isi amplop bukan Surat Pemberitahuan;

V dalam satu amplop terdapat lebih dari satu Surat Pemberitahuan;

V tidak terdapat pembayaran untuk Surat Pemberitahuan berstatus kurang bayar;

V terdapat kesalahan penghitungan dan/atau jumlah pajak yang dibayar tidak sama dengan

jumlah kurang bayar dalam Surat Pemberitahuan;

V Wajib Pajak seharusnya menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bentuk Dokumen

Elektronik.

www.pajak.go.id
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PEREKAMAN SURAT PEMBERITAHUAN

SPT

telah diberikan bukti penerimaan

SPT atau bukti pengiriman surat

yang dianggap sebagai tanda

bukti penyampaian SPT

tidak diterbitkan surat

pemberitahuan bahwa Surat 

Pemberitahuan dianggap tidak

disampaikan

direkam ke dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

www.pajak.go.id

PENYESUAIANKETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014



www.pajak.go.id

PENYESUAIANATAS 

KETENTUAN 

PMK 261/PMK.03/2016

Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian 

Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari 

Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, 

dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah 

dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya



SUBJEK DAN OBJEK PPH FINAL PENGALIHAN TANAH DAN BANGUNAN SERTA PPJB

www.pajak.go.id

Objek

Penghasilandari pengalihan hak tanah dan bangunan

Penghasilan dari perjanjian pengikatan jual beli (PPJB)

Subjek

Orang 
Pribadi

Badan

penghasilan yang diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan

hak atas tanah dan/atau bangunan melalui penjualan, tukar-

menukar, pelepasanhak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris,atau

cara lain yang disepakati antara para pihak

penghasilan:

1. dari pihak penjual yang namanya tercantum dalam perjanjian

pengikatan jual beli pada saat pertama kali PPJB

ditandatangani ;

2. dari pihak pembeli yang namanya tercantum dalam PPJB

sebelum terjadinya perubahan atau adendum perjanjian

pengikatan jual beli, atas terjadinya perubahan pihak pembeli

dalam PPJBtersebut

PENYESUAIANKETENTUAN PMK 261/PMK.03/2016
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atas tanah dan/atau

bangunan berupa

Rumah Sederhana

dan Rumah Susun

Sederhana yang

dilakukan oleh WP

yang usaha

pokoknya melakukan

PHTB

dari jumlah bruto nilai pengalihan

0% 1% 2,5%

F I N A L

1. Nilai berdasarkan keputusan pejabat yang

berwenang, dalam hal pengalihan hak kepada

pemerintah.

2. Nilai menurut risalah lelang , dalam hal

pengalihan hak sesuai dengan peraturan

lelang

3. Nilai yang sesungguhnya diterima atau

diperoleh , dalam hal PHTB dilakukan melalui

jual beli yang tidak dipengaruhi hubungan

istimewa.

4. Nilai yang seharusnya diterima atau

diperoleh , dalam hal PHTB dilakukan melalui

jual beli yang dipengaruhi hubungan Istimewa.

5. Nilai yang seharusnyaditerima atau diperoleh

berdasarkan harga pasar, dalam hal PHTB

dilakukan melalui tukar-menukar, pelepasan

hak, penyerahan hak, hibah, waris, atau cara

lain yang disepakati antara para pihak.

Nilai Pengalihan

1. kepada pemerintah,

2. BUMN yang mendapat
penugasan khusus
dari Pemerintah,

3. BUMD yang mendapat
penugasan khusus
dari kepala daerah,

sebagaimana dimaksud
dalam UU yang mengatur
pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk
kepentingan umum

atas tanah dan/atau

bangunan, selain

PHTB yang sudah

dikenai PPhdengan

tarif 0% dan 1%

TARIF PPH DAN NILAI PENGALIHAN PPH FINAL TANAH & BANGUNAN SERTA PPJB
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Bagi WP melakukan 

pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan

Pengalihan kepada 

Instansi Pemerintah

terutang di tempat kedudukan

Wajib Pajak Instansi

Pemerintah diadministrasikan

terutang di tempat tinggal OP atau

tempat kedudukan Badan di mana 

SPT Tahunan Pajak Penghasilan OP 

atau Badan yang bersangkutan

diadministrasikan

Sebelumnya (PMK-261/ 2016):

V Bagi Wajib Pajak developer, PPh terutang di lokasi tanah dan/atau

bangunan .

V Bagi orang pribadi atau badan selain developer, PPh terutang di

tempat tinggal OP atau tempat kedudukan badan dimana SPT

Tahunan PPh Wajib Pajak yang bersangkutan diadministrasikan .

TEMPAT TERUTANG PPH FINAL PENGALIHAN TANAH DAN BANGUNAN SERTA PPJB

PENYESUAIANKETENTUAN PMK 261/PMK.03/2016
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V WP menyetor sendiri sebelum akta, keputusan,

kesepakatan, atau risalah lelang ditandatangani oleh

pejabat yang berwenang

V PPh terutang saat pembayaran diterima, PPh dibayar

p.l. tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan

diterimanya pembayaran.

V Pembayaran pengalihan hak secara angsuran atau

lunas dihitung berdasarkan jumlah setiap

pembayaran .

V Pembayaran PPh dilakukan untuk setiap pengalihan

hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pengalihan kepada selain pemerintah

V Atas pengalihan kepada pemerintah, PPhfinal PPhTB

dipungut oleh Instansi Pemerintah .

V Instansi Pemerintah wajib menyetor PPh final yang

telah dipungut ke Kas Negara, sebelum melakukan

pembayaran kepada OP/Badan atau sebelum tukar

menukar dilaksanakan.

V Penyetoran PPh final PHTB dilakukan a.n. Instansi

Pemerintah

V Instansi Pemerintah wajib membuat bukti

pemungutan PPh, termasuk atas pengalihan yang

dikenai tarif 0%.

Pengalihan kepada pemerintah

Sebelumnya (PMK-261/ 2016):

V PPhfinal PHTBdipungut oleh bendahara pemerintah .

V Penyetoran PPhfinal PHTBa.n. OP/badan penjual.

V Bendaharapemerintah tidak membuat bukti pemungutan PPh.

V JikaPPhtarif 0%, bendahara tidak membuat SSP

MEKANISME PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PPh
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V PPh final yang telah disetor sendiri, dan/atau dipungut

wajib dilaporkan dalam SPTMasa PPh Unifikasi oleh:

a. OP atau badan yang wajib menyetor sendiri PPh;

b. Instansi Pemerintah yang wajib memungut PPh.

V OP/Badan yang telah melakukan penyetoran PPh final

dan telah dilakukan penelitian pembayaran pajak (Suket

Validasi PPhTB), dianggap telah menyampaikan SPTMasa

PPh Unifikasi sesuai dengan tanggal pembayaran yang

tercantum dalam SSP(declaration by validation ).

Pelaporan

Sebelumnya (PMK-261/ 2016):

OP/badan yang telah menyetoran PPh Pasal4

ayat (2) wajib menyampaikan SPTMasa PPh,

kecuali SPLN, penyampaian SPT Masa

dianggap telah dilakukan jka WP telah

menyetor PPh dan tanggal penyampaian SPT

sesuaitanggal validasi NTPN

MEKANISME PELAPORAN SPT MASA PPh
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1. OPdi bawahPTKPatas PHTByangkurang dari Rp.60.000.000,00 dan bukan merupakanjumlah
yangdipecah-pecah.

2. OP yang melakukan PHTBsehubungandengan hibah kepada keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan,badan pendidikan, badan sosial termasuk
yayasan,koperasiatauorangpribadiyangmenjalankanusahamikro dankecil.

3. Badan yang melakukan PHTBsehubungandengan hibah kepada badan keagamaan,badan
pendidikan,badansosialtermasukyayasan,koperasiatau orangpribadi yangmenjalankanusaha
mikro dankecil.

4. PHTBsehubunganwarisan.
5. Badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka

penggabungan,peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan Menteri Keuangan
untuk menggunakannilai buku.

6. Orang pribadi atau badan yang melakukanpengalihanharta berupa bangunandalam rangka
melaksanakanperjanjianbangungunaserah, bangunserahguna, atau pemanfaatanbarangmilik
negaraberupatanahdan/ataubangunan.

7. PHTByangdilakukanolehOPatauBadanyangtidak termasuksubjekpajak.

Surat Keterangan 

Bebas PPh atas 

Pengalihan Tanah 

dan Bangunan serta 

PPJB

PENGECUALIAN PPH FINAL PENGALIHAN TANAH DAN BANGUNAN SERTA PPJB
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Wajib Pajakyang melakukanpengalihanhak atas tanah 
dan/atau bangunan serta PPJB dan perubahannya

2016

7 September 2016

1. Pembayaran atas pengalihan dilunasi sebelum 7 September 2016 dan

belum dibuatkan akta

2. Penghasilantelah dilaporkan di SPTTahunan dan PPhtelah dilunasi

dikecualikan atas pengenaan PPh berdasarkan PP 34/2016 dengan

penerbitan SKB.

1. Pembayaran atas pengalihan baru dilunasi sebagian sebelum tanggal 7

September 2016 dan belum dibuatkan akta

2. Penghasilan telah dilaporkan di SPT Tahunan dan PPh telah dilunasi

sesuaiketentuan pada periode pengalihan

dikecualikan atas pengenaan PPh berdasarkan PP 34/2016 dengan

penerbitan SKB, dengan melakukan penyetoran PPh atas bagian

pelunasan pembayaran pengalihan sejak tanggal 7 September

2016 berdasarkanPP34/2016

1. Pembayaran atas pengalihan tersebut telah dilunasi sebelum tanggal 7

September 2016 dan belum dibuatkan akta

2. PPh dari pengalihan belum dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan

ketentuan perpajakan yang berlaku pada periode pengalihan

3. Penghasilantelah dilaporkan di SPTTahunan

dikecualikan atas pengenaan PPh berdasarkan PP 34/2016, dengan

melakukan penyetoran kekurangan PPh sesuai dengan ketentuan

perpajakan yang berlaku pada periode pengalihan hak atas tanah dan

bangunan

1. Pengalihan sebelum tanggal 7 September 2016, dan belum dibuatkan

akta

2. penghasilan dari pengalihan tersebut belum dilaporkan dalam SPT

Tahunan

dikenakan PPh berdasarkan PP 34/2016, dengan DPP sebesar nilai

transaksi saat dilakukan pembuatan akta, keputusan, perjanjian,

kesepakatan,atau risalah lelang oleh pejabat yang berwenang

1. Penghasilandari perubahan/adendum PPJBsebelum 7 September 2016

2. Penghasilan dari perubahan/adendum PPJB pada 7 September 2016

dan setelahnya

1. Dikenai PPhberdasarkanPasal17 UU PPh

2. Dikenai PPhfinal berdasarkanPP34/2016

KETENTUA PERALIHAN
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PENYESUAIANATAS 

KETENTUAN 

PMK 37/PMK.03/2017

Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan 

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari 

Pengalihan Real Estat Dalam Skema 

Kontrak Investasi Kolektif Tertentu



PENYESUAIANKETENTUAN PMK 37/PMK.03/2017

KETENTUAN UMUM - DEFINISI

www.pajak.go.id

1. Kontrak Investasi Kolektif yang selanjutnya disingkat KIK adalah
Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang PasarModal.

2. Real Estat adalah tanah secarafisik dan bangunan yang ada di atasnya.

3. Dana Investasi Real Estat yang selanjutnya disebut dengan DIRE
adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari
masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset Real
Estat, aset yang berkaitan dengan Real Estat, dan/atau kas dan setara
kas.

4. Special Purpose Company yang selanjutnya disebut dengan SPC
adalah PerseroanTerbatasyang sahamnyadimiliki oleh DIREberbentuk
KIK paling kurang 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan
persen) dari modal disetor yang dibentuk semata-mata untuk
kepentingan DIREberbentuk KIK.



SUBJEK DAN OBJEK PAJAK
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Objek

Penghasilan dari pengalihan hak

Subjek

Orang

Pribadi

Badan

Penghasilan yang diterima atau diperoleh

Wajib Pajak dari pengalihan Real Estat

kepada SPCatau KIK dalam skema KIK

tertent u

PENYESUAIANKETENTUAN PMK 37/PMK.03/2017



TARIF DAN DASAR PENGENAAN PPh
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Penghasilan yang diterima atau diperoleh 
Wajib Pajak dari pengalihan Real Estat kepada 

SPC atau KIK dalam skema KIK tertentu

TARIF

0,5 %(nol komalima persen) dari
jumlahbruto nilai pengalihanReal 

Estat.

FINAL

Jumlah Bruto nilai pengalihan Real Estat

1. seluruh jumlah yang sesungguhnya

diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dalam

hal tidak memiliki hubungan istimewa

dengan SPCatau KIK.

2. seluruh jumlah yang seharusnya diterima

atau diperoleh Wajib Pajak, dalam hal Wajib

Pajak memiliki hubungan istimewa dengan

SPCatau KIK.

PENYESUAIANKETENTUAN PMK 37/PMK.03/2017



MEKANISME PEMBAYARAN PPh TERUTANG
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V wajib dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang mengalihkan Real Estat ke Kas

Negara sebelum akta, keputusan, perjanjian, atau kesepakatan atas pengalihan

Real Estat kepada SPCatau KIK dalam skema KIK tertentu ditandatangani oleh

pejabat yang berwenang.

Penyetoran

V pada saat diterimanya sebagian atau seluruh pembayaran atas pengalihan

RealEstatkepada SPCatau KIKdalam skema KIKtertent u.

V dihitung berdasarkan jumlah setiap pembayaran termasuk uang muka, bunga,

pungutan, dan pembayaran tambahan lainnya, sehubungan dengan pengalihan

RealEstat tersebut.

Saat Terutang

VMelalui layanan atau kanal pembayaran yang disediakan oleh Collecting

Agent

Channel Pembayaran

PENYESUAIANKETENTUAN PMK 37/PMK.03/2017



PERSYARATAN PENGENAAN TARIF 0,5%
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A. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada kepala KPPtempat Wajib Pajak terdaftar mengenai
adanya pengalihan RealEstatkepada SPCatau KIKDIREyang dilengkapi dengan dokumen:

1. Salinan surat pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran DIRE berbentuk KIK yang
diterbitkan dan telah dilegalisasi oleh Otoritas JasaKeuangan;

2. Keterangan dari OJKbahwa Wajib Pajakyang mengalihkan RealEstatbertransaksi dengan SPC
atau KIKDIRE;

3. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa Wajib Pajakmelakukan pengalihan Real
Estatkepada SPCatau KIKDIRE; dan

4. SalinanSSPatas penghasilan dari pengalihan RealEstatkepada SPCatau KIKdalam skema KIK
tertentu ; dan

B. Memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keterangan Fiskal.

PENYESUAIANKETENTUAN PMK 37/PMK.03/2017
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Bagi Wajib Pajak yang

melakukan pengalihan Real

Estat kepada Special Purpose

Company atau Kontrak Investasi

Kolektif tertentu

terutang di tempat

terdaftar Wajib Pajak, di

mana Surat

Pemberitahuan Tahunan

Pajak Penghasilan WP

diadministrasikan

Sebelumnya (PMK-37/ 2017):

V Bagi Wajib Pajakdeveloper, PPh terutang di lokasi Real Estat.

V Bagi orang pribadi atau badan selain developer, PPhterutang di tempat

tinggal OP atau tempat kedudukan badan dimana SPT Tahunan PPh

Wajib Pajak yang bersangkutan diadministrasikan .

PENYESUAIANKETENTUAN PMK 37/PMK.03/2017
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Wajib Pajak yang telah membayar sendiri wajib
melaporkan dalam SPTMasa PPh Unifikasi

Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran
PPh Pasal 4 ayat (2) dan telah dilakukan
penelitian pembayaran pajak (Suket Validasi)
dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh
Unifikasi sesuaidengan tanggal pembayaran yang
tercantum dalam SSP

Sebelumnya (PMK-37/ 2017):

OP/badan yang telah menyetoran PPh Pasal4 ayat

(2) wajib menyampaikan SPT Masa PPh, kecuali

orang pribadi yang penghasilannya di bawah

batasan PTKPatau Subjek PajakLuar Negeri

PENYESUAIANKETENTUAN PMK 37/PMK.03/2017
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1. Pejabat yang berwenang hanya dapat hanya dapat menandatangani akta,
keputusan, perjanjian, atau kesepakatanatas pengalihan RealEstatapabila kepadanya
telah dibuktikan bahwa:

a. PPh telahdibayardenganmenyerahkansalinanSSPatausaranaadministrasilain yang 
dipersamakandenganSurat SetoranPajakbersangkutanyang telahdilakukanpenelitian
ataspembayarannya, denganmenunjukkanaslinya; dan

b. penyampaiansuratpemberitahuandan pemenuhanpersyaratanuntukdiberikansurat
keteranganfiskal telahdipenuhi, denganmenyerahkansalinansuratdan/ataudokumen
bersangkutansertasalinantandabukti penerimaansuratdari kantorpelayananpajak
tempatWajibPajakterdaftar.

2. Pejabat yang berwenang harus menyampaikan laporan bulanan mengenai
penerbitan akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang atas pengalihan Real
Estat, ke KPPtempat pejabat yang bersangkutan terdaftar.

3. Tata cara penelitian SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan
SSPPenghasilanatas penghasilan dari pengalihan RealEstatsesuaidengan ketentuan
menngenai tata cara penelitian SSPatau sarana administrasi lain yang disamakan
dengan SSPatas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan
PPJB.

PENYESUAIANKETENTUAN PMK 37/PMK.03/2017



KETENTUAN PERALIHAN

Wajib Pajakyang melakukanpengalihanReal Estatkepada
Special Purpose Company atau KontrakInvestasiKolektif

dalamskemaKontrakInvestasiKolektif Tertentu

2016

17Oktober 2016

1. Pembayaran atas pengalihan dilunasi sebelum 17 Oktober 2016 dan

belum dibuatkan akta

2. Penghasilantelah dilaporkan di SPTTahunandan PPhtelah dilunasi

dikecualikan atas pengenaan PPh berdasarkan PP 40/2016 dengan

penerbitan SKB.

1. Pembayaranatas pengalihan baru dilunasi sebagian sebelum tanggal 17

Oktober 2016 dan belum dibuatkan akta

2. Penghasilan telah dilaporkan di SPT Tahunan dan PPh telah dilunasi

sesuaiketentuan saat periode pengalihan

dikecualikan atas pengenaan PPh berdasarkan PP 40/2016 dengan

penerbitan SKB, dengan melakukan penyetoran PPh atas bagian

pelunasan pembayaran pengalihan sejak tanggal 17 Oktober 2016

berdasarkanPP40/2016

1. Pembayaranatas pengalihan tersebut telah dilunasi sebelum tanggal 17

Oktober 2016 dan belum dibuatkan akta

2. PPh belum dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan

perpajakan yang berlaku pada periode pengalihan hak atas tanah dan

bangunan

3. Penghasilantelah dilaporkan di SPTTahunan

dikecualikan atas pengenaan PPh berdasarkan PP 40/2016, dengan

melakukan penyetoran kekurangan PPh sesuai dengan ketentuan

perpajakan yang berlaku pada periode pengalihan hak atas tanah

dan bangunan

1. Pengalihan sebelum tanggal 17 Oktober 2016, dan belum dibuatkan

akta

2. penghasilan dari pengalihan tersebut belum dilaporkan dalam SPT

Tahunan

dikenakan PPh berdasarkan PP 40/2016, dengan DPP sebesar nilai

transaksi saat dilakukan pembuatan akta, keputusan, perjanjian,

kesepakatan,atau risalah lelang oleh pejabat yang berwenang

www.pajak.go.id
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PENYESUAIANATAS 

KETENTUAN 

PMK 257/PMK.011/2011

Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran PPh atas 

Penghasilan Lain Kontraktor Berupa Uplift atau 

Imbalan Lain yang Sejenis dan/atau Penghasilan 

Kontraktor dari Pengalihan Participating Interest



PENYESUAIANKETENTUAN PMK 257/PMK.011/2011

POKOK PENGATURAN
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Penghasilan
lain 

Kontraktor
di luar

Kontrak
Kerja Sama

Uplift atau
imbalan lain 
yang sejenis

Pengalihan
Partisipasi

Interes
(PI)

Dikenakan
PPh yang 
bersifat

final

Imbalan yang diterima oleh Kontraktor sehubungan
dengan penyediaan dana talangan untuk pembiayaan
operasi kontrak bagi hasil yang seharusnya merupakan
kewajiban partisipasi kontraktor lain, yang ada dalam satu
kontrak kerja sama, dalam pembiayaan.

Hak, kepentingan , dan kewajiban kontraktor berdasarkan
kontrak kerja sama di bidang minyak dan gas bumi.

*PP 93/2021
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TARIF

SAAT 
TERUTANG

PEMOTONGAN

PENYETORAN

PELAPORAN

PENGHASILAN 
SETELAH 
PAJAK

20% jumlah bruto

Pada saat penghasilan berupa Uplift atau imbalan lain yang sejenis dibayar atau diakui sebagai biaya,
tergantung peristiwa mana yang lebih dahulu terjadi

Wajib dipotong oleh Kontraktor yang melakukan pembayaran Uplift atau imbalan lain yang sejenis dengan
menggunakan format formulir bukti potong

Wajib disetorkan ke kas negara, sesuai dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran,
pemotongan, pemungutan, dan/atau pelaporan pajak.

Wajib dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Kontraktor yang melakukan pembayaran Uplift atau
imbalan lain yang sejenis terdaftar

Atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan yang bersifat final yang berasal dari Uplift
atau imbalan lain yang sejenis, terutang Pajak Penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang
Pajak Penghasilan.

Telah diubah denganPasal 27 ayat (1a) PP 27 Tahun 2017

Atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan yang bersifat final yang berasal dari Uplift
atau imbalan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai Pajak Penghasilan.

PENYESUAIANKETENTUAN PMK 257/PMK.011/2011

UPLIFT ATAU IMBALAN LAIN SEJENIS
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Langsung

Tidak
Langsung

merupakan kepemilikan PI oleh Kontraktor yang telah mendapatkan persetujuan dari menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral

merupakan kepemilikan PI melalui kepemilikan saham atau penyertaan modal pada:
a. Kontraktor secara langsung, atau
b. Pihak yang memiliki Kontraktor secara langsung atau tidak langsung, tidak terbatas pada jumlah

lapisan atau tingkatan kepemilikan

BENTUK 
KEPEMILIKAN

BENTUK
PENGALIHAN 

PI dapat dialihkan
kepemilikannya kepada
pihak lain dengan cara
dijual, dipindahkan,
diserahkan, atau
dilepaskan dengan cara
lain seluruh atau
sebagian

Langsung

Tidak
Langsung

merupakan
penghasilan Kontraktor

diperlakukan sebagai
penghasilan Kontraktor

dikenai Pajak
Penghasilan
yang bersifat
final

*PP 93/2021

PENYESUAIANKETENTUAN PMK 257/PMK.011/2011

PENGALIHAN PARTISIPASI INTERES
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*PP 93/2021 Langsung Tidak Langsung

Dalam masa Eksplorasi, apabila
memenuhi seluruh kriteria:
a. tidak mengalihkan seluruh Partisipasi

Interes yang dimilikinya;
b. PI telah dimiliki lebih dari 3 (tiga)

tahun;
c. di Wilayah Kerja telah dilakukan

investasi pada kegiatan Eksplorasi;
dan

d. pengalihan PI tidak dimaksudkan
untuk memperoleh keuntungan

Atas penghasilan dari pengalihan kepemilikan saham yang merupakan pengalihan
PI yang:
a. keuntungan atau kerugian dari pengalihan kepemilikan saham tersebut dihitung

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 6 ayat (1)
huruf d Undang-Undang Pajak Penghasilan;

b. merupakan objek Pajak Penghasilan yang bersifat final di Indonesia sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan;

c. dilakukan dalam rangka restrukturisasi yang telah mendapatkan persetujuan
menggunakan nilai buku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang Pajak Penghasilan; dan/atau

d. dilakukan dalam rangka restrukturisasi yang bertujuan tidak untuk mencari
keuntungan dan tidak mengubah kantor pusat Kontraktor (ultimate parent
entity)

Dalam masa Eksploitasi , untuk
melaksanakan kewajiban
sesuai Kontrak Kerja Sama 
kepada perusahaan nasional
sebagaimana tertuang dalam
Kontrak Kerja Sama atau
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan di bidang kegiatan
usaha hulu Minyak dan Gas 
Bumi

Kontraktor harus menyampaikan pemberitahuan data dan/atau informasi kepada DJP paling lambat 4 bulan setelah akhir
tahun pajak pengalihan dengan melampirkan dokumen paling sedikit berupa:
a. dokumen persetujuan restrukturisasi oleh kantor pusat;
b. laporan keuangan pihak yang mengalihkan maupun yang menerima kepemilikan saham, yang telah diaudit pada periode

tahun sebelum restrukturisasi terjadi;
c. laporan keuangan konsolidasi kantor pusat pada periode tahun dilakukannya restrukturisasi yang,telah diaudit ;
d. dokumen perjanjian antara pihak yang mengalihkan dan pihak yang menerima kepemilikan saham, termasuk bukti transfer

atau dokumen pengalihan kepemilikan saham dalam hal tidak terdapat pembayaran; dan
e. SPT oleh kantor pusat, pihak yang mengalihkan, dan pihak yang menerima kepemilikan saham atau surat pemberitahuan

mengenai restrukturisasi yang disampaikan dan telah diterima oleh otoritas pajak dimana tempat kantor pusat, pihak yang
mengalihkan, dan pihak yang menerima kepemilikan saham terdaftar

Dalam hal data dan/atau informasi
yang disampaikan tidak lengkap

dan/atau tidak sesuai jangka waktu , 
Kontraktor dikenai Pajak Penghasilan

yang bersifat final

Pemberitahuan disampaikan dengan 
menggunakan format dalam 

Lampiran

PENYESUAIANKETENTUAN PMK 257/PMK.011/2011

PENGALIHAN PARTISIPASI INTEREST TIDAK DIKENAI PPh YANG BERSIFAT FINAL 



TARIF

SAAT 
TERUTANG

PEMOTONGAN 
DAN PELAPORAN

DPP

PENGHASILAN 
SETELAH PAJAK

5% dari jumlah bruto, untuk pengalihan PI selama masa Eksplorasi

ÅKontraktor wajib memotong dan/atau membayar serta melaporkan Pajak Penghasilan atas pengalihan PI
ÅDalam hal Kontraktor tidak melaksanakan kewajiban memotong dan/atau membayar serta melaporkan, dikenai sanksi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

a. jumlah sesungguhnya diterima atau diperoleh Kontraktor termasuk seluruh jumlah penggantian atas
pengalihan PI dengan nama dan dalam bentuk apapun; atau

b. jumlah yang seharusnya diterima atau diperoleh Kontraktor, dalam hal terdapat hubungan istimewa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan antara pihak-pihak
yang melakukan pengalihan PI.

Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan yang bersifat final atas pengalihan PI tidak
dikenai Pajak Penghasilan

7% dari jumlah bruto, untuk pengalihan PI selama masa Eksploitasi

Langsung

Tidak
Langsung Berdasarkan porsi saham yang dialihkan atas harga pasar kepemilikan atas Wilayah Kerja tersebut.

Langsung

Tidak
Langsung

Pada saat akhir tahun pajak pengalihan kepemilikan saham

Pada saat:
a. pembayaran;
b. pengalihan PI efektif berlaku; atau
c. diberikannya persetujuan pengalihan PI oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang energi dan sumber daya mineral,
tergantung pada peristiwa mana yang lebih dahulu terjadi

PENGALIHAN PARTISIPASI INTERES

PENYESUAIANKETENTUAN PMK 257/PMK.011/2011
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PENYESUAIANATAS 

KETENTUAN 

PMK 34/PMK.010/2017

Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan 

dengan Pembayaran atas Penyerahan 

Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau 

Kegiatan Usaha di Bidang Lain



PEMUNGUT, OBJEK, DAN TARIF PPh PASAL 22
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Pemungut Objek Pungut

1. Impor barang

2. Ekspor batubara, mineral logam,

dan mineral bukan logam yang

dilakukan oleh eksportir, kecuali

yang dilakukan oleh Wajib Pajak

yang terikat dalam PKP2B dan

Kontrak Karya

Pembayaran atas pembelian barang ,

baik mekanisme UPmaupun langsung

Pembelian barang dan/ atau bahan

untuk keperluan usahanya

Bank Devisa & 

Ditjen Bea Cukai1

Instansi 

Pemerintah
2

Badan usaha

tertentu
3

a.BUMN;

b.BadanUsahadan BUMN hasil restrukturisasi yang dilakukan oleh pemerintah;

c. badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN, diantaranya

PT Bank Syariah Indonesia Tbk .

1. Impor :

a. 10% Ą Lamp Huruf A 

b. 7,5% Ą Lamp Huruf B

c. 0,5% Ą Lamp Huruf C

d. 2,5%Ą selain a,b,cdengan API

e. 7.5% Ą selain a,b,ctanpa API

f. 7.5% Ą jual lelang

2. Ekspor:

1.5% Ą lamp Huruf D

Tarif

1,5%* harga pembelian

(tdk termasuk PPN)

1,5%* harga pembelian

(tdk termasuk PPN)

Sebelumnya : bendahara 

pemerintah

Pemberlakuan NPWP=NIK

Pengenaan tarif 100% lebih tinggi 

dihapus

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 34/PMK.010/2017



PEMUNGUT, OBJEK, DAN TARIF PPh PASAL 22
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Pemungut Objek Pungut

Penjualan hasil produksi kepada

distributor di dalam negeri

Penjualan kendaraan bermotor di

dalam negeri

PenjualanBBM, BBG, dan pelumas

Badan usaha industri

semen, kertas , baja,

otomotif , dan farmasi
4

ATPM, APM, dan 

importir umum

kendaraan bermotor
5

Produsen / importir

BBM, BBG, dan 

pelumas
6

0.3% Ą baja

0.45% Ą kendaraan bermotor

0.25% Ą semen

0.1% Ą kertas

0.3% Ą obat

DPP: DPP PPN

Tarif

0.45%* DPP PPN

0.25% Ą kpd SPBU Pertamina

0.30% Ą kpd SPBU bukan

pertamina atau selain SPBU, 

penjualan BBG dan pelumas

DPP: Nilai Penjualan

Pemberlakuan NPWP=NIK

Pengenaan tarif 100% lebih tinggi 

dihapus

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 34/PMK.010/2017



PEMUNGUT, OBJEK, DAN TARIF PPh PASAL 22
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Pemungut Objek Pungut

Pembelian bahan-bahan berupa

hasil kehutanan , perkebunan ,

pertanian , peternakan , dan

perikanan yang belum melalui

proses industri manufaktur, untuk

keperluan industrinya atau

ekspornya

Pembelian komoditas tambang

batubara , mineral logam , dan

mineral bukan logam , dari badan

atau orang pribadi pemegang IUP

Badan usaha industri

atau eksportir7

Badan Usaha8

0.25%* harga pembelian

(tidak termasuk PPN)

Tarif

1.5%* harga pembelian (tidak

termasuk PPN)

Pemberlakuan NPWP=NIK

Pengenaan tarif 100% lebih tinggi 

dihapus

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 34/PMK.010/2017
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No ObjekPPhPasal22 Penyetoran Jatuh Tempo Penyetoran Bukti Pemungutan Pelaporan

1 a. Impor*
b. Ekspor

Importir/DJBC a. SaatpembayaranBM
b. Saat penyelesaian 

dokumen ekspor

SSPCP/Bukti 
PenerimaanNegara

Tidak ada kewajiban 

3 InstansiPemerintah SSP a.n. Instansi
Pemerintah

Tanggal 15 bulan berikutnya 
setelah Masa Pajak Berakhir

Instansi Pemerintah 
dan Pemungut PPh 
Pasal 22 wajib 
membuat Bukti 
PemungutanPPh
Pasal 22

SPT Masa PPh 
Unifikasi (termasuk 
Instansi Pemerintah)

4 Badan usahatertentu

SSP a.n. Pemungut

5 Badan usahaindustri,
ATPM/APM/importir

6 PenjualanBBM, BBG, pelumas

7 Pembelianbahan5 sektordan
pembelianbatubaradanmineral

Sebelumnya :

V SSPa.n. Rekanan

V UP: tanggal 7, LS: hari yang sama

V SSPberlaku sebagai bukti pemungutan PPh

V Ada kewajiban SPTMasa PPh bagi DJBC

V IP melaporkan dalam SPTMasa PPh Unifikasi IP

a. Dalam hal PPh 22 impor disetor gunggungan , pemiliki barang dapat

menggunakan SPPBMCP, bukti pembayaran, atau dok . DJBC lainnya sebagai

bukti pemungutan PPh Pasal 22, sepanjang PPhtelah disetorkan ke kas negara

b. SSPCPgunggungan tidak berlaku sebagai bukti pemungutan PPh22

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 34/PMK.010/2017
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PENYESUAIANATAS 

KETENTUAN 

PMK 215/ PMK.03/2018

Penghitungan Angsuran PPh dalam Tahun Pajak Berjalan 

yang Harus Dibayar Sendiri oleh WP Baru, Bank, BUMN, 

BUMD, WP Masuk Bursa, WP Lainnya yang Berdasarkan 

Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan 

Berkala dan WP OPPT



bank, Badan Usaha 
Milik Negara, badan 
usaha milik daerah, 
Wajib Pajak masuk 

bursa, dan Wajib Pajak 
Lainnya

Wajib Pajak 
Orang Pribadi 

Pengusaha 
Tertentu

Wajib Pajak 
Baru

PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 SECARA UMUM

www.pajak.go.id

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 215/PMK.03/2018

Angsuran 
PPh Pasal 25=

12 bulan
atau 

banyaknya bulan dalam Bagian Tahun Pajak

PPh Terutang di 
SPT Sebelumnya

Kredit Pajak
PPh 21, PPh 22, 
PPh 23, PPh 24



PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 UNTUK BANK

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 215/PMK.03/2018

Bank

dihitung 

berdasarkan

Laporan keuangan yang 

disampaikan kepada OJK 

sejak awal Tahun Pajak s.d. 

Masa Pajak yang dilaporkan

Angsuran 

PPh Pasal 

25 
untuk Masa Pajak 

yang dilaporkan

=
Ph Neto 

berdasarkan 

Lapkeu

Kredit 

Pajak
tahun berjalan

Tarif PPh 

Badan

Mempertimbangkan 

fasilitas Pasal 17 ayat 

(2b) dan/atau Pasal 

31E UU PPh yang 

diterima Tahun Pajak 

sebelumnya.

1. Tidak termasuk :

a. penghasilan dari luar negeri ;

dan

b. penghasilan dan biaya terkait

objek PPh Final dan nonobjek

PPh.

2. Memperhitungkan kompensasi

kerugian (dalam hal ada)

1. PPh Pasal 22

tahun berjalan

s.d. Masa Pajak

yang dilaporkan

2. PPh Pasal 25

sampai dengan

Masa Pajak

sebelumnya

Dalam hal WP berhak atas fasilitas pembebasanatau penguranganPPhBadan,
makaAngsuranPPhPasal25yangterutangmemperhitungkanfasilitastersebut.

Berlaku juga untuk
WP Baru sejenis



PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 UNTUK WAJIB PAJAK LAINNYA

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 215/PMK.03/2018

Wajib Pajak Lainnya
(Wajib Pajak yang melaksanakan
kegiatandi sektorperasuransian,dana
pensiun, lembaga pembiayaan dan
lembaga jasa keuangan lainnya
sebagaimanadiatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan,yang
berdasarkan ketentuan diharuskan
membuatlaporankeuanganberkala)

dihitung 

berdasarkan

Laporan keuangan yang 

disampaikan kepada OJK

setiap triwulan sejak awal 

Tahun Pajak s.d. periode yang 

dilaporkan

Angsuran 

PPh Pasal 

25 
untuk 3 Masa Pajak 

berikutnya

=

Ph Neto 

berdasarkan 

Lapkeu

Kredit 

Pajak
tahun berjalan

Tarif PPh 

Badan

Tarif PPh Badan

mempertimbangkan 

fasilitas Pasal 17 

ayat (2b) dan/atau 

Pasal 31EUU PPh 

yang diterima Tahun 

Pajak sebelumnya.

1. Tidak termasuk :

a. penghasilan dari luar negeri ;

dan

b. penghasilan dan biaya

terkait objek PPh Final dan

nonobjek PPh.

2. Memperhitungkan kompensasi

kerugian (dalam hal ada)

3. Memperhitungkan fasilitas

pengurangan penghasilan neto

(dalam hal berhak)

1. PPh Pasal 22 dan

PPh Pasal 23

tahun berjalan

s.d. Masa Pajak

periode yang

dilaporkan

2. PPh Pasal 25

sampai dengan

Masa Pajak

periode yang

dilaporkan

Dalam hal WP berhak atas fasilitas pembebasanatau penguranganPPhBadan,
makaAngsuranPPhPasal25yangterutangmemperhitungkanfasilitastersebut.

Berlaku juga untuk
WP Baru sejenis

3 bulan



PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 UNTUK WP MASUK BURSA
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Wajib Pajak masuk bursa 
selain Wajib Pajak bank

dihitung 

berdasarkan

Laporan keuangan yang 

disampaikan kepada bursa

setiap triwulan sejak awal 

Tahun Pajak s.d. periode yang 

dilaporkan

=

Tarif PPh Badan

mempertimbangkan 

fasilitas Pasal 17 

ayat (2b) dan/atau 

Pasal 31EUU PPh 

yang diterima Tahun 

Pajak sebelumnya.

1. Tidak termasuk :

a. penghasilan dari luar negeri ;

dan

b. penghasilan dan biaya terkait

objek PPh Final dan

nonobjek PPh.

2. Memperhitungkan kompensasi

kerugian (dalam hal ada)

3. Memperhitungkan fasilitas

pengurangan penghasilan neto

(dalam hal berhak)

1. PPh Pasal 22 dan

PPh Pasal 23

tahun berjalan

s.d. Masa Pajak

periode yang

dilaporkan

2. PPh Pasal 25

sampai dengan

Masa Pajak

periode yang

dilaporkan

Dalam hal WP berhak atas fasilitas pembebasanatau penguranganPPhBadan,
makaAngsuranPPhPasal25yangterutangmemperhitungkanfasilitastersebut.

Angsuran 

PPh Pasal 

25 
untuk 3 Masa Pajak 

berikutnya

Berlaku juga untuk
WP Baru sejenis

Ph Neto 

berdasarkan 

Lapkeu

Kredit 

Pajak
tahun berjalan

Tarif PPh 

Badan

3 bulan



PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 UNTUK BUMN/BUMD

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 215/PMK.03/2018

Badan Usaha Milik 
Negara dan Badan Usaha 

Milik Daerah
(selain Bank, WP Masuk Bursa, dan WP 

Lainnya)

dihitung 

berdasarkan

RKAP Tahun Pajak 

bersangkutan yang telah 

disahkan
RKAP harus disampaikan kepada 

DJP tidak lewat dari batas waktu 

pembayaran PPh Pasal 25 

pertama Tahun Pajak Berjalan

=

Ph Neto Fiskal 
berdasarkan RKAP

Kredit 

Pajak
tahun lalu

Tarif PPh 

Badan

Mempertimbangkan 

fasilitas Pasal 17 

ayat (2b) dan/atau 

Pasal 31EUU PPh 

yang diterima Tahun 

Pajak sebelumnya.

Memperhitungkan fasilitas

pengurangan penghasilan

neto (dalam hal berhak)

PPh Pasal 22, PPh

Pasal 23, dan PPh

Pasal 24 Tahun

Pajak yang lalu

Dalam hal WP berhak atas fasilitas pembebasanatau penguranganPPhBadan,
makaAngsuranPPhPasal25yangterutangmemperhitungkanfasilitastersebut.

12 bulan

Ph Neto Fiskal 
berdasarkan RKAP

Tarif PPh Badan Kredit Pajak
tahun lalu

Angsuran 

PPh Pasal 

25 
untuk setiap Masa 

Pajak dalam Tahun 

Pajak bersangkutan

Berlaku juga untuk
WP Baru sejenis



LAPORAN PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 215/PMK.03/2018

bank, Badan Usaha 
Milik Negara, badan 
usaha milik daerah, 
Wajib Pajak masuk 

bursa, dan Wajib Pajak 
Lainnya

harus menyampaikan laporan 

penghitungan angsuran PPh Pasal 25

kepada Direktur Jenderal Pajak

paling lama 20 (dua puluh) hari

setelah berakhirnya periode perlaporan

Bentuk, isi, tata cara pengisian,dan penyampaianlaporan penghitunganangsuranPajakPenghasilanPasal25
ditetapkanolehDirekturJenderalPajak.



REKALKULASI PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25
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Bank, WP 

Masuk Bursa, 

dan WP Lainnya

BUMN dan 

BUMD
(selain Bank, WP Masuk 

Bursa, dan WP Lainnya)

RKAP belum disahkan

Lapkeu telah disampaikan 

ke OJK/bursa

RKAP telah disahkan

besarnya Angsuran 

PPh Pasal 25 sampai 

dengan bulan sebelum 

disampaikan 

lapkeu/disahkan RKAP

dihitung kembali/ 

direkalkulasi sesuai 

lapkeu/RKAP yang 

telah disahkan

Lapkeu belum dilaporkan ke 

OJK/bursa

besarnya Angsuran PPh 

Pasal 25 sama dengan 

Masa Pajak sebelumnya

besarnya Angsuran PPh Pasal 

25 untuk bulan-bulan 

sebelum pengesahan, sama 

dengan bulan terakhir 

Tahun Pajak sebelumnya



REKALKULASI PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 215/PMK.03/2018

PPh 25 sebelum rekalkulasi

lebih kecil dibanding

PPh 25 setelah rekalkulasi,

atas kekurangan setorannya

PPh 25 sebelum rekalkulasi

lebih besar dibanding

PPh 25 setelah rekalkulasi,

atas kelebihan setorannya

wajib disetor

WP dikenai sanksi administratif sesuai UU KUP

dapat dimintakan pengembalian atas kelebihan 
pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang

dapat dikreditkan dalam SPT PPh

dan

atau



PENGECUALIAN DARI REKALKULASI
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Bank

Wajib Pajak masuk bursa 
selain bank dan Wajib 

Pajak Lainnya

Lapkeu tahunan belum 

tersedia s.d. batas 

setor PPh 25 Masa 

Pajak terakhir
karena masih dalam proses audit

Tidak memiliki 
kewajiban 

menyampaikan lapkeu 
triwulan keempat

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 
Masa Pajak terakhir sama dengan 

Masa Pajak sebelumnya

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 
triwulan pertama tahun berjalan 
sama dengan Masa Pajak terakhir 

Tahun Pajak sebelumnya

www.pajak.go.id
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Wajib Pajak 
Orang Pribadi 

Pengusaha 
Tertentu

PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 UNTUK WP OPPT

=
Angsuran 

PPh Pasal 

25
0,75%

Jumlah peredaran bruto setiap bulan 

dari masing -masing tempat usaha
termasuk tempat usaha yang berada di tempat 

tinggal Wajib Pajak

Merupakan kredit pajak atas

PPh yang terutang untuk Tahun

Pajak yang bersangkutan .

Berlaku juga untuk
WP Baru sejenis

www.pajak.go.id
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Wajib Pajak 
Baru

dalam rangka 
restrukturisasi

WP baru dalam rangka 
penggabungan, peleburan, 

dan/atau pengambilalihan usaha

WP baru dalam rangka 
pemekaran usaha

WP baru hasil perubahan
bentuk badan usaha

Angsuran PPhPasal25 pada sisaTahun Pajakberjalan

ditetapkan sebesar penjumlahan dari seluruh

Wajib Pajak terkait sebelum penggabungan,

peleburan, dan/atau pengambilalihan usaha

Jumlah Angsuran PPh Pasal 25 untuk seluruh WP

hasil pemekaran usaha ditetapkan sebesar Angsuran

PPh Pasal 25 sebelum pemekaran usaha.

Angsuran PPh Pasal25 masing-masing WP dihitung

berdasarkan persentase nilai harta yang dialihkan

Angsuran PPhPasal25 ditetapkan sebesar Angsuran

PPh Pasal 25 bulan terakhir sebelum terjadinya

perubahan bentuk badan usaha

Ketentuan ini juga

berlaku untuk WP Baru

hasil penggabungan,

peleburan,

pengambilalihan

usaha, dan/atau

pemekaran usaha yang

merupakan:

a. bank;

b. WP masuk bursa;

c. BUMN/BUMD;

dan/atau

d. WP Lainnya

PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 UNTUK WAJIB PAJAK BARU
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Wajib Pajak Baru, selain
1. Bank;
2. Wajib Pajakmasukbursa;
3. BUMN/BUMD;
4. Wajib PajakLainnya;
5. Wajib Pajakbaru dalam rangka

penggabungan, peleburan,
pengambilalihan usaha,
dan/atau pemekaran usaha;
dan

6. WP baru hasil perubahan
bentuk badanusaha.

=
Angsuran PPh 

Pasal 25
NIHIL

Pasal
235

Pasal
236

PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 UNTUK WAJIB PAJAK BARU

www.pajak.go.id
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PENYESUAIANATAS 

KETENTUAN 

KMK 434/ KMK.04/1999

Pemotongan PPh Pasal 26 atas 

Penghasilan yang Diterima Atau Diperoleh 

WPLN Selain BUT atas Penghasilan 

Berupa Keuntungan dari Penjualan Saham



PENYESUAIAN KETENTUAN KMK 434/KMK.04/1999

PEMOTONGAN PPh PASAL 26 PENJUALAN SAHAM OLEH WPLN SELAIN BUT

www.pajak.go.id

Pemotong /

Pemungut

Pembeli

*sebelumnya : pembeli yang

ditunjuk sebagai pemotong.

Perseroan

dalam hal pembeli adalah

WPLN.

Objek

Tarif

Penghasilanberupa keuntungan

dari penjualan sahamoleh WPLN.

dipotongPPh Pasal 26sebesar:
20%dari perkiraanpenghasilan
neto danbersifatfinal.

Perkiraanpenghasilanneto:
25%dari hargajual.

*MengacuP3Bapabila

terdapat P3Bdengan

Indonesia.

Tanggal Setor:

15 Bulan Berikutnya.
Sebelumnya tgl 10 bln berikutnya.

Tanggal Lapor:

20 Bulan Berikutnya.

Perseroanmencatat akta

pemindahan hak atassaham

setelah WPLNmenyerahkan

salinan bukti

potong/pungut sebagai

bukti pelunasan PPh.
Sebelumnya harus menyerahkan fotokopi

bukti potong/pungut dengan

menunjukkan aslinya .

Sanksi pemotong/pemungut

sesuai ketentuan perpajakan.
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PENYESUAIANATAS 

KETENTUAN 

KMK 624/ KMK.04/1994

Pemotongan PPh Pasal 26 atas 

Penghasilan Berupa Premi Asuransi dan 

Premi Reasuransi yang Dibayar kepada 

Perusahaan Asuransi di Luar Negeri



PENYESUAIAN KETENTUAN KMK 624/KMK.04/1994

PEMOTONGAN PPH PASAL 26 ATAS PREMI ASURANSI DAN REASURANSI YANG DIBAYAR KE LUAR NEGERI

www.pajak.go.id

ṉ Tertanggung ;

ṉPerusahaanasuransidi Indonesia;

ṉPerusahaanreasuransidi Indonesia.

ṉ Objek: Pembayaranpremi asuransi/ reasuransikepadaperusahaanasuransidi LN;

ṉ Tarif: 20% dariDPP (perkiraanpenghasilanneto);

ṉ Perkiraanpenghasilanneto: persentasetertentu X jumlahpremi ygdibayar);

ṉ Persentasetertentu : 50% / 10% / 5% tergantungpihakpembayar& penerimapremi.

ṉ Terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran premi atau pada akhir bulan terutangnya premi

asuransi tersebut.

ṉ Batas waktupenyetoran(tanggal15bulanberikutnya) & pelaporan(tanggal20bulanberikutnya).
(sebelumnyabatas setorpada tanggal10bulanberikutnya& sebelumnyatidak diatur terkait tanggalpelaporan).

ṉ Sanksibagipemotongsesuaiketentuanperpajakan.
(sebelumnyatidakdiatur mengenaisanksibagipemotong).

Pemotong

Objek dan Tarif

Saat Terutang , Tanggal Pembayaran dan Pelaporan



www.pajak.go.id

PENYESUAIANATAS 

KETENTUAN 

KMK 282/ KMK.04/1997

Pelaksanaan Pemungutan PPh atas 

Penghasilan Dari Transaksi Penjualan 

Saham di Bursa Efek



PENYESUAIAN KETENTUAN KMK 282/KMK.04/1997

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PPH ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI SAHAM DI BURSA EFEK

www.pajak.go.id

SUBJEK

Orang Pribadi / Badan

dilakukan dengan cara pemotongan oleh 

penyelenggara bursa efek (BEI) melalui perantara

pedagang efek (Anggota Bursa) pada saat pelunasan

transaksipenjualan saham.

OBJEK

Atas penghasilan yang diterima

atau diperoleh dari transaksi

penjualan saham di bursa efek

TARIF

Final 0,1% dari jumlah bruto

nilai transaksi



KEWAJIBAN PENYELENGGARABURSAEFEK

www.pajak.go.id

Berdasarkandata trade confirmation 

yang dikirimkan Anggota Bursa 

kepada BEI

BEI

sebagai

pemotong

wajib

membuat bukti

pemotongan PPh

per nasabah

menyampaikan bukti pemotongan

kepada pihak yang dipotong

menyetorkan ke kas negara

melaporkan pemotongan

Max tanggal 15
bulan berikutnya

Max 20 hari

setelah Masa Pajakberakhir

SPT Masa 

PPh Unifikasi

Dokumen yang dipersamakan

dengan bukti pemotongan1

2

3

4

Sebelumnya : Pemotongan oleh BEI secaragunggungan

Sebelumnya : tanggal 20

Sebelumnya : tanggal 25

PENYESUAIAN KETENTUAN KMK 282/KMK.04/1997



SAHAM PENDIRI
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Pemilik

Saham yang dimiliki
oleh pendiri pada saat

penawaran umum
perdana (IPO)

Ç Dari kapitalisasi agio yang dikeluarkan setelah IPO;

Ç Dari pemecahan sahampendiri

Termasuk :

Ç Dari pembagian dividen dalam bentuk saham;

Ç Dari pelaksanaanHMETD, waran, obligasi konversi & efek

konversi lainnya;

Ç Pendiri perusahaanreksadana

Tidak termasuk :

Dikenakan tambahan PPhdari

nilai saham pada saat IPO*
PPh Final 0,5%

*diperdagangkan setelah 1997

OP/Badan yang namanya tercatat dalam

daftar pemegang saham PT atau tercantum

dalam anggaran dasar PT sebelum

pendaftaran kepada OJK dalam rangka

penawaranumum perdana menjadi efektif

TermasukOP/Badan yg menerima

pengalihan sahampendiri karena warisan; 

hibah yg memenuhi syarat UU PPh; dan 

cara lain yg tidak dikenakan PPhpada saat

pengalihan

Dipungut oleh

Emiten

SAHAM PENDIRI

PENYESUAIAN KETENTUAN KMK 282/KMK.04/1997



KEWAJIBAN EMITEN
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Emiten

sebagai

pemungut

wajib

memungut

tambahan PPh

menerbitkan dan menyerahkan bukti

pemungutan kepada pemilik saham pendiri

menyetorkan ke kas negara

melaporkan pemungutan

Max 1 bulan
setelah saat terutangnya PPh*

Max 20 hari

setelah Masa Pajakberakhir

SPT Masa 

PPhUnifikasi

Max 1 bulan * setelah saat

terutangnya tambahan PPh(IPO)1

2

3

4

Sebelumnya : SSP a.n. NPWP pemilik sahampendiri

Sebelumnya : menggunakan laporan tersendiri / khusus

SSP a.n. 

NPWP emiten

TambahanPPhtidak dapat diperhitungkan

sebagai biaya bagi emiten
Jika tidak dilakukan penyetoran tambahan PPhsahampendiri dalam jangka waktu 1 bulan

setelah IPO, atas penjualan saham pendiri dikenai PPh sesuai Pasal 17 UU PPh

Sebelumnya : tidak dibuat bukti pemungutan

PENYESUAIAN KETENTUAN KMK 282/KMK.04/1997
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PENYESUAIANATAS 

KETENTUAN 

PMK 79/PMK.02/2012

Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan 

Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi 

dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan PPh untuk 

Keperluan Pembayaran PPh Minyak Bumi dan/atau 

Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau 

Gas Bumi 



PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

PENERIMAAN NEGARA

www.pajak.go.id

a. Bagian Negara

b. Pajak Penghasilan Migas

Penerimaan Negara Kegiatan Usaha 

Hulu Migas



BAGIAN NEGARA
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Hak Negara

Total Lifting

Jumlah keseluruhan
Migas yang terdiri
dari jumlah Lifting 
dari suatu Wilayah 
Kerja

SKK 

MIGAS atau

BP Migas Aceh

Hak/Bagian 
Kontraktor

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012



BAGIAN NEGARA
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Lifting Migas

suatu WK

Penjualan
dan/ atau

Pengiriman

(sesuaiperaturan
perundang-

undangan dan/atau
Kontrak Kerja Sama)

V Lifting yang merupakan hak negara;

V Lifting yang merupakan hak Kontraktor ;
atau

V Lifting yang merupakan hak negara dan
Lifting yang merupakan hak Kontraktor
(joint Lifting ).

Lifting 
Sementara

Perhitungan Final 
Lifting (Hak Kontraktor

dan Hak Negara)

Oleh Kontraktor
dan SKK MIGAS atau

BP Migas AcehOverlifting

Atau

Underlifting

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012



PAJAK PENGHASILAN
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PAJAK 
PENGHASILAN 

(Yang Wajib
dibayar dan 

dilapor
kontraktor )

a. Angsuran pajak dalam tahun berjalan ;

b. PPh badan yang terutang pada akhir
tahun ;

c. PPh atas Penghasilan kena pajak setelah
dikurangi PPh badan yang dibayar
secara bulanan ; dan/ atau

d. PPh atas penghasilan kena pajak setelah
dikurangi PPh badan yang dibayar
secara tahunan .

Pembayaran PPh dapat berupa volume 
minyak bumi dan/atau gas bumi dari 

bagian Kontraktor, dalam hal 
Pemerintah membutuhkan Migas

Kontraktor yang tidak memenuhi ketentuan
wajib dan lapor PPhtsb, dikenai sanksisesuai

UU KUP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012



PAJAK PENGHASILAN
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Pajak
Penghasilan

PPh Dalam 
Bentuk Migas

PPh Dalam 
Bentuk Tunai

PPh Dalam Bentuk 
Volume Minyak 

Bumi

PPh Dalam Bentuk 
Gas Bumi

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012



PENGHITUNGAN PPh UNTUK PEMBAYARAN PPh MIGAS BERUPAMINYAK BUMI DAN/ATAU GASBUMI

www.pajak.go.id

PPh dalam bentuk
Volume Minyak

Bumi dan/ atau Gas 
Bumi dari Bagian 

Kontraktor

Pemerintah
Å DiserahkanmenggunakanICP pada

bulansaatPPhterutang;

Diserahkan
kepada Ketentuan :

PPh Dalam Bentuk Volume 

Minyak Bumi

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012
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PPh dalam
bentuk

Volume Gas 
Bumi dari

Bagian 
Kontraktor

Pemerintah

Å dihitung dengan menggunakan harga
rata-rata tertimbangpenjualanKontraktor
pada bulan saat Pajak Penghasilan
tersebutterutang;

Å Harga gas bumi yang digunakan untuk
menghitung besarnyaPajak Penghasilan
ditetapkandenganKMK

Diserahkan

Ketentuan :

PPh Dalam Bentuk Gas Bumi
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Penyetoran Bagian Negara

Pembayaran Pajak Penghasilan
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PENYETORAN BAGIAN NEGARA
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SKK MIGAS
Atau

BP MIGAS ACEH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKDIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Hasil Penjualan dan/ atau
pengiriman Lifting

Disetor kepada Negara

Laporan per WK

(setiap bulan
berdasarkan nilai

tagihan atau dokumen

Laporan per WK

(setiap bulan
berdasarkan nilai

tagihan atau
dokumen

Laporan per WK

(setiap bulan
berdasarkan nilai

tagihan atau
dokumen

paling lambat pada akhir 
bulan berikutnya

Tanpapengurangan
biaya-biayaadministrasi
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Hasil 
Perhitungan
Final Lifting

Overlifting 
Kontraktor

Underlifting
Kontraktor

Dilakukan
penagihan ke

Pemeritah oleh 
SKK MIGAS

Dilakukan 
penagihan ke 

Kontraktor oleh 
SKK MIGAS

diatur secara tersendiri dalam 
Peraturan Menteri Keuangan
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Dilakukan melalui Bank Persepsi Valas
PPh dalam

bentuk tunai
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PPh dalam bentuk
Volume Minyak Bumi
dan/ atau Gas Bumi

Å Dilakukan melalui penyerahan volume Migas dari Kontraktor
kepada Pemerintah yang diwakili oleh SKK Migas dan BP
Migas Aceh;

Å Pembayaran PPh ini wajib dilakukan paling lama pada tanggal
15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir ;

Å Pembayaran dalam bentuk Berita Acara Serah Terima

Dituangkan dalam BAST dan ditandatangani oleh Kontraktor dan Pemerintah (diwakili SKK
Migas dan BP Migas Aceh);

harus disampaikan oleh SKK Migas kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Pajak dan Direktorat Jenderal Anggaran paling lama 5 (lima) hari kerja setelah
ditandatanganinya berita acara serah terima;

Tanggal BASTsbg bukti tanggal pembayaran PPh dan bentuk Migas

Å Kontraktor wajib menyampaikan Surat Setoran Pajak untuk
pembayaran Pajak Penghasilan berupa volume minyak bumi
dan/atau gas bumi pada saat penyerahan volume Migas

SanksisesuaiUU KUP
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PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN
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Ketentuan Tambahan

KEWAJIBAN SKKMIGAS ATAU BP MIGAS ACEH

Å melaporkan hasil penjualan Migas kepada Kementerian
Keuangan c.q. DJP, dalam hal Migas yang berasal dari
pembayaran PPh dalam bentuk volume Migas DIJUAL

Å menyetorkan hasil penjualan minyak bumi dan/atau gas
bumi ke Kas Negara melalui Bank Persepsi Valas
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PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN
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Sarana Pembayaran
Pajak Penghasilan

PEMBAYARAN PPH TUNAI

Å Menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana
administrasi lain yang kedudukannya dipersamakan
dengan SSP;

Å Diakui sebagai bukti pembayaran yang sah dalam hal
telah memperoleh Nomor Transaksi Penerimaan
Negara dan Nomor Transaksi Bank;

Å Tanggal yang diakui sebagai tanggal pembayaran
Pajak Penghasilan oleh Kontraktor adalah tanggal
bayar yang tertera pada Bukti Penerimaan Negara .
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Sarana Pembayaran
Pajak Penghasilan

PEMBAYARAN PPH Dg VOLUME MIGAS

Å Pembayaran PPh (angsuran dalam tahun berjalan & PPh
atas PKPsetelah dikurangi PPh Badan yang dibayar secara
bulanan) dalam bentuk volume migas :

ü SSPdibuat berdasarkan BAST (BASTditandatangani
Kontraktor dan Pemerintah dan diserahkankepada DJP
dan DJA);

ü SSPharus dilampiri BAST

Å SSP diakui bukti pembayaran yang sah apabila telah
divalidasi pejabat yg ditunjuk ;

Å Validasi dilakukan berdasarkan BAST
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Laporan

Penerimaan

Negara

Laporan
Bulanan

- Bagian Negara
- PajakPenghasilan

- DJA cq. Dit .
PNBP

- DJP tempat
Operator dan
Partner
Terdaftar

- SKK MIGAS
atau BP Migas
Aceh

Laporan Penerimaan

Negara

KONTRAKTOR
SbgOperator 

maupunPartner

* Kontraktor bertindak sebagai Partner, maka laporan penerimaan 

negara disusun berdasarkan data kegiatan usaha hulu minyak 

bumi dan/atau gas bumi dari Operator

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012



TATA CARA PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA DARI KEGIATAN USAHA HULU MIGAS
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Laporan

Penerimaan

Negara

Laporan
Bulanan

Laporan Penerimaan

Negara

KONTRAKTOR
SbgOperator 

maupunPartner

SPT Masa 
PPh

- paling lambat tgl 20 
bulan berikutnya (lap 
bulanan);

- Bertepatanhari libur, 
LPN disampaikanhari
kerja berikutnya;

- terlambat, dikenaisanksi
sesuaiketentuan
perundang-undangan
perpajakan
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PENYESUAIANATAS 

KETENTUAN 

PMK 120/PMK.03/2019

Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian 

Permintaan Kembali Pajak Pertambahan 

Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi 

Pemegang Paspor Luar Negeri



PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 120/PMK.03/2019

GAMBARAN UMUM
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VAT REFUND
merupakan insentif perpajakan yang diberikan kepada

orang pribadi pemegang paspor luar negeri (Turis Asing) 

berupa pengembalian PPN yang sudah dibayar atas

pembelian BKP yang kemudian dibawa Turis Asing

tersebut ke luar daerah pabean.



SUBJEKYANG DAPAT MENGAJUKAN VAT REFUNDDAN OBJEKYANG DAPAT DIAJUKAN VAT REFUND

Turis Asing

Turis Asing adalah orang

pribadi yang memiliki paspor

yang diterbitkan oleh negara

lain.

Turis Asing yang dapat

mengajukan VAT Refund yaitu

Turis Asing yang:

1. Bukan merupakan WNI atau

bukan permanent resident

of Indonesia; dan

2. Tinggal atau berada di

Indonesia tidak lebih dari

60 (enam puluh ) hari sejak

tanggal kedatangannya.

www.pajak.go.id

SUBJEK OBJEK

Barang Bawaan

Barang Bawaan adalah BKP yang

dibeli oleh Turis Asing dari PKPToko

Retail dan dibawa keluar Daerah

Pabean oleh yang bersangkutan

dengan menggunakan moda

transportasi pesawat udara.
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PKP Toko Retail

PKPToko Retail yang ingin berpartisipasi dalam skema VAT

Refund harus mendaftarkan diri sebagai PKP yang

berpartisipasi dalam skemaVATRefund.

PKP Toko Retail yang berpartisipasi dalam skema VAT

Refundwajib:

Å membuat Faktur Pajak atas penyerahan BKP berupa

Barang Bawaan kepada Turis Asing sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai Faktur Pajak; dan

Å menyampaikan SPTMasa PPN atas seluruh penyerahan

BKP/JKP yang dilakukannya, termasuk penyerahan

BarangBawaankepada Turis Asing.
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KETENTUANPENGAJUAN VAT REFUND
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Å paling sedikit Rp500.000;

Å tercantum dalam 1 (satu) FPatau hasil

penggabungan lebih dari 1 (satu) FP;

dan

Å nilai PPN pada masing-masing FP

paling sedikit Rp50.000.

NILAI PPN BARANG BAWAAN

Pembelian Barang Bawaan dilakukan

dalam jangka waktu 1 (satu) bulan (30

hari kalender) sebelum keberangkatan ke

luar daerah pabean.

PENGAJUAN

Å diajukan oleh Turis Asing bersangkutan;

Å maksimal 1 (satu) kali pengajuan untuk 1

(satu) periode berkunjung ke Indonesia;

dan

Å diajukan ke DJP melalui Unit Pelaksana

Restitusi PPN Bandara pada bandara yang

telah ditetapkan oleh Menteri pada saat

akan meninggalkan Indonesia.

BANDARA

Bandarayang telah ditetapkan:

Å BandaraInternasional Soekarno-Hatta;

Å BandaraInternasional Ngurah Rai;

Å BandaraInternasional Juanda;

Å BandaraInternasional Yogyakarta; dan

Å BandaraInternasional Kualanamu.
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Turis Asing

mengajukan permintaan VAT

Refund melalui UPRPPN

Bandara dengan membawa

dan menunjukkan:

Å BarangBawaan;

Å paspor;

Å boarding pass; dan

Å Faktur Pajak.

Petugas Konter Pemeriksaan

melakukan penelitian sbb:

Å Turis Asing bukan WNI atau permanent

resident of Indonesia, dan berada di

Indonesia tidak lebih dari 60 hari sejak

tanggal kedatangan;

Å nilai PPN yang diajukan pengembalian

minimal Rp500.000, dengan nilai PPN yang

tercantum dalam FPminimal Rp50.000;

Å pembelian Barang Bawaan dilakukan dalam

jangka waktu 1 bulan (30 hari kalender)

sebelum keberangkatan; dan

Å pencocokan jenis dan jumlah Barang Bawaan

dengan FP.

Petugas Konter Pembayaran

Dalam hal memenuhi ketentuan dan

berdasarkan pencocokan yang

dilakukan Petugas Konter

Pemeriksaan sesuai seluruhnya atau

sesuai sebagian, Petugas Konter

Pembayaran mengembalikan PPN

secara:

Å tunai, jika nilai PPN yang

dikembalikanÓRp5jt; atau

Å transfer, jika nilai PPN yang

dikembalikan > Rp5jt .
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Petugas Konter

Pemeriksaan

Form. VAT Refund

KPP yang 

ditunjuk

SKPLB
Nothit Pengembalian

Kelebihan Pembayaran Pajak

3 hari

kerja

SKPKPP

3 hari kerja

SPMKP

1 bulan

SPMKP, SKPKPP, 

dan ADK

KPPN

SP2D
sesuai peraturan perundang -

undangan di bidang

perbendaharaan

Catatan:

Å Nomor rekening dan nama Bank Turis Asing

harus dicantumkan dalam form. VATRefund.

Å Segala biaya terkait transfer mengurangi nilai

PPNyang ditransfer ke Turis Asing.

Å PPN dikembalikan tunai maks. Rp5jt jika Turis

Asing tidak menyampaikan nomor rekening dan

nama bank dan/atau memilih untuk

dikembalikan secaratunai.

Å Dalam hal terdapat gagal transfer akan diproses

sesuai peraturan perundang-undangan di

bidang perbendaharaan.
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Petugas Konter

Pemeriksaan

Pemegang UP pada 

Konter Pembayaran

BA Persetujuan

Pengembalian PPN 

secara Tunai

Laporan

pertanggungjawaban

Daftar nominatifpembuat dokumen

ditandatangani oleh Pemegang UP pada Konter Pembayaran

ditandatangani oleh PetugasKonter Pemeriksaan

KPP

Catatan:

Å BA PersetujuanPengembalian PPN secaratunai

dibuat setiap ada persetujuan pengembalian PPN 

secaratunai.

Å Lap. pertanggungjawaban dan daftar nominatif

dibuat setiap akhir hari.
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KPP

Catatan:

Å Pemegang UP Pengembalian Pajak melakukan penggantian UP Pengembalian Pajak

menggunakan SPM Penggantian UP Pengembalian Pajak setelah UP Pengembalian

Pajakdigunakan paling sedikit 50%

Å PenyediaanUP dilakukan berdasarkanketentuan di bidang perbendaharaan

KPPN

SPM UP 

Pengembalian Pajak

SPM Tambahan UP 

Pengembalian Pajak

Nilai dalam SPM UP Pengembalian Pajak = perkiraan

pengeluaran pengembalian PPN,sebesar:

Å 1/12 dari total realisasi pengembalian PPN tahun

sebelumnya yang dibayarkan secaratunai, paling banyak

Rp500jt; atau

Å paling banyak Rp500jt dalam hal tidak terdapat realisasi

pengembalian PPN tahun sebelumnya yang dibayarkan

secaratunai.

SPM Tambahan UP Pengembalian Pajak dapat diajukan

dalam hal sisa UP Pengembalian Pajak tidak cukup untuk

melakukan pengembalian PPNsecaratunai, dengan syarat:

Å harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu)

bulan sejak SP2D Tambahan UP Pengembalian Pajak

diterbitkan .; dan

Å sisa Tambahan UP Pengembalian Pajak harus disetor ke

kas negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas

waktu 1 (bulan) tersebut di atas.
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KPP

KepalaKPP menyetorkan kembali sisaUP Pengembalian Pajakyang 

masih berada dalam pengelolaannya, pada setiap akhir tahun

anggaran.

Dalam hal penyetoran tidak dapat dilakukan hingga tahun

anggaran berakhir, sisaUP Pengembalian Pajakyang masih berada

dalam pengelolaan KPP diperhitungkan dengan pemberian UP 

Pengembalian Pajaktahun berikutnya.

KepalaKPP selaku KPA harus menyampaikan pertanggungjawaban

atas pengelolaan UP Pengembalian Pajakberupa laporan

pertanggungjawaban penyelenggaraan pembayaran pengembalian

PPN kepada Turis Asing yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari laporan keuangan satuan kerja bersangkutan.
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PENYESUAIANATAS 

KETENTUAN 

PMK 32/PMK.010/2019

Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena 

Pajak yang atas Ekspornya Dikenai PPN



PENGHITUNGAN PPN ATAS EKSPOR JASA KENA PAJAK 
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PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 32/PMK.010/2019 

PPN = DPP x Tarif

Penggantian

0%



CAKUPAN KEGIATAN & JENIS EKSPOR JASA KENA PAJAK
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PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 32/PMK.010/2019 

kegiatan pelayanan di dalam Daerah Pabean yang 

menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak 

tersedia untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean

Kegiatan Ekspor

JKP

kegiatan yang melekat

pada barang bergerak

yang dikeluarkan untuk 

dimanfaatkan di luar

Daerah Pabean

kegiatan yang melekat

pada barang tidak

bergerak yang berada di 

luar Daerah Pabean

kegiatan pelayanan (selain

kegiatan huruf a & b ) yang 

hasilnya diserahkan untuk 

dimanfaatkan di luar Daerah 

Pabeanberdasarkan 

permintaan Penerima Ekspor 

Jasa Kena Pajak

a b c

Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan perikatan dan menerima manfaat langsung atas EksporJasa 

Kena Pajak, berada di luar Daerah Pabean, dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang tidak mempunyai Bentuk Usaha Tetap di Indonesia 

sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilanbesertaperubahannya
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Jasa Maklon

Jasa Perawatan dan 

Perbaikan

Jasa Pengurusan 

Transportasi ( freight 

forwarding ) terkait 

barang untuk tujuan 

ekspor

Å spesifikasi dan bahan baku dan/atau

bahan setengah jadi disediakan oleh 

Penerima Ekspor JKP;

Å bahan baku dan/atau bahan setengah

jadi akan diproses untuk 

menghasilkan BKP;

Å kepemilikan atas BKP yang dihasilkan

berada pada Penerima Ekspor JKP; 

dan

Å pengusaha jasa maklon mengirim

BKP yang merupakan hasil

pekerjaannyake luar Daerah Pabean

dengan menggunakan mekanisme

ekspor barang .

CAKUPAN KEGIATAN & JENIS EKSPOR JASA KENA PAJAK

Jenis Jasa Kena Pajak berupa kegiatan pelayanan yang melekat pada barang bergerak yang

dikeluarkan untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean
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CAKUPAN KEGIATAN & JENIS EKSPOR JASA KENA PAJAK

Jenis Jasa Kena Pajak berupa kegiatan pelayanan yang melekat pada barang tidak bergerak yang

berada di luar Daerah Pabean

Jasa Konsultansi Konstruksi

Pengkajian Perencanaan Perancangan

bangunan atau rencana bangunan yang berada di luar Daerah Pabean

meliputi
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CAKUPAN KEGIATAN & JENIS EKSPOR JASA KENA PAJAK

Jenis Jasa Kena Pajak berupa kegiatan pelayanan yang hasilnya diserahkan untuk dimanfaatkan di

luar Daerah Pabean

penyerahan hasil 

dapat dilakukan 

dengan cara

penyampaian 

langsung atau tidak 

langsung antara lain 

melalui pos dan 

saluran elektronik ; 

atau

berupa penyediaan 

hak untuk dipakai 

(akses) di luar Daerah 

Pabean

JenisJasa Kena Pajak berupa kegiatan pelayanan yang hasilnya

diserahkan untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean

a. jasa teknologi dan informasi;

b. jasa penelitian dan pengembangan (research and development);

c. jasa persewaan alat angkut berupa persewaan pesawat udara dan/atau 

kapal laut untuk kegiatan penerbangan atau pelayaran internasional;

d. jasa konsultansi bisnis dan manajemen, jasa konsultansi hukum, jasa 

konsultansi desain arsitektur dan interior, jasa konsultansi sumber daya 

manusia, jasa konsultansi keinsinyuran (engineering services), jasa 

konsultansi pemasaran (marketing services), jasa akuntansi atau 

pembukuan, jasa audit laporan keuangan, dan jasa perpajakan;

e. jasa perdagangan berupa jasa mencarikan penjual barang di dalam 

Daerah Pabean untuk tujuan ekspor; dan 

f. jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit dan/atau 

komunikasi/konektivitas data
berdasarkan permintaan Penerima Ekspor 

Jasa Kena Pajak
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BATASAN JASA TEKNOLOGI DAN JASA INTERKONEKSI

Jasa teknologi dan informasi

Jasa interkoneksi, penyelenggaraan 

satelit dan/atau komunikasi/konektivitas 

data

a. layanan analisissistem komputer , antara lain pemecahan masalahyang 

membutuhkan dukungan teknologi informasi;

b. layanan perancangan sistem komputer , antara lain spesifikasipiranti

keras(hardware), piranti lunak (software), dan/atau jaringan komputer

yang dibutuhkan ;

c. layanan pembuatan sistem komputer dan/atau situs web menggunakan

bahasapemrograman, antara lain layanan pembuatan aplikasi;

d. layanan keamanan teknologi informasi (IT security), antara lain 

perlindungan informasi pada saat informasi diproses, ditransmisikan, 

dan/atau disimpan;

e. layanan pusat kontak (contact center), antara lain pemberian jawaban

dan/atau tindak lanjut atas pertanyaan dan/atau pernyataan yang 

disampaikan kepada pusat kontak;

f. layanan dukungan teknik, antara lain layanan penanganan masalah

pelanggan (client) dalam penerapan, pemakaian, pemrosesandata (data 

processing), dan konfigurasi piranti keras(hardware), piranti lunak

(software), dan/atau jaringan komputer ;

g. layanan komputasi awan (cloud computing) dan web hosting, antara lain 

data hosting atau data storage sepanjang server berada di dalam Daerah 

Pabeandan penerima layanan data hosting atau data storage merupakan

penyedia layanan cloud computing atau web hosting; dan

h. layanan pembuatan konten dengan menggunakan bantuan teknologi

informasi, antara lain pembuatan games, animasi, dan desain grafis.

a. layanan interkoneksi panggilan dan/atau pesan singkat

internasional yang dilakukan oleh penyelenggara

telekomunikasi dalam negeri kepada penyelenggara

telekomunikasi luar negeri;

b. layanan transmitter and responder (transponder) satelit

yang dilakukan oleh penyelenggara satelit dalam negeri 

kepada penerima layanandi luar negeri, sepanjang

stasiun bumi yang digunakan oleh penerima layanan

berada di luar Daerah Pabean;

c. layananpengendalian satelit yang dilakukan oleh 

penyelenggara satelit dalam negeri kepada

penyelenggara satelit luar negeri, sepanjang stasiun bumi

pengendali yang digunakan oleh penyelenggara satelit

dalam negeri berada di dalam Daerah Pabean; dan/atau

d. layananketersambungan internet global melalui jaringan

publik atau privat yang dilakukan oleh penyelenggara

jaringan dalam negeri kepada penerima layanandi luar

negeri.
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PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 32/PMK.010/2019 

SYARAT EKSPOR JASA KENA PAJAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DENGAN TARIF PPN 0%

Ketentuan

Ekspor JKP

Å jenis;

Å rincian kegiatan; 

dan

Å nilai penyerahan,

Jasa Kena Pajak

didasarkan atas perikatan atau

perjanjian tertulis antara PKP dengan

Penerima EksporJKP yang 

mencantumkan dengan jelas:

terdapat pembayaran disertai dengan bukti

pembayaran yang sah dari PenerimaEksporJKP kepada

PKP sehubungan dengan EksporJKP

Kegiatan pelayanan yang tidak memenuhi

ketentuan dianggap sebagai penyerahan

Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean

yang dikenai PPN

dan

Jasa Kena Pajak yang dihasilkan dan 

dimanfaatkan di luar Daerah Pabean tidak 

dikenai PPN
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PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 32/PMK.010/2019 

SAAT TERUTANG & FAKTUR PAJAK

Saat terutangnya Pajak 

Pertambahan Nilai atas Ekspor

JKP yaitu pada saat Ekspor

JKP

SaatEskporJKP yaitu pada 

saat Penggantian atas jasa

yang diekspor tersebut

dicatat atau diakui sebagai

piutang atau penghasilan

PKP yang melakukan Ekspor JKP wajib 

membuat Faktur Pajak .

Pemberitahuan EksporBarang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa 

Kena Pajak wajib dibuat melalui Portal Wajib Pajak atau laman

lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP

Faktur Pajak berupa Pemberitahuan Ekspor Barang

Kena Pajak Tidak Berwujud /Jasa Kena Pajak dengan

dilampiri dengan faktur penjualan (invoice ) yang 

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan

Pemberitahuan EksporBarangKena Pajak Tidak

Berwujud/Jasa Kena Pajak yang merupakan dokumen

tertentu yang dipersamakan dengan Faktur Pajak

PMK-

81

PMK-

32

Pemberitahuan EksporJasa Kena Pajak dibuat sesuaidengan

format tercantum dalam Lampiran PMK-32.
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PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 32/PMK.010/2019 

PERUBAHAN PEMBERITAHUAN EKSPOR JKP ATAU BKPTB

Pemberitahuan Ekspor JPK / BKPTB

PMK 32/PMK.010/2019
Pemberitahuan Ekspor BKPTB / JKP

PMK 81 Tahun 2024
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PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 32/PMK.010/2019 

PELAPORAN

Atas kegiatan EksporJasa 

Kena Pajak

dilaporkan sebagai EksporJasa Kena 

Pajak dalam Surat Pemberitahuan

Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Khususatas kegiatan Ekspor

Jasa Kena Pajak berupa jasa

maklon

dilaporkan sebagai EksporJKP dalam

dalam SPT Masa PPN

dilaporkan sebagai EksporBKP (yang 

dihasilkan dari kegiatan jasamaklon) 

dalam SPT Masa PPN
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PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 32/PMK.010/2019 

PELAPORAN

PE
JKP/BKPTB

PEB

SPT MASA 

PPN

(jasa maklon)

Pajak M asukan
yang berhubungan langsung dengan 

kegiatan Ekspor Jasa Kena Pajak dapat 

dikreditkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di 

bidang perpajakan.
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PENYESUAIANATAS 

KETENTUAN 

PMK 65/PMK.03/2010

Tata Cara Pengurangan PPN atau PPN & 

PPnBM atas Barang Kena Pajak yang 

Dikembalikan dan PPN atas Jasa Kena 

Pajak yang Dibatalkan



PENGEMBALIAN (RETUR) BKP

www.pajak.go.idPasal 1 angka 184, Pasal 286 (1) & (4), Pasal 287 (1), Pasal 288 (1) & (4), Pasal 290 (1)

Definisi
Pengembalian BKPbaik sebagian maupun seluruhnya

oleh pembeli BKP.

Saat pengembalian

BKP

Kewajiban pembeli

BKP

Pengurangan bagi

PKP penjual BKP

Pengurangan bagi

pembeli BKP

Saat BKP dikembalikan oleh pembeli BKP.

Membuat Nota Retur pada saat BKP dikembalikan dan menyampaikan nya kepada PKP

penjual BKP.

Mengurangi Pajak Keluaran dan PPnBM yang terutang.

Ą Dilakukan dalam Masa Pajak saat terjadinya pengembalian BKP.

Mengurangi :

Á Pajak Masukan dari PKP pembeli BKP, dalam hal Pajak Masukan atas BKP yang

dikembalikan telah dikreditkan;

Á biaya atau harta bagi PKP pembeli BKP, dalam hal pajak atas BKP yang dikembalikan

tidak dikreditkan dan telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan

(dikapitalisasi)dalam harga perolehan harta tersebut; atau

Á biaya atau harta bagi pembeli BKP yang bukan PKP, dalam hal PPN atau PPN dan

PPnBM atas BKP yang dikembalikan telah dibebankan sebagai biaya atau telah

ditambahkan (dikapitalisasi)dalam harga perolehan harta tersebut.

Ą Dilakukan dalam Masa Pajak saat terjadinya pengembalian BKP.

Pengembalian BKP dianggap tidak 

terjadi dalam hal BKP yang 

dikembalikan diganti dengan BKP 

yang sama, baik dalam jumlah fisik, 

jenis, maupun harganya.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 65/PMK.03/2010 



PEMBATALAN JKP

www.pajak.go.id

Definisi
Pembatalan JKP baik sebagian maupun seluruh hak atau fasilitas atau kemudahan oleh

penerima JKP.

Saat pembatalan

JKP

Kewajiban penerima

JKP

Pengurangan bagi

PKP pemberi JKP

Pengurangan bagi

penerima JKP

Saat dilakukannya pembatalan hak atau fasilitas atau kemudahan oleh pihak penerima JKP.

Membuat Nota Pembatalan pada saat BKP dikembalikan dan menyampaikan nya kepada

PKP pemberi JKP.

Mengurangi Pajak Keluaran yang terutang.

Ą Dilakukan dalam Masa Pajak saat terjadinya pembatalan JKP.

Mengurangi :

Á Pajak Masukan dari PKP penerima JKP, dalam hal Pajak Masukan atas JKP yang

dibatalkan telah dikreditkan;

Á biaya atau harta bagi PKP penerima JKP, dalam hal PPN atas JKP yang dibatalkan tidak

dikreditkan dan telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi)

dalam harga perolehan harta tersebut; atau

Á biaya atau harta bagi penerima JKP yang bukan PKP, dalam hal PPN atas JKP yang

dibatalkan telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam

harga perolehan harta tersebut.

Ą Dilakukan dalam Masa Pajak saat terjadinya pembatalan JKP.

Pasal 1 angka 185, Pasal 286 (3), Pasal 287 (2), Pasal 289 (1) & (4), Pasal 290 (2)

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 65/PMK.03/2010 



NOTA RETUR DAN NOTA PEMBATALAN

www.pajak.go.id

Nota Retur dan Nota Pembatalandibuat dengan ketentuan :

a. berbentuk elektronik ;

b. dibuat dan diunggah melalui modul dalam Portal Wajib Pajak atau laman

lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat JenderalPajak;

c. ditandatangani dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik ; dan

d. memperoleh persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.

Nota Retur dan Nota Pembatalan paling sedikit mencantumkan :

1. nomor nota retur/nota pembatalan;

2. kode, nomor seri, dan tanggal Faktur Pajak dari BKP yang dikembalikan/JKPyang dibatalkan, untuk nota

retur/nota pembatalan atas Faktur Pajakcfm. Pasal13 ayat (5) UU PPN;

3. nomor dan tanggal dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dari

BKP yang dikembalikan / JKP yang dibatalkan , untuk nota retur/nota pembatalan atas dokumen tertentu

yang kedudukannya dipersamakandengan Faktur Pajakcfm. Pasal13 ayat (6) UU PPN;

4. nama,alamat, dan NPWPpembeli BKP/penerima JKP;

5. nama,alamat, dan NPWPPKPpenjual BKP/pemberi JKP;

6. jenis barang/ jasadan jumlah harga jual/penggantian BKP/JKPyang dikembalikan/dibatalkan;

7. PPNatau PPNdan PPnBMatas BKP/JKPyang dikembalikan/dibatalkan;

8. tanggal pembuatan nota retur/nota pembatalan; dan

9. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Nota Retur/Nota Pembatalan.

Contoh format 

Nota Retur dan 

Nota Pembatalan

tercantum dalam

Lampiran huruf

RR dan SS PMK

Pasal 288 (2) & (3), Pasal 289 (2) & (3)

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 65/PMK.03/2010 



PENGEMBALIAN BKP ATAU PEMBATALAN JKP DIANGGAP TIDAK TERJADI

www.pajak.go.id
Pasal 288 (5), Pasal 289 (5)

× Pengembalian BKPdianggap tidak terjadi dalam hal:

Ánota retur dibuat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 288 ayat (2) PMK;

Ánota retur tidak selengkapnya mencantumkan keterangan sesuai dengan ketentuan Pasal288 ayat

(3) PMK;

Ánota retur tidak dibuat pada saat BKPtersebut dikembalikan; dan/atau

Ánota retur tidak disampaikan kepada PKPpenjual BKP.

× Pembatalan JKPdianggap tidak terjadi dalam hal:

Ánota pembatalan dibuat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 289 ayat (2) PMK;

Ánota pembatalan tidak selengkapnya mencantumkan keterangan sesuai dengan ketentuan Pasal

289 ayat (3) PMK;

Ánota pembatalan tidak dibuat pada saat JKPtersebut dibatalkan; dan/atau

Ánota pembatalan tidak disampaikan kepada PKPpemberi JKP.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 65/PMK.03/2010 



PENCABUTAN PMK SEBELUMNYA

www.pajak.go.id
Pasal 483 angka 6

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 65/PMK.03/2010 



www.pajak.go.id

PENYESUAIANATAS 

KETENTUAN 

PMK 8/PMK.03/2021

Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan 

PPN atau PPN & PPnBM oleh BUMN dan 

Perusahaan Tertentu yang Dimiliki Secara 

Langsung oleh BUMN Sebagai Pemungut PPN



PERLAKUAN PEMUNGUTAN PPN (OLEH BUMN DAN ANAK BUMN TERTENTU)

www.pajak.go.id
Pasal 291

PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)

dan/atau JasaKena Pajak (JKP)oleh rekanan kepada pemungut PPN,dipungut , disetor,

dan dilaporkan oleh Pemungut PPN.

Rekananmerupakan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP dan/atau

JKP kepada Pemungut PPN.

Dalam hal terjadi penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Pemungut PPN kepada Pemungut

PPN lainnya sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Menteri Keuanganini, PPN atau

PPN dan PPnBMyang terutang dipungut , disetor, dan dilaporkan oleh Pemungut PPN 

yang melakukan penyerahan BKP dan/ atau JKP.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 8/PMK.03/2021



PEMUNGUT PPN

www.pajak.go.id
Pasal 1 angka 135, Pasal 292

BUMN *

BUMN yang dilakukan restrukturisasi oleh Pemerintah

setelah tanggal 1 April 2015, dan restrukturisasi

tersebut dilakukan melalui pengalihan sahammilik

negara kepada BUMN lainnya **

Perusahaan tertentu yang dimiliki secara

langsung oleh BUMN, dengan kepemilikan sahamdi 

atas 25% **

Ditetapkan dengan

KMK ***

* BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara 

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

** Dalam hal perusahaantidak lagi dimiliki secaralangsung oleh BUMN, perusahaandimaksud

tidak lagi ditunjuk sebagai Pemungut PPN.

*** Saat ini: KMK-240/KMK.03/2022.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 8/PMK.03/2021



TARIF PEMUNGUTAN

www.pajak.go.id
Pasal 293

ÁTarifPPNx DasarPengenaanPajak; atau

ÁFormulatertentu x TarifPPNx DasarPengenaanPajak
Ą Besarantertentu PPN

Tarif PPnBMx  Dasar PengenaanPajak

NEW

PPN

PPnBM

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 8/PMK.03/2021



PENGECUALIAN DARI PEMUNGUTAN

www.pajak.go.id
Pasal 294

Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah PPN atau PPN

dan PPnBMyang terutang dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya

lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan/atau bahan bakar bukan minyak oleh PTPertamina (Persero)

dan/atau anak usaha PT Pertamina (Persero) . *

Pembayaranatas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaantelekomunikasi.

Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaanpenerbangan.

Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKPyang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

perpajakan, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN.

Dipungut , disetor , dan dilaporkan oleh Rekanan

Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang perpajakan, tidak dikenai PPN atau PPN dan PPnBM.

* Anak usaha PT Pertamina (Persero) meliputi PT Pertamina Patra Niaga , PT Kilang Pertamina Internasional , PT Elnusa Petrofin , 

dan anak usaha PT Pertamina (Persero) lainnya yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi penjualan dan/atau distribusi bahan bakar 

minyak dan/atau bahan bakar bukan minyak.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 8/PMK.03/2021



PEMBUATAN FAKTUR PAJAK OLEH REKANAN

www.pajak.go.id
Pasal 295

× Rekanan wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada

Pemungut PPN.

× Faktur Pajakharus dibuat pada :

Á saat penyerahan BKPdan/atau penyerahan JKP;

Á saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan

BKPdan/atau sebelum penyerahan JKP;

Á saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau

Á saat lain yang diatur oleh Menteri Keuangan.

× Faktur Pajakdibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

× Rekananwajib melaporkan Faktur Pajak pada SPTMasa PPN. NEW

NEW

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 8/PMK.03/2021



KODE TRANSAKSI FAKTUR PAJAK

www.pajak.go.id

* BerdasarkanPER-03/PJ/2022 s.t.d.d. PER-11/PJ/2022 atau perubahannya.

** Pasal301 PMK PSIAP, Pasal 308 PMK PSIAP, PMK-231/2019 s.t.d.d. PMK-59/2022, PMK-64/2022, PMK-67/2022, Kontrak Karya.

PemungutPPN

BUMN dan Anak BUMN 

tertentu

SelainPemungutPPN

BUMN dan

Anak BUMN tertentu

REKANAN

(Penjual)

PEMUNGUT PPN

(Pembeli)

KODE TRANSAKSI

(FakturPajak) *

PemungutPPN

BUMN dan

Anak BUMN tertentu

PemungutPPN

SelainBUMN dan

Anak BUMN tertentu
02/03

Dalamhaldikecualikandalam

PMK/ketentuanterkait **

Dalamhal tidak dikecualikandalam

PMK/ketentuanterkait **

PemungutPPN

BUMN dan

Anak BUMN tertentu

DalamhaldikecualikandalamPasal 

294 PMK PSIAP

Dalamhal tidak dikecualikandalam

Pasal 294 PMK PSIAP

01

03

01PemungutPPN

BUMN dan

Anak BUMN tertentu

01

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 8/PMK.03/2021



SAAT PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN

www.pajak.go.id
Pasal 296

× Pemungutan PPNdilakukan pada saat yang bersamaan dengan saat dibuatnya Faktur Pajak oleh PKPrekanan.

× Pemungut PPN wajib menyetorkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut dengan menggunakan SSP

atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa

Pajakdilakukannya pemungutan berakhir.

× SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP dibuat dengan menggunakan nama Pemungut

PPN.

× Pemungut PPN wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut dan disetor paling lambat

akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajakdilakukannya pemungutan dengan menggunakan:

Á SPTMasa PPN bagi PKP, dalam hal Pemungut PPNberstatus sebagai PKP; atau

Á SPTMasa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain, dalam hal Pemungut PPNtidak berstatus sebagai PKP.

× Pemungut PPN yang berstatus sebagai PKP, dapat memperhitungkan kelebihan pemungutan PPN sebagai

pengurang Pajak Keluaran pada perhitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar dalam Masa Pajak yang sama

pada SPTMasa PPN.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 8/PMK.03/2021



SANKSI

www.pajak.go.id
Pasal 297

× Rekanantidak memenuhi ketentuan :

Á pembuatan Faktur Pajak; dan/atau

Á pelaporan Faktur Pajakdalam SPT Masa PPN.

× Pemungut PPN tidak memenuhi ketentuan :

Á pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM;

Á penyetoran PPN atau PPN dan PPnBM; dan/atau

Á pelaporan Faktur Pajakdalam SPT Masa PPN.

Dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan UU KUP

NEW

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 8/PMK.03/2021



PENCABUTAN PMK SEBELUMNYA

www.pajak.go.id
Pasal 483 angka 34

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 8/PMK.03/2021
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PENYESUAIANATAS 

KETENTUAN 

PMK 73/PMK.03/2010

Penunjukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama 

Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor atau 

Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber 

Daya Panas Bumi untuk Memungut, Menyetor, dan 

Melaporkan PPN atau PPN & PPnBM, serta Tata Cara 

Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya



RUANG LINGKUP

www.pajak.go.id

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 73/PMK.03/2010

Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang

Izin merupakan:

a. kontraktor kontrak kerja sama

pengusahaanminyak dan gas bumi; dan

b. kontraktor atau pemegang

kuasa/pemegang izin pengusahaan

sumber daya panasbumi,

yang meliputi kantor pusat, cabang, maupun

unitnya (Pasal298 ayat (2))

Pemungut PPN

Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang

Izin ditunjuk sebagai Pemungut PPN (Pasal298

ayat (1))

Memungut , menyetor, dan melaporkan

PPN atau PPN dan PPnBM
(Pasal299 ayat (1))

Menyerahkan BarangKenaPajak

dan/atau JasaKenaPajak

Membuat Faktur Pajak

1

2

LANDASA

N

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan

BKPdan/atau JKPkepada Kontraktor atau Pemegang

Kuasa/Pemegang Izin
(Pasal299 ayat (2))

Rekanan

Faktur Pajakharus dibuat pada:
1. saat penyerahanBKPdan/atau JKP;

2. saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran

terjadi sebelum penyerahan BKPdan/atau JKP;

3. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal

penyerahansebagian tahap pekerjaan; atau

4. saat lain yang diatur oleh Menteri

sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan

di bidang perpajakan (Pasal299 ayat (2))



KEWAJIBAN ADMINISTRASI PPN BAGI KONTRAKTOR ATAU PEMEGANG KUASA/PEMEGANG IZIN

www.pajak.go.id

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 73/PMK.03/2010

Pemungutan Penyetoran Pelaporan

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Dihitung sesuaidengan ketentuan

peratuan perundang-undangan di 

bidang perpajakan
(Pasal300 ayat (1) dan ayat (2))

menggunakan SSP atau

saranaadministrasi lain 

yang disamakan

dengan SSP dengan

menggunakan nama

Kontraktor atau

Pemegang

Kuasa/Pemegang Izin
(Pasal303 ayat (2) dan ayat

(3))paling lama akhir bulan

berikutnya setelah Masa 

Pajakdilakukannya

pemungutan berakhir
(Pasal303 ayat (2))

saat penyerahanBKP dan/atau JKP;1

saat penerimaan pembayaran dalam

hal pembayaran terjadi sebelum

penyerahanBKP dan/atau JKP; 

2

saat penerimaan pembayaran termin

dalam hal penyerahansebagian

tahap pekerjaan; atau

3

saat lain yang diatur oleh Menteri. 4

Dilakukan pada:
paling lama akhir

bulan berikutnya

setelah Masa Pajak

dilakukannya

pemungutan berakhir
(Pasal303 ayat (4))

menggunakan SPT 

Masa PajakPPN
(Pasal303 ayat (5))

SPT

Masa PPN

Tidak memenuhi ketentuan

pemungutan , penyetoran, dan/atau

pelaporan

dikenai sanksisesuaidengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perpajakan (Pasal304 ayat (1))

(Pasal303 ayat (1))

SSP



PPN ATAU PPN DAN PPNBM TIDAK DIPUNGUT OLEH KONTRAKTOR / PEMEGANG KUASA/PEMEGANG IZIN

www.pajak.go.id

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 73/PMK.03/2010

Pembayaranyang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah PPN 

atau PPN dan PPnBMyang terutang dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu

transaksiyang nilai sebenarnyalebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 

Pembayaranatas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan perundang-

undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan

dari pengenaan PPN

Pembayaranatas penyerahanbahan bakar minyak dan/atau bahan bakar bukan minyak

oleh PT Pertamina (Persero) dan anak usahaPT Pertamina (Persero) 

4 Pembayaranatas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaantelekomunikasi

5
Pembayaranatas jasaangkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan

penerbangan

Pembayaranlainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasayang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai PPN atau PPN dan

PPnBM

1

2

3

6

?
Bagaimanapelaksanaan

kewajiban administrasi

PPN

Rekananmemungut , 

menyetor, dan melaporkan

PPN atau PPN dan PPnBM

yang terutang
Anak usahaPT Pertamina (Persero) sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c 

meliputi PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional, PT Elnusa

Petrofin, dan anak usahaPT Pertamina (Persero) lainnya yang ditunjuk untuk

menjalankan fungsi penjualan dan/atau distribusi bahan bakar minyak dan/atau

bahan bakar bukan minyak

Pasal301 ayat (3)

Tidak memenuhi

ketentuan pemungutan, 

penyetoran, dan/atau

pelaporan

dikenai sanksisesuai

dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di 

bidang perpajakan

Pasal304 ayat (2)

Dalamhal:
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PENYESUAIANATAS 

KETENTUAN 

PMK 166/PMK.03/2018

Penunjukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus 

Operasi Produksi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan 

PPN atau PPN & PPnBM, serta Tata Cara Pemungutan, 

Penyetoran, dan Pelaporannya tentang Penunjukan Pemegang 

Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi untuk 

Memungut, Menyetor, dan Melaporkan PPN atau PPN & 

PPnBM, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan 

Pelaporannya



RUANG LINGKUP
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PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 166/PMK.03/2018

Menyerahkan BarangKenaPajakdan/atau

JasaKenaPajak

Memungut , menyetor, dan melaporkan

PPN atau PPN dan PPnBM
(Pasal306 ayat (1))

Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi

Produksi merupakan Pemegang Izin Usaha

Pertambangan KhususOperasi Produksi dengan kriteria:

a. Merupakan perubahan bentuk usaha pertambangan

dari Kontrak Karyayang berlum berakhir kontraknya;

b. Bergerakdi bidang usahapertambangan mineral;

c. Izinnya diterbitkan oleh Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

energi dan sumber daya mineral sampai dengan

tanggal 31 Desember 2019,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan (Pasal305 ayat (2))

Pemungut PPN

Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus

Operasi Produksi sebagai Pemungut PPN
(Pasal305 ayat (1))

PengusahaKenaPajakyang melakukan penyerahan

BKP dan/atau JKP kepada Kontraktor atau

Pemegang Kuasa/Pemegang Izin
(Pasal306 ayat (2))

Rekanan

Faktur Pajakharus dibuat pada:
1. saat penyerahan BKPdan/atau JKP;

2. saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran

terjadi sebelum penyerahan BKPdan/atau JKP;

3. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal

penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau

4. saat lain yang diatur oleh Menteri

sesuai degan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan (Pasal309 ayat (2))

Membuat Faktur Pajak



KEWAJIBAN ADMINISTRASI PPN BAGI PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS OPERASI PRODUKSI
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PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 166/PMK.03/2018

Pemungutan Penyetoran Pelaporan

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Dihitung sesuaidengan ketentuan

peratuan perundang-undangan di 

bidang perpajakan
(Pasal307 ayat (1) dan ayat (2))

menggunakan SSP atau

saranaadministrasi lain 

yang disamakandengan

SSP dengan

menggunakan nama

Kontraktor atau

Pemegang

Kuasa/Pemegang Izin
(Pasal310 ayat (2) dan ayat (3))

paling lama akhir bulan

berikutnya setelah Masa 

Pajakdilakukannya

pemungutan berakhir
(Pasal310 ayat (2))

saat penyerahanBKP dan/atau JKP;1

saat penerimaan pembayaran dalam hal

pembayaran terjadi sebelum

penyerahanBKP dan/atau JKP; 

2

saat penerimaan pembayaran termin

dalam hal penyerahansebagian tahap

pekerjaan; atau

3

saat lain yang diatur oleh Menteri. 4

Dilakukan pada:
paling lama akhir bulan

berikutnya setelah Masa 

Pajakdilakukannya

pemungutan berakhir
(Pasal310 ayat (4))

menggunakan SPT Masa 

PajakPPN
(Pasal310 ayat (5))

SPT

Masa PPN

Tidak memenuhi ketentuan pemungutan , 

penyetoran, dan/atau pelaporan
dikenai sanksisesuaidengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan (Pasal311 ayat (1))

(Pasal310 ayat (1))

SSP



PPN / PPN DAN PPNBM TIDAK DIPUNGUT OLEH PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS OPERASI 

PRODUKSI
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PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 166/PMK.03/2018

Pembayaranyang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah PPN atau PPN 

dan PPnBMyang terutang dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksiyang nilai

sebenarnyalebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 

Pembayaranatas penyerahanBKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan di 

bidang perpajakan mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN

Pembayaranatas penyerahanbahan bakar minyak dan/atau bahan bakar bukan minyak oleh PT 

Pertamina (Persero) dan anak usahaPT Pertamina (Persero) 

4 Pembayaranatas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaantelekomunikasi

5 Pembayaranatas jasaangkutan udara yang diserahkan oleh perusahaanpenerbangan

Pembayaranlainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasayang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai PPN atau PPN dan PPnBM

1

2

3

6

?
Bagaimana

pelaksanaan

kewajiban

administrasi PPN

Rekananmemungut , 

menyetor, dan melaporkan

PPN atau PPN dan PPnBM

yang terutang
Anak usahaPT Pertamina (Persero) sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi PT 

Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional, PT ElnusaPetrofin, dan anak usaha

PT Pertamina (Persero) lainnya yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi penjualan dan/atau

distribusi bahan bakar minyak dan/atau bahan bakar bukan minyak

(Pasal308 ayat (3))

Tidak memenuhi

ketentuan pemungutan, 

penyetoran, dan/atau

pelaporan

dikenai sanksisesuai

dengan ketentuan

peraturan perundang-

undangan di bidang

perpajakan

(Pasal311 ayat (2))

Dalamhal:
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PENYESUAIANATAS 

KETENTUAN 

PMK 67/PMK.03/2022

PPN atas Penyerahan Jasa Agen 

Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa 

Pialang Reasuransi



Pemungut PPN
Perusahaan asuransi, perusahaan

asuransisyariah,perusahaan reasuransi,

dan perusahaan reasuransi syariah

wajib memungut , menyetor, dan

melaporkan PPNyang terutang.

PEMUNGUT PPN

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 67/PMK.03/2022

www.pajak.go.id



Jasa Agen 
Asuransi

1,1%
komisi atau imbalan* 

dengan nama dan dalam

bentuk apapun yang 

dibayarkan kepada Agen 

Asuransi

Ånilai pembayaran sebelum dipotong pajak penghasilan atau pungutan lainnya

Återmasuk komisi yang dibayarkan berdasarkan penerimaan komisi atau imbalan 

Agen Asuransi di bawah manajemennya(downline)

BESARANTERTENTUUNTUK AGEN ASURANSI

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 67/PMK.03/2022
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Jasa 
Pialang Asuransi 
atau Pialang Reasuransi

Nilai pembayaran komisisebelum dipotong pajak 
penghasilan atau pungutan lainnya

2,2%
dari komisi atau imbalan dengan 

nama dan dalam bentuk apapun

yang diterima oleh perusahaan

pialang asuransiatau perusahaan

pialang reasuransi

BESARANTERTENTUUNTUK PIALANG ASURANSI ATAU REASURANSI

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 67/PMK.03/2022
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Jika Tarif PPN 12% Berlaku
Tarif PajakPertambahan Nilai yaitu sebesar12% (dua belas persen) yang mulai berlaku

paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025 (Pasal7 ayat (1) huruf b UU HPP)

Jasa agen asuransi 1,1% Ą 1,2%

Jasa pialang asuransi &

jasa pialang reasuransi
2,2% Ą 2,4%

BESARANTERTENTUUNTUK PIANAG ASURANSI ATAU REASURANSI

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 67/PMK.03/2022
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ÅAgen yang memiliki NPWP dianggap

telah dikukuhkan sebagai PKP
(Jika belum ber-NPWP, wajib mendaftarkan diri ke KPP)

ÅPialang dikukuhkan sebagai PKP dengan

mekanisme ketentuan umum
(sertifikat elektronik)

Å Seluruh agen dan pialang tetap PKP walaupun pengusaha kecil (omset tidak

lebih Rp 4,8M)

Å Dalam hal selain menyerahkan jasa agen asuransi, agen juga menyerahkan 

BKP dan/ atau JKP lainnya , Agen Asuransiwajib melaporkan kegiatan

usahanya untuk dikukuhkan PKP sepanjang jumlah peredaran usahanya

melebihi batasan pengusaha kecil (sertifikat elektronik)

STATUSPENGUSAHAKENA PAJAK

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 67/PMK.03/2022
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Agen asuransi, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang 

reasuransi wajib membuat Faktur Pajak

Bukti pembayaran komisi (statement of account) dari

Perusahaan Asuransiatau Perusahaan AsuransiSyariah 

kepada Agen Asuransi dibuat melalui sistem

Perusahaan Asuransiatau Perusahaan AsuransiSyariah

Bukti tagihan atas penyerahan jasapialang asuransi

atau jasapialang reasuransiyang dibuat oleh 

perusahaan pialang asuransidan perusahaanpialang

reasuransi

Dokumen

tertentu yang 

kedudukannya

dipersamakan

dengan

Faktur Pajak

FAKTURPAJAK

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 67/PMK.03/2022
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Paling sedikit memuat :
Ånama dan NPWP PKP yang menyerahkan jasaagen asuransi, jasapialang asuransi, 

atau jasapialang reasuransi;

Ånomor urut dan tanggal dokumen yang dibuat oleh sistem PKP;

Ånilai komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima

oleh PKP; dan

Åjumlah PPN yang dipungut .

Wajib dibuat :
Åpaling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran

komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun oleh Agen

Asuransi; atau

Åpada saat penyerahan jasapialang asuransiatau jasapialang reasuransisesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

DOKUMEN TERTENTUYANG DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTURPAJAK

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 67/PMK.03/2022
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Perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan 

reasuransi syariah wajib :

SPT Masa PPN atau 

SPT Masa PPN 1107 

PUT dalam hal 

pemungut bukan 

PKP, wajib

disampaikan paling 

lama akhir bulan

berikutnya setelah 

Masa Pajak 

dilakukannya

pemungutan

berakhir.

PPN pada saat:

Åpembayaran komisi 

atau imbalan oleh 

pemungut PPN kepada

Agen Asuransi; atau

Åpenerimaan

pembayaran premi

oleh pemungut PPN 

dari perusahaan

pialang asuransiatau

perusahaanpialang

reasuransi.

PPN yang telah dipungut dalam 1 Masa

Pajakdengan menggunakan 1 SSP atau

saranaadministrasi lain yang disamakan

dengan SSP.

Penyetoran PPN dilakukan:

Åatas nama pemungut PPN untuk seluruh

agen asuransi, perusahaanpialang

asuransi, atau perusahaanpialang

reasuransi; dan

Åpaling lama akhir bulan berikutnya 

setelah Masa Pajak dilakukannya 

pemungutan berakhir dan sebelum SPT 

Masa PPNdisampaikan.

Pungut Setor Lapor

PEMUNGUTAN PPN OLEHPEMUNGUT PPN

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 67/PMK.03/2022
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ÅKolom nama dan NPWP diisi

dengan nama dan NPWP 

Pemungut PPN

ÅKode JenisSetoran 900 ðuntuk

penyetoran PPN DN yang dipungut

oleh Pemungut selain Instansi

Pemerintah

Å1 kode billing untuk 1 masa pajak

BILLING SETORANPPN

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 67/PMK.03/2022
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Agen Asuransi yang:

Åkegiatan usahanyahanya jasaagen asuransi; atau

Åselain menyerahkan jasaagen asuransi juga 

menyerahkan BKP dan/ atau JKP lainnya , namun

total seluruh penyerahan tidak melebihi batasan

pengusaha kecil.

SPT Masa PPN-nya

dianggap telah dilaporkan

PELAPORANSPTMASA PPN BAGI AGEN ASURANSI

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 67/PMK.03/2022
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Agen Asuransi yang selain menyerahkan

jasaagen asuransi juga menyerahkan 

BKP dan/ atau JKP lainnya dan sampai

dengan suatu bulan dalam tahun buku

total seluruh penyerahan melebihi

batasan pengusaha kecil.

Wajib laporkan penyerahan jasa

agen asuransidan BKP/JKP lainnya

dalam SPT Masa PPN

PELAPORANSPTMASA PPN BAGI AGEN ASURANSI

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 67/PMK.03/2022
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Perusahaan Pialang Asuransi/Reasuransi

wajib melaporkan:

Åjasa pialang asuransidan/atau jasa

pialang reasuransi; dan/atau

ÅBKP dan/atau JKP lainnya , 

Wajib laporkan penyerahan jasa

pialang dan BKP/JKP lainnya dalam

SPT Masa PPN

PELAPORANSPTMASA PPN BAGI PERUSAHAANPIALANG ASURANSI/REASURANSI

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 67/PMK.03/2022
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Pengkreditan Pajak Masukan
PajakMasukan atas perolehan BKP dan/atau JKP sehubungan dengan

penyerahan jasaagen asuransi, jasapialang asuransi, dan jasapialang

reasuransitidak dapat dikreditkan oleh Agen Asuransi, perusahaan

pialang asuransi, dan perusahaanpialang reasuransi.

Kesalahan Pemungutan
Dalam hal terjadi kesalahan pemungutan PPN yang mengakibatkan PPN yang 

dipungut lebih besar dari pajak yang seharusnya dipungut , atas kelebihan 

pemungutan PPN dapat:
a. diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya 

tidak terutang oleh Pemungut PPN yang bukan berstatus PKP .

b. diperhitungkan sebagai pengurang PK pada perhitungan PPN kurang bayar atau PPN 

lebih bayar dalam Masa Pajak yang sama pada SPT Masa PPN oleh Pemungut PPN 

yang berstatus PKP .

KETENTUANTAMBAHAN

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 67/PMK.03/2022
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PT Asuransi Aman merupakan Perusahaan Asuransi Jiwa, yang bekerja 

sama dengan Nyonya Afif sebagai agen asuransi. Pada tanggal 2,11 

dan 16 April 2025, PT Asuransi Aman membayarkan komisi agen 

asuransi dengan menerbitkan bukti pembayaran komisi.

Memungut PPN atas penyerahan jasaagen asuransi

Ny. Afif pada tanggal 2,11, dan 16 April 2022

Menyetorkan PPN yang telah dipungut dengan

menggunakan SSP atau saranaadministrasi lain yang 

disamakan dengan SSP paling lambat tanggal 31 Mei 

2022

PT 

ASURANSI 

AMAN

CONTOH PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 67/PMK.03/2022
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PT Asuransi Aman merupakan Perusahaan Asuransi Jiwa, yang bekerja 

sama dengan Nyonya Afif sebagai agen asuransi. Pada tanggal 2,11 

dan 16 April 2025, PT Asuransi Aman membayarkan komisi agen 

asuransi dengan menerbitkan bukti pembayaran komisi.

Membuat Faktur Pajak berupa bukti pembayaran

komisi (statement of account) yang dihasilkan dari

sistem PT AsuransiAman

Dianggap telah melaporkan Surat Pemberitahuan

Masa PajakPertambahanNilai

NY. AFIF

SEBAGAI 

PENGUSAHA 

KENA PAJAK 

AGEN 

ASURANSI

CONTOH PELAPORANSPTMASA PPN OLEHAGEN ASURANSI

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 67/PMK.03/2022



Dalam hal Nyonya Afif selain menyerahkan jasa agen asuransi, juga 

menjual tanaman hias dan menyerahkan jasa merangkai bunga yang 

jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi 

batasan pengusaha kecil

Memungut , Menyetor dan Melaporkan PPN yang 

terutang atas penyerahan tanaman hias dan jasa

merangkai bunga

Melaporkan penyerahan jasa agen asuransi dalam

SPT Masa PPN pada kolom penyerahan yang PPN 

nya dipungut oleh pemungut PPN dan penyerahan

tanaman hias dan jasamerangkai bunga pada kolom

pennyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri

NY. AFIF

SEBAGAI PKP 

CONTOH PELAPORANSPTMASA PPN OLEHAGEN ASURANSI

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 67/PMK.03/2022

www.pajak.go.id



PT Asuransi Tenang merupakan Perusahaan Asuransi Umum, yang bekerja sama dengan 

pialang asuransi yaitu PT Pialang Tenteram. Pada tanggal 10 April 2025, PT Pialang Tenteram 

menerbitkan tagihan komisi atas penyerahan jasa pialang asuransi kepada PT Asuransi 

Tenang. Pada tanggal 14 April dan 27 April 2025, PT Pialang Tenteram meneruskan 

pembayaran premi dari pemegang polis kepada PT Asuransi Tenang setelah memotong 

komisi atas jasa pialang asuransi.

Memungut PPN atas penyerahan jasapialang 

asuransi oleh PT Pialang Tenteram pada tanggal 14 

dan 27 April 2025.

Menyetorkan PPN yang telah dipungut dengan 

menggunakan SSPatau saranaadministrasi lain yang 

disamakan dengan SSP paling lama pada tanggal 31 

Mei 2025 

PT 

ASURANSI 

TENANG

CONTOH PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 67/PMK.03/2022
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PENYESUAIANATAS 

KETENTUAN 

PMK 61/PMK.03/2022

PPN atas Kegiatan Membangun 

Sendiri



PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 61/PMK.03/2022

RUANG LINGKUP PPN ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

www.pajak.go.id

kegiatan membangun bangunan, baik bangunan

baru maupun perluasan bangunan lama, yang

dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau

pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang

hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak

lain.

OP Badan Bangunan

Kegiatan Membangun Sendiri

TERUTANG
PPN

Kriteria bangunan:

1. konstruksi utamanya *dapat berupa kayu, beton,

pasangan batu bata atau bahan sejenis,dan/atau baja;

2. diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan

usaha; dan

3. luas keseluruhan paling sedikit 200m2.

termasuk kegiatan membangun bangunan oleh pihak

lain bagi orang pribadi atau badan namun Pajak

Pertambahan Nilai atas kegiatan tersebut tidak

dipungut oleh pihak lain.

Dapat dikecualikan dari kewajiban PPN atas

KMS sepanjang memberikan data/informasi

paling sedikit berupa identitas dan alamat pihak

lain yang membangun bangunan.
*aturan sebelumnyaòterdiri darió
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RUANG LINGKUP PPN ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

Saat terutang : mulai dibangunnya bangunan sampai dengan bangunan selesai

Tempat terutang : tempat bangunan didirikan

KMS Sekaligus dan Bertahap

OP Badan

Bangunan

2 tahun 2 tahun 1 bulan

Tahap 1 Tahap 2

Pembangunan bertahap (satu kesatuan KMS) Pembangunan bertahap 

(satu kesatuan KMS terpisah)

Bangunan

Pembangunan bertahap (satu kesatuan KMS)

2 tahun 2 tahun

Tahap 1 Tahap 2

OP Badan

Bangunan

Pembangunan sekaligus

OP Badan

www.pajak.go.id
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PENGHITUNGAN PPN TERUTANG

TERUTANG

PPN
=

TERTENTU

BESARAN

20% X TARIF PPN X DPP

Tarif PPN sesuai dengan Pasal7 ayat (1) UU PPN

DPP berupa nilai tertentu sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan
untuk membangun bangunan untuk setiap Masa Pajak sampai dengan bangunan selesai, tidak
termasuk biaya perolehan tanah.

www.pajak.go.id
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PENYETORANPPN TERUTANG

SSP atau sarana 

administrasi lain yang 

disamakan dengan SSP

Ketentuan pengisian SSP

Kolom NPWP:

*NPWP OP atau Badan 

yang melakukan KMS

Kolom NOP:

Nomor objek pajak

Dokumen tertentu 

yang 

kedudukannya 

dipersamakan 

dengan FP

*aturan sebelumnyamenggunakan NPWP sesuailokasi bangunan didirikan

sepanjang memenuhi ketentuan pengisian SSP

www.pajak.go.id
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PENGKREDITANPAJAK MASUKAN

PAJAK
MASUKAN

Perolehan BKP dan/atau

JKP sehubungan dengan

KMS

PPN yang tercantum

dalam SSP PPN KMS

(dokumen tertentu)

Tidak  dapat dikreditkan

Dapat dikreditkan
sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan

www.pajak.go.id
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PELAPORANPPN TERUTANG

Non-PKP

penyetoran PPN 

=

pelaporan PPN

PKP

melaporkan penyetoran

PPN dalam SPT Masa

PPN ke KPPterdaftar

TERUTANG
PPN

= NIHIL (0)
dalam suatu Masa Pajak

Penyetoran Pelaporan

www.pajak.go.id
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PENGAWASAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PPN KMS

KPP
OP Badan

Imbauan tertulis

1

tidak melakukan penyetoran dan/atau pelaporan PPN 

yang tidak atau kurang dibayar sesuai imbauan tertulis 

2

3

Imbauan diterbitkan dalam hal OP/Badan:

a. tidak melakukan penyetoran dan/atau pelaporan PPN; atau 

b. telah melakukan penyetoran atau pelaporan namun berdasarkan data yang dimiliki dan diperoleh oleh DJP masih   

terdapat PPN yang kurang dibayar dan/atau dilaporkan .

menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku (pemeriksaan dst.)

www.pajak.go.id
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KETENTUANPERALIHAN

Penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN terutang

atas KMS untuk Masa Pajak sebelum berlakunya PMK

dilakukan berdasarkan PMK yang berlaku pada Masa Pajak

tersebut .

Tarif PPN yang digunakan dalam penghitungan PPN

terutang atas KMS menggunakan tarif PPN yang berlaku

pada saat penyetoran PPN atas KMS.

1

2

www.pajak.go.id
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PENYESUAIANATAS 

KETENTUAN 

PMK 60/PMK.03/2022

Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, 

Penyetoran, dan Pelaporan PPN atas Pemanfaatan 

Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa 

Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam 

Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui 

Sistem Elektronik



OBJEK PEMUNGUTAN PPN

www.pajak.go.id
Pasal 1 angka 196 & 198, Pasal 332 (1), Pasal 333

Pemanfaatan BKP t idak berwujud * dari

luar Daerah Pabeandi dalam Daerah 

Pabeanmelalui PMSE

* TermasukBarangDigital

Jasa yang dikirim melalui

internet atau jaringan

elektronik , bersifat otomatis atau

hanya melibatkan sedikit campur

tangan manusia, dan tidak

mungkin untuk memastikannya

tanpa adanya teknologi informasi, 

termasuk tetapi tidak terbatas

pada layanan jasaberbasisperanti

lunak.

** TermasukJasa Digital

Pemanfaatan JKP ** dari luar Daerah 

Pabeandi dalam Daerah Pabean

melalui PMSE

Setiap barang tidak berwujud 

yang berbentuk Informasi 

Elektronik atau digital meliputi baik 

barang yang merupakan hasil 

konversi atau pengalihwujudan 

maupun barang yang secara 

originalnya berbentuk elektronik, 

termasuk tetapi tidak terbatas pada 

peranti lunak, multimedia, dan/atau 

data elektronik .
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ALUR TRANSAKSI PMSE

www.pajak.go.id
Pasal 332 (2), (3), (4)

Penyedia Jasa 

Luar Negeri

Pemanfaat Barang Pemanfaat Jasa

Luar Daerah Pabean

Dalam Daerah Pabean

ÅPedagangLN

ÅPenyediaJasa LN

ÅPenyelenggaraPMSE LN

ÅPenyelenggaraPMSE DN

Ditunjuk sebagai

Pihak Lain untuk

memungut , menyetor, dan 

melaporkan PPN PMSE

Pelaku Usaha PMSE

Penyelenggara PMSE

Dalam Negeri

Penyelenggara PMSE

Luar Negeri

Transaksilangsung

Transaksimelalui PPMSE LN

Transaksimelalui PPMSE DN

Pedagang

Luar Negeri

NEWNEW

NEW
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SKEMA PEMUNGUTAN PPN PMSE

www.pajak.go.id
Pasal 332 (3), (4), (5)

PPN dipungut dan 

disetor oleh 

Pedagang LN/ 

Penyedia Jasa LN

Pedagang LN/ Penyedia

Jasa LN/ PPMSE ditunjuk

sebagai Pihak Lain?

Melalui Penyelenggara PMSE?

Pedagang LN/ Penyedia

Jasa LN  ditunjuk sebagai

Pihak Lain?

Pemanfaat Barang/ 

Pemanfaat Jasa 

menyetor sendiri PPN

(Pasal3A (3) UU PPN)

No
Pemanfaat Barang/ 

Pemanfaat Jasa 

menyetor sendiri PPN

(Pasal3A (3) UU PPN)

PPN dipungut dan disetor oleh Pedagang LN/

Penyedia JasaLN/ Penyelenggara PMSEyang:

1. ditunjuk sebagai Pihak Lain, dan

2. menerbitkan commercial invoice, billing , order

receipt, atau dokumen lain yang sejenis.

Pemanfaatan BKPTB/JKP 

dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

No Yes

Yes

No

Yes

NEW NEW NEW NEW

NEW
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PENUNJUKAN SEBAGAI PIHAK LAIN

www.pajak.go.id
Pasal 334

Pelaku Usaha PMSE

ÁPedagang Luar Negeri

ÁPenyediaJasa Luar Negeri

ÁPenyelenggaraPMSE LN

ÁPenyelenggaraPMSE DN

ÁPenunjukan oleh Menteri yang wewenang penunjukannya

dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pajak.

ÅPenunjukan dilakukan dengan menerbitkan Kepdirjen

dan mulai berlaku awal bulan berikutnya setelah

tanggal ditetapkan Kepdirjen penunjukan.

ÅPemungut PPN PMSE diberikan nomor identitas

perpajakan dalam bentuk Nomor Pokok Wajib Pajak

sebagai sarana administrasi perpajakan yang

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas

Pihak Lain dalam melaksanakan hak dan memenuhi

kewajiban perpajakannya.

Penunjukan

sebagai Pihak

Lain

Menyampaikan

pemberitahuan ke DJP

Kriteria:

Á nilai transaksi dengan

Pemanfaat Barang dan/atau

Pemanfaat Jasa di Indonesia

melebihi jumlah tertentu dalam

12 (dua belas) bulan; dan/atau

Á jumlah traffic atau pengakses

melebihi jumlah tertentu dalam

12 (dua belas) bulan.

Ą Ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

Memenuhi

kriteria?

Belum ditunjuk , tetapi

ingin ditunjuk ?

Yes

No
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PENUNJUKAN SEBAGAI PIHAK LAIN

www.pajak.go.id
Pasal 335

Pemanfaat Barang dan/atau Pemanfaat Jasa merupakan Orang

Pribadi atau Badan yang memenuhi kriteria:

a. bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia :

1. alamat korespondensi atau penagihan Pemanfaat Barang

dan/atau Pemanfaat Jasaberada di Indonesia; dan/atau

2. pemilihan negara saat registrasi di laman dan/atau sistem yang

disediakan dan/atau ditentukan oleh Pihak Lain yaitu Indonesia;

b. melakukan pembayaran menggunakan fasilitas debit, kredit,

dan/atau fasilitas pembayaran lainnya yang disediakan oleh institusi

di Indonesia ; dan/atau

c. bertransaksi dengan menggunakan alamat internet protocol di

Indonesia atau menggunakan nomor telepon dengan kode telepon

negara Indonesia .

NEW
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TARIF, DPP, DAN SAAT PEMUNGUTAN PPN

www.pajak.go.id
Pasal 336

Tarif PPN yang Dipungut

Nilai berupa uang yang dibayar oleh 

Pemanfaat Barang dan/ atau

Pemanfaat Jasa, tidak termasuk PPN 

yang dipungut .

Dasar Pengenaan Pajak

PPN yang dipungut oleh Pihak

Lain yaitu sebesartarif

sebagaimana diatur dalam

Pasal 7 ayat (1) UU PPN

dikalikan dengan dasar

pengenaan pajak.

Saat Pemungutan PPN

Saat pembayaran oleh 

Pemanfaat Barang dan/atau

Pemanfaat Jasa.

NEWNEWNEW
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